KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER- 4 /BC/2019
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN FERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN TIDAK DIFUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN FAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS
IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG

Menimbang

PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN
UNTUK DIEKSPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIL

bahwa dalam ranghka melaksanakan ketentuan Pasal 50
Peraturan Menteri Keuangan MNomor 160/FPMK.04/2018
tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungul Pajak
Pertambahan Nilal atau Pajak Pertambahan Nial dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan
untuk Diolah. Dirakit, atan Dipasang pada Barang Lain
dengan Tujuan untuk Diekspor, perlu menetapkan
Peraluran Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang
Petunjuk  Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan
Republik  Indonesia Nomor 160/PMK.04/2018 tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungul Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan
uniuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain
dengan Tujuan untuk Diekspor;



Mengingal

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat alas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
alas DBarang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga
alas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1883 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas DBarang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
Undang-Undang Nemeor 10 Tahun 1995 (entang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4661):
HKeputusan Menteri Keuangan Nomor 231 /KMK.03/2001
lenfang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena



Menetapkan

Pajak yang Dibebaskan darl Pungutan Bea Masuk
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/FPME.010/2018
tenlang Perubahan Keenam atas Keputusan Menieri
Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilal dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang
Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk; dan

5. Peraturan Menteri KEcuangan Republik Indonesia Nomor
160/PMK.04 /2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan
Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
FPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diclah,
Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan
untuk Diekspor,

MEMUTUSHAN:

FERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG PETUNJUK  PELAKSANAAN  PERATURAN
MENTER]I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMDBEBASAN BEA MASUK
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH ATAS [IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR.

BAE I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yvang dimaksud
dengan:
1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang
Nomer 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Undang-Undang Cukal adalah Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1]
Tahun 1995 tentang Cukai.

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, yang
selanjutnya disebut KITE Pembcbasan, adalah
pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau
pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar
daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang
pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
Eemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, vang
selanjutnya disebut KITE Pengembalian adalah
pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor
atau pemasukan Barang dan Bahan vang berasal dari
luar daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau
Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk
diekspor.

Bea Masuk adalah pungutan Negara berdasarkan
Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap
harang yang diimpor

Bea Masuk Tambahan adalah tambahan atas Bea
Masuk seperti Bea Masuk antidumping, Bea Masuk
imbalan, Bea Masuk tindakan pengamanan, dan Bea
Masuk pembalasan.

Perusahaan KITE Pembebasan adalah badan usaha
yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE
Pembebasan,

Perusahaan KITE Pengembalian adalah badan usaha
yang ditetapkan sebagal penerima fasilitas KITE
Pengembalian.



10.

11.

12.

13,

14,

15.

16.
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Barang dan Bahan adalah barang dan bahan baku,
lermasuk bahan penolong dan bahan pengemas yang:
a. diimpor; atay
b. dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat,
Kawasan Bebas dan/atau kawasan ekonomi Khusus
yang berasal dari luar daerah pabean,
dengan fasilitas KITE Pembebasan, untuk Diolah,
Dirakit, atau Dipasang pada barang lain untuk menjadi
barang Hasil Produksi yang mempu nyal nilai tambah.
Barang dan Bahan Rusak adalah Barang dan Bahan
yang mengalami kerusakan dan/atau penurunan mutu
dan tidak dapat diproses atau apabila diproses akan
menghasilkan barang Hasil Produksi yang tidak
memenuhi kualitas/standar.
Barang Contoh adalah barang yang digunakan sebagai
contoh untuk menunjang kegiatan proses produksi yang
barang Hasil Produksinya untuk tujuan diekspor.
Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, atau
pemasangan Barang dan Bahan.
Hasll Produksi Rusak adalah Hasil Produksi vang
mengalami kerusakan dan/atau penurunan
kualitas /standar mutu.
Diolah  adalah  dilakukan pengolahan  untulk
menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai
nilai tambah,
Dirakit adalah dilakukan perakitan dan/atau penyatuan
sehingga menghasilkan barang Hasil Produksi yang
mempunyai nilaj tambah,
Dipasang adalah dilakukan pemasangan, pelekatan
dan/atau penggabungan dengan barang lain sehingga
menghasflkan barang Hasil Produksi yang mempunyai
nilai tambah,
Konversi adalah suatu pernyataan dari Perusahaaan
KITE Pembebasan mengenai  komposisi pemakaian
Barang dan Bahan untulk setiap saluan Hasil Produksi.



18. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat,

18.

20.

21,

22,

atau kawasan vang memenuhi persyaratan tertentu
yang digunakan untuk menimbun barang dengan
lujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea
Masulk,

Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat
untuk menimbun barang impor, dapat disertal 1 [satu]
atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan
kembali, penyortiran, — penggabungan  (kitting),
pengepakan. penyetelan, pemotongan, atas barang-
barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk
dikeluarkan kembali.

Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat
untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang
berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna
diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor
untuk dipakai.

Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah
Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang
impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa
barang dari dalam daerah pabean untuk dipamerkan.
Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan
Berikal untuk menimbun barang asal luar daerah
pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain
dalam dacrah pabean, dapat disertai 1 {satu) atau lebih
kegiatan sederhana dalam jangka waktu lerteniu untuk
dikehzarkan kembali.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas,
yvang sclanjutnya disebul Kawasan Bebas adalah suatu
kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia yvang terpisah dari daerah
pabean sehingga bebas darl pengenaan Bea Masuk.
Pajak Pertambahan Nilal, Pajak Penjualan alas Barang
Mewah, dan Cukad.



24,

28.

29,

31.

Miira Utama HKepabeanan Yang selanjutnya disebut
MITA Kepabeanan adalah Importir dan/atau eksportir
yang diberikan pelayanan  khusus di bidang
kepabeanan.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Dircktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.

. Pejabat Bea dan Cukal adalah pegawai Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
terientu untuk  melaksanakan  tugas  tertentu
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-
Undang Culkai.

Hantor Wilayah adalah Kantor Wilayah di lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kantor Pelayanan Utama vang selanjutnya disingkat
KPU adalah Hantor Pelayanan Utama di lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya
kewajiban pabean sesuai dengan  Undang-Undang
Kepabeanan.

Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disinglkat
SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh
Kantor Wilayah, KPU, dan Kantor Pabean dalam rangka
pengawasan dan pelayanan kepabeanan.



BAB I

PENETAPAN SEBAGA]I PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN,

KEWAJIBAN PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN, DAN

PERUBAHAN ATAS EEPUTUSAN PENETAPAN SEEAGAL

(1)

PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

Bagian Pertama
Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan

Pasal 2
Untuk mendapatkan penetapan sebagai Perusahaan
KITE Pembebasan, badan usaha yang telah memenuli
kriteria dan persyaratan dalam Peraturan Menterd
Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak
Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilal dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diclah,
Dirakit. atan Dipasang pada Barang Lain dengan

Tujuan untuk Diekspor mengajukan permohonan

kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU  yang

mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha

badan usaha dengan mengisi daftar isian berupa:

a. Nomor Induk Berusaha,

b. nomor, langgal, dan nama instansi penerbit izin
usaha industri;

c. Jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau
bukti penguasaan lokasi;

d. daflar Barang dan Bahan, daftar Hasil Produksi, dan
daftar penerima subkontrak, dalam hal terdapat
proses produlisi yang akan disubkontrakkan;

e, data jumlah investasi, jumlah tenaga kerja, serta
jumlah aset, utang, dan permodalan:
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(3

(1)

(2]

(3

f. data indikator kinerja utama [key performance
indicaior] vang ditargetkan oleh badan usaha uniuk
mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari
pemanfaatan fasilitas KITE Pembebasan, seperti
peningkatan pajak penghasilan badan, peningkaian
investasi, dan peningkatan tenaga kerja; dan

E. wakiu  kesiapan pemeriksaan lokasi serta
pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan
kriteria.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara elektronik melalul Sistem Indonesia

National Single Window dalam kerangka Online Single

Submission.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektromilk,

permohonan disampaikan secara tertulls kepada:

a. kepala Kantor Wilayah melalui kepala Kanlor
Pabean; atau

b. kepala KPU,

yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan

usaha perusahaan.

Pasal 3

Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). SKP
melakukan validasi terhadap isian data vang diajulan
oleh badan usaha.
Dalam hal data tidak valid, SKP memberikan respon
penolakan disertai dengan alasan penclakan.
Dalam hal data valid, SKP memberikan respon kepada
kepala KPU atau kepala Kantor Pabean atau Pejabat
Bea dan Cukai yang ditunjuk yang mengawasi lokasi
pabrik atau lokasi keglatan usaha badan usaha untuk;
a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan

lokasi: dan
b. menerbitkan berita acara pemeriksaan.



[4)

(5]
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Dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), kepala

KFPU atau kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan

Cukal yang ditunjuk yang mengawasi lokasl pabrik atau

lokasi kegiatan usaha badan usaha:

a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan
lokasi; dan

b. menerbitkan berita acara pemeriksaan,

Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi

sebagaimana dimalksud pada ayat (3) huruf a dan ayat

(4) huruf a meliputi:

a. validasi Nomor Induk Berusaha, dalam hal
permohonan disampaikan secara tertulis;

b. validasi atas izin usaha industr atau sejenisnya:

¢. pemeriksaan data isian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayal (1) dengan dokumen pembuktian
kriteria dan persyaratan yang menjadi  dasar
pengisian: dan

d. pemeriksaan terhadap pemenuhan kriteria dan
persyaratan meliputi;
1. pemeriksaan jenis usaha (nature of business):

a. jenis kegiatan produksi dan uraian proses
produksi, jenis barang dan bahan serta hasil
produhlsi;

b. keterkaitan jenis barang dan bahan yang akan
diimpor dengan fasilitas KITE dengan bidang
usaha badan usaha dan hasil produksi yang
akan diekspor;

2. pemeriksaan bukti kepemilikan atau PeEnguasaan
lokasi kegiatan usaha;

a. untuk kegiatan produksi, tempat penimbunan
Barang dan Bahan serta Hasil Produksi paling
singkat 3 (tlga) tahun sejak permohonan
penetapan  sebagai Perusahaan  KITE
Pembebasan diajukan:



(6]

(7]

(=)

(1)
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b. untuk tempat penimbunan Bahan Baku dan
tempat penimbunan Hasil Produksi paling
singkat 6 [(enam) bulan sejak penelapan
scbagai Perusahaan KITE Pembebasan
digjukan, dalam hal tempat penimbunan
terpisah dari lokasi untuk keglatan produksi;

3. penilaian sistem pengendalian internal;

4. pemeriksaan pementhan kriteria
pendayagunaan sistem informasi persediaan
berbasis komputer (IT inventory) sesuai Peraturan
Direktur Jenderal mengenal penerapan sistem
informasl persediaan berbasis Komputer (IT
inventory) pada perusahaan pengguna fasilitas
KITE Pembebasan;

5. pemeriksaan lokasi kegiatan usaha, tempat
penyimpanan, pembongkaran; dan

6. pemeriksaan terhadap badan usaha penerima
subkeontrak berdasarkan manajemen risiko.

Dialam hal diperlukan, kepala Kantor Wilayah. kepala
KPU, dan kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi
pabrik atau lokasi keglatan usaha badan usaha dapai
meminta asli dokumen pembuktian kriteria dan
persyaratan.

Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan
penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] atau ayal (4), dilakukan paling
lama 3 (tiga) hari kerja setelah wakiu kesiapan
pemeriksaan lokasi dalam permohonan.

Kepala Kantor Pabean menyampaikan berita acara
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayal (7)
kepada kepala Kantor Wilayah.

Pasal 4
Badan wusaha vyang mengajukan permehonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus
melakukan pemaparan mengenal proses bisnis dan
pemenuhan  Kriteria dan persyaratan sebagaimana



(2)

(3)

(4)

(5]

(6)

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak
Fertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Darang Mewah atas Impor Barang
dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada
Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, kepada
kepala Kantor Wilayah atau KPU.

Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan.
Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling cepat pada harl kerja berikutnya atau
paling lambat 3 (tiga) hari kerja selelah tanggal
penerbitan berita acara pemeriksasn sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3] atau ayat (4).
Berdasarkan pemaparan sebagaimana dimaksud pada
ayal (3), Bepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat
Bea dan Cukai yang ditunjuk membuat berita acara
yvang ditandatangani pihak badan usaha dan Kantor
Wilayah atau KPU, yang paling hurang mencantumkan
hasil pemaparan serta wakiu selesai pemaparan
sebagai dasar janji layanan penerbitan persetujuan
atau penclakan atas permohonan penetapan sehagai
Perusahaan KITE Permnbebasan.

Dalam hal terdapat hal yang belum dipaparkan
dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh badan usaha,
pemaparan dinyvatakan belum selesai dan dilakukan
penjadwalan ulang.

Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala
Kantor Wilayah atau KEPU atau Pejabat Bea dan Cukad
yang ditunjuk membuat berita acara tentang tidak
dilakukannya pemaparan sesual waktu yang
ditentukan.



(1)

(2]

(3]

(4]
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Pasal 5

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri

memberikan:

a. persetujuan dengan menerbitkan Keputusan
Menter1 Keuangan mengenal penetapan schagai
Perusahaan KITE Pembebasan; atau

b. penolakan dengan menerbitkan surat penolakan
dengan menyebutkan alasan penclakan,

berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau ayat (4), seria
berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(4} dan Pasal 4 ayat [6).
Dalam hal dilakukan pemaparan, Keputusan Menteri
Keuangan mengenai penetapan sebagai Perusahaan
EITE Pembebasan atau surat penoclakan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1] dibertkan paling lama 1 [satu)
jam setelah pemaparan selesai dilakulkan.
Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat [3),
kepala Hantor Wilayah atau KPU memberikan
penvlakan dengan menerbitkan surat  penolakan
disertai dengan alasan penolakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b pada harl kerja
berikutnya.

Format dekumen yang digunakan oleh badan usaha

dalam permohonan penetapan sebagai Perusahaan

KITE Pembebasan, serta format yang digunakan oleh

Pejabat Bea dan Cukai dalam proses penetapan sebagai

Perusahaan  KITE  Pembebasan,  sebagaimana

tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.



(1)

i2]

(3}

(4]

(5)

Bagian Redua
Hewajiban Perusahaan KITE Pembebasan

Pasal 6

Dalam wakiu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal
penerbitan keputusan penetapan sebagai Perusahaan
KITE Pembebasan, sistem informasi persediaan
berbasis komputer (IT Inventory) yang didayagunakan
Ferusahaan KITE Pembebasan, wajib dapal diakses
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukal secara daring.
Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan
RITE Permbebasan wajib memasang papan nama vang
paling kurang mencantumkan nama Perusahaan KITE
Pembebasan dan status sebagal perusahaan penerima
fasilitas KITE Pembebasan pada setiap lokasi pabrik,
lokasi penimbunan, dan lokasi keglatan usaha.
Perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan
penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pembebasan
sehingga dalam pencatatan dan/atau pembukuan

dapat dibedakan dengan barang yang bukan asal
fasilitas KITE Pembebasan,

Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan
pengawasan untuk memastikan dipenuhinya kewajiban
pemenuhan  sistem  informasi  persediaan berbasis
komputer (IT inventory) yang dapat diakses oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara daring dan
kewajibann  pemasangan papan nama  melalui
mekanlsme monitoring dan evaluasi.

Kegiatan pengawasan untuk memastikan dipenuhinya
kewajiban pemenuhan sistem informasi persediaan
berbasis komputer (IT fnventoryl yvang dapat diakses
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara daring
dilakukan sesuai tata cara dalam Lampiran [ yang

merupaican bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.
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Pasal 7

Perusahaan KITE Pembebasan wajib menyampatkan:

a. laporan Keuangan tahunan; dan

b. laporan mengenai dampak eckonomi pemberian
fasilitas KITE Pembebasan, capaian indikator kinerja

“utama (key performance indicator] vang  telah

ditargetkan. serta target indikator kinerja utama {key
perforrmance indicator) periode berikutnya.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah atan KPU

yang menerbitkan keputusan penelapan  sebagal

Perusahaan KITE Pembebasan paling lambat pada akhir

bulan ke-4 (empat) setelah akhir tahun pajalk.

Atas laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah atan KPU atau

Fejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:

a. melakukan pendataan alas penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

b. melakukan pencatatan dan pengelolaan data
keuangan, data mengenai dampak ekonornd
pemberian lasilitas KITE Pembebasan, dan data
capaian indikator kinerja utama (key performance
incticator] Perusahaan KITE Pembebasan.

Data keuangan dan data capaian indikator kinerja utama

fleey performance indicator) Perusahaan KITE Pembebasan

digunakan sebagai salah satu sumber data dalam

pelaksanaan moenitoring dan/ataun  evaluas! terhadap

pemberian fasilitas KITE Pembebasan.

Laporan mengenai dampak chonomi pemberian fasilitas

KITE Pembebasan, capaian indikator kinerja utama {key

performance indicator] yang telah ditargetkan, serta target

Indikator kinerja utama (key performance indicator] periode

berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

sesuai contoh formatl sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Direkiur Jenderal ini,
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[6) Pencatatan data laporan keuangan, dala mengenai

(1)

(2)

(3}

(4)

(5)

dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE Pembebasan,
dan laporan capaian indikator kinerfa utama (ley
petrformance indicator) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3] huruf b sesuai contoh format sebagatmana tercantum
dalam Lampiran IV yang merpakan bagian tidak
lerpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga

Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagal Perusahaan

KITE Pembebasan

Pasal B

Dalam hal terdapal perubahan data dalam keputusan
penetapan  sebagai Perusahaan KITE Pembebasan,
Perusahaan KITE Pembebasan yang bersangkulan harus
mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah
atau KPU yang menerbitkan keputusan penelapan sebagai
Perusahaan KITE Pembebasan untuk diterbitkan
perubahan atas keputusan penctapan sebagai Perusahaan
KITE Pembebasan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan alasan perubahan dan melampirkan dokumen
pendukung dalam bentuk salinan digital (soft copuy).
Fermohenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara elekironik.
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat disampaikan secara elektronik,
permohonan disampaikan secara tertulis kepada kepala
Kantor Wilayah atau KPU.
Terhadap permohonan perubahan data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah atan KPU
atau Pejabat Bea dan Cukal yang ditunjuk:
a. menerima berkas permohonan beserta lampirannya;
b.  meneliti kelengkapan dan kesesualan permohonan

beserta lampirannya; dan



(6)

(7)

(8]

(&)

(100

- 1% =

c.  melakukan pemeriksaan lapangan dalam hal

diperlukan.

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabal Bea dan

Cukal yang ditunjuk dapat melakukan koordinasi dengan

Kepala Kantor Wilayah atau KPU lain, atau dengan Kepala

Kantor Pabean terdekat dalam melakukan pemeriksaan

lapangan.

Kepala Hantor Wilayah atau KPU atau Pejabal Bea dan

Cukai yang ditunjuk dapat meminta asl dokumen

pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam

hal terdapat dokumen dalam bentuk soft copy yang kurang

Jjelas dan/atau memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Dalam hal hasi] penelitian dan pemeriksaan schagalmana

dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sesuai, kepala Kantor

Wilayah atau KPU menerbitkan keputusan tentang

perubahan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan

KITE Pembebasan dan melakukan pemutakhiran data,

Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dinyvatakan tidak sesuai, kepala

Kantor Wilayah atau KPU memberikan surat

pemberitahuan penclakan dengan menyebutkan alasan

penolakan.

Fersetujuan atau penclakan perubahan data keputusan

penctapan  sebagai Perusahaan KITE Pembebasan

diberikan paling lama:

a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
elektronik dan tdak dilakukan pemeriksaan lapangan:
atau

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal:

1) permohonan disampaikan secara elektronik dan
dilakukan pemeriksaan lapangan; atauy
2) permohonan disampaikan secara tertulis.

111) Dalamy hal terdapat perubahan data keputusan

sebagaimana dimaksud pada avat (1) yvang elemen data
perubahannya telah disetujui oleh instansi terkait, dan



(12)

(13}
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elemen data tersebut tersedia dalam sisiem informasi
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Perusahaan KITE
Pembebasan menyampaikan pemberitabuan perubahan
data dimaksud kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU
yang menerbitkan keputusan penetapan secbagai
Perusahaan KITE Pembebasan unfuk diterbiikan
keputusan perubahan,

Keputusan tentang perubahan atas keputusan penetapan
sebagai Perusahaasn EKITE Pembebasan sesuai contoh
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Surat pemberitahuan penoclakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) =esuai contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan DireKtur Jenderal inl.

BAR 111

IMPOR DAN/ATAU PEMASUKAN, JAMINAN, PEMERIKSAAN

FABEAN, PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATALU

PEMASANGAN, KONVERSI, SUBKONTRAK, SERTA PERIODE

(1}

KITE PEMBEBASAN

Bagian Pertama
Impor dan/atau Pemasukan

Pasal 9
Barang dan Bahan dan Barang Contoh dapal diimpor
dan/atau dimasukkan dari:
a. luar daerah pabean:
Pusal Logistik Berilat:
Gudang Berikat;
Hawasan Berikat;
Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
Kawasan Bebas;
kawasan ckonomi Khusus; dan/atau

R



h. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan olch
Pemerintsh.

(2) Perusahaan KITE Pembebasan melakukan impor
dan/atau pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat
1) dengan ketentuan:

a. pelaksanaan impor dan/atau pemasukan Barang dan
Bahan dan Barang Contoh menggunakan dokumen
pemberitahuan pabean impor sesual dengan asal
Barang dan Bahan dan Barang Contoh;

b. jenis Barang dan Bahan vang ditlmpor dan/atau
dimasukkan harus sesuai dengan jenis yang tercantum
dalam lampiran kKepuilusan penetapan sebagai
Perusahaan KITE Pembebasan: dan

. menyerahkan jaminan paling sedikit sebesar nilai
Bea Masuk serta pajak pertambahan nilai atau pajak
pertambahan nilai dan pajak penjualan alas barang
mewah atas barang dan bahan sebagaimana
diberitabukan dalam pemberitahuan pabean impor
dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan.

(3) Atas impor sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul a
berlaku ketentuan sebagal berikut:

a. menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor:

b. mengisi pilihan  “KITE  Pembebasan” dan
mencantumkan nomor dan  langgal keputusan
penetapan sebagal Perusahaan KITE Pembebasan pada
kolom 33 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan;

¢, mencantumkan mnomor dan tanggal keputusan
penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada
lembar  lanjutan dokumen dan  pemenuhan
persyaratan/fasilitas;

d. mencantumkan nilai bea masuk yang dibebaskan, PPN
dan FFnBM pada kolom yang ditentukan dalam
dokumen pemberitahuan pabean lmpor sesual
peraturan  perundang-undangan yang mengatur
mengenal pemberitahuan pabean impor;

t. menyampaikan PIB yang telah diisi dengan lengkap dan
benar kepada Kantor Pabean bongkar; dan
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lata cara penyampaian pemberitahuan pabean impor
mengikuti  peraturan  perundang-undangan vang
mengatur mengenal impor barang untuk dipakai.

(4) Atas impor schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berlaku ketentuan sebagai berilout:

ik

menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang
dari Pusat Logistik Berikat;

mengisi pillhan “KITE Pembebasan™ dan
mencantumkan nomor dan tanggal kepulusan
penetapan sebagal Perusahaan KITE Pembebasan pada
kolom 37 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan;
mencantumkan  nomor dan  tanggal keputusan
penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada
lembar  lanjutan  dokumen dan  pemenuhan
persyaratan/fasilitas;

- mencantumbkan nilai bea masuk yang dibebaskan, PPN

dan FPnBM pada kolom yang ditentukan dalam
dokumen pemberitahuan pabean imper sesual
peraturan  perundang-undangan vang mengatur
mengenai Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor
Dari Pusat Logistik Berlkat Untuk Diimpor Untuk
Dipakai;

menyampaikan dokumen pemberitahuan impor barang
dari Pusat Logistik Berikatl yang telah diisi dengan
lengkap dan benar kepada Kantor Pabean bongkar: dan
tata cara penyampaian dokumen pemberitahuan impor
barang dari Pusat Logistlk Berikat mengikuti peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata
Laksana Pengeluaran Barang Impor Darl Pusat Logistik
Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai.

(3) Atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf ¢,
huruf d, dan huruf e berlaku ketentuan sebagal berikut;

d,

Pengusaha Tempal Penimbunan Berikat melakukan

hal-hal sebagai berilkut:

1. mengisi dokumen pemberitahuan impor barang dari
Tempat Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk
dipakal;
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2. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan
penelapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan
pada kelom "Penerima Barang™,

3. mengisi pilihan kode 03 untuk fasilitas KITE pada
kolom 17 Fasilitas Impor;

4. mencantumkan nilai bea masuk pada kolom
“Dibebaskan” dan pajak dalam rangka impor pada
kolom “Dibayar”;

5. melakukan pelunasan atas tagihan pajak dalam
ranghka impor;

6. menyerahkan dokumen pemberitabuan impoer
barang dari Tempat Penimbunan Berlkat untuk
diimpor untuk dipakai kepada Perusahaan KITE
Pernbebasan untuk proses penyerahan jaminan;

7. menyampaikan dokumen pemberitahuan impor
barang dari Tempal Penimbunan Berlkat untuk
diimper untuk dipakai yang telah diterbitkan Surat
Tanda Terima Jaminan dan dilunasi tagihan pajak
dalam rangka impornya kepada Kantor Pabean yang
mengawasi Tempat Penimbunan Berikal yang
selanjutnya Kantor Pabean akan melakukan
konfirmasi Sural Tanda Terima Jaminan; dan

&, melakukan pengeluaran barang setelah mendapat
persetujuan pengeluaran barang dari Kantor Pabean
yang mengawasi Tempat Penimbunan Berikat;

. Perusahaan KITE Pembebasan melakukan hal-hal

sebagal berikut:

1. menyerahkan jaminan dlas dokumen
pemberitahuan  impor barang dari  Tempat
Penimbunan Berikat uniuk dilmpor untuk dipaleai
ke Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan
penetapan Fasilitas KITE Pembebasan atau Kanior

Pabean untuk mendapatkan Surat Tanda Terima
Jaminan; dan



2. mengirimkan kembali dokumen pemberitahuan

impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat varg
telah dilengkapi dengan fotokopi Surat Tanda
Terima Jaminan dan [olokopt jaminan kepada
perusahaan Tempat Penimbunan Berikat;

¢. Tata cara penyampaian dokumen pemberitahuan impor
barang dari Tempat Penimbunan Berikat dan
pengeluaran barang menglkutl peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai Tata Laksana
Pengeluaran Barang Impor dari Tempat Penimbunan
Berikat Untuk Ditmpor Untuk Dipakai,

(6] Atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf [

berlaku ketentuan sebagai berikut;

a. Pengusaha di Kawasan Bebas melakukan hal-hal
sebagai berikut;

1.

menglslt dokumen Pemberitahuan Pabean untulk
pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari
Rawasan Bebas darl dan ke luar Daerah Pabean,
dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke
tempat lain dalam Daerah Pabean:;

- mencantumkan nomor dan tanggal keputusan

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan
pada keolom "Dckumen Pelengkap Pabean” pada
barls “Lainnya®;
mencantumkan  nilal Bea Masuk pada kolom
“Dibebaskan” dan pajak dalam rangka impor dalam
kolom *Dibayar”;

- melakukan pelunasan atas tagihan pajak dalam

rangka impor;

menyerahkan dokumen Pemberitahuan Pabean
untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan
dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah
Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan
Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean kepada
Perusahaan KITE Pembebasan untuk proses
penyerahan jaminan;
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6. menyampaikan dokumen pemberitahuan impor
barang dari Kawasan Bebas untuk diimpor untuk
dipakai yang telah dilerbitkan Surat Tanda Terima
Jaminan dan dilunasi tagihan pajak dalam rangka
impornya kepada Kantor Pabean yang mengawasi
Kawasan Bebas yang selanjutnya Kanter Pabean
akan melakukan konfirmasi Surat Tanda Terima
Jaminan; dan

7. melakukan pengeluaran barang selelah mendapat
perseiujuan pengeluaran barang dari Kantor Pabean
yang mengawasi Kawasan Bebas;

- Perusahaan KITE Pembebasan melakukan hal-hal

sebagal berikut:

1. menyerahkan jaminan atas dokumen
pemberitahuan impor barang dari Kawasan Bebas
untuk ditmpor untuk dipakai ke Kantor Wilayah
atau EPU penerbit keputusan penelapan Fasilitas
KITE Pembebasan atau HKantor Pabean untuk
mendapatkan Surat Tanda Terima Jaminan: dan

2. mengirimkan kemball dekumen Pemberitahuan
Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang
ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah
Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan
Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean kepada
Pengusaha di Kawasan Bebas yang telah dilengkapi
dengan fotokopl Sural Tanda Terima Jaminan dan
fotokopi jaminan untuk proses pengeluaran barang;

- 1ala cara penyampaian dokumen pemberitahuan impor
barang dari Hawasan Bebas dan pengeluaran harang
mengikuti  peraturan perundang-undangan  yang
mengatur mengenai tata laksana pengeluaran barang
impor dari Kawasan Bebas untuk diimpor untuk
dipakai.



(1)

(2]

(3)

(4]

(5)

(6)

Bagian Kedua
Jaminan

Pasal 10
Alas impor dan/atan pemasukan Barang dan Bahan
dengan fasilitas KITE Pembebasan, Perusahaan KITE
Pembebasan harus menyerahkan jaminan kepada:
a. Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan
penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan; atau
b. Kantor Pabean 1{empat pemberitahuan pabean
disampaikan,
pada saat pemberitahuan pabean diajukan.
Jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] paling sedikit sebesar Bea Masuk serta pajak
pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan
pajak penjualan atas barang mewah atas Barang dan
Bahan sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan
pabean impor dan/ataun pemberitahuan pabean
pemasukan.
Jangka waktu jaminan sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) paling singkat selama penjurmlahan waktu:
a. periode KITE Pembebasan; dan
b. tiga bulan sesual jangka waktu penyampaian laporan
pertanggungjawaban, penelitian laporan
pertanggungjawaban, dan penyelesaian jaminan.
Dalam hal terdapat perpanjangan periode KITE
Pembebasan, Perusahaan KITE Pembebasan wajib
melakukan perpanjangan jangka waklu jaminan.
Dalam hal jangka wakiu jaminan tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayai
(4), laporan perianggungjawaban tidak dapat diproses.
Perusahaan KITE Pembebasan dapat menyerahkan
jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
bentuk jaminan perusahaan (corporate guarantee] dengan
ketentuan:
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(1)

(2)

(3)
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a. Perusahaan KITE Pembebasan telah mendapatkan
pengakuan sebagai operator ekonomi hersertilikat
{(authorized economic operator);

b. Perusahaan KITE Pembebasan merupakan importir
yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan;
atau

c. Perusahaan KITE Pembebasan dengan kategori risiko
rendakh,

yang memiliki kondisi keuangan yang baik, sesuai dengan

ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.

Bentuk, wakiu, dan tata cara penyerahan jaminan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penetapan

Perusahaan untuk dapat menyerahkan jaminan dalam

bentuk jaminan perusahaan (corporate guardniee

scbagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.

Pasal 11
Terhadap jaminan yang diserahlcan oleh Perusahaan KITE
Pembebasan, seclain jaminan dalam bentuk jaminan
perusahaan (eorporale guarantee), Pejabat Bea dan Cukai:
a. melakukan penelitian terhadap jumlah dan jangka
waktu jaminan; dan
b. dapat melakukan konfirmasi penerbitan jaminan
kepada penjamin atau surety dengan
mempertimbangkan tngkal risiko Perusahaan KITE
Permbebasan dan penjamin.
Dalam hal hasil penelitian jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian jaminan,
Pejabat Bea dan Cukai menolak jaminan dengan
menerbitkan sural penolakan jaminan.
Dalam hal hagil penelittan jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapal kesesuaian jaminan,
Pejabat Bea dan Cukal menerbitkan Surat Tanda Terima
Jaminan (STT.J).



(4]

(1]

(2)

(3]

(4)

(3)
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Surat Tanda Terima Jaminan (STT)  sebagaimana
dimaksud pada ayat [3), sesuai contoh  format
sebagalmana tercantum dalam Lampiran VIl yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direkrur Jenderal ini.

Baglan Ketiga
Pemeriksaan Pabean

Pasal 12

Pejabal Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan pabean
atas  pemberitahuan pabean  imper  dan/atau
pemberitahuan pabean pemasukan yang menggunakan
[asilitas KITE Pembebasan.
Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara selelctif berdasarkan manajemen risiko.
Pemeriksaan pabean scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi  penelitian  dokumen dan pemeriksaan fisik
barang.
Dalam hal berdasarkan hasi] pemeriksaan fisik barang
sehagalmana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya
ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis barang antara
yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor
dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan dengan
hasil pemeriksaan fisik barang, berlaku ketentuan sebagai
berikut:

a. terhadap kelebihan jumlah dan/atau
ketidaksesuaian jenis barang dimaksud tidak dapat
diberikan fasilitas KITE Pembebasan; dan

b. dilakukan penelitian dan diproses lebih lanjut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan,

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian  dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kedapatan bahws

Jumlah barang sesuai dan Jenis barang vang ditmpor

sesual dengan jenis barang yang tercantum dalam

lampiran  keputusan KITE Pembebasan, namun
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ditemukan adanya ketidaksesualan tail dan/atau nilai

pabean antara yang diberitahukan dalam pemberitahuan

pabean impor dan/atau  pemberitahuan  pabean

pemasukan dengan hasil penelitian dokumen, sehingga

pilai  jaminan tidak mencukupd, Perusahaan KITE

Pembebasan melakukan penyesuaian jaminan.

Untuk melakukan penyesualan jaminan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) kepala Kantor Pabean atau Pejabat

Bea dan Cukal yang ditunjuk menyampaikan nota

pembetulan jaminan kepada;

a. perusahaan KITE Pembebasan; dan

b.  kepala Hantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan
penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan,
dalam hal jaminan diserahkan kepada kepala Kantor
Wilayah atau KPU.

Derdasarkan nota pembetulan jaminan sebagaimana

dimaksud pada ayat [6), Perusahaan KITE Pembebasan

menyerahkan jaminan pengganti.

Atas jaminan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat

(7)., kepala Kantor Wilayah atau KPU atau kepala Kantor

Pabean menerbitkan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ).

Fasal 13
Pejabat Bea dan Cukal melakukan pemeriksasn pabean
atas kesesuaian jumlah dan jenis Barang Contoh yang
diimpor berdasarkan surat persetujuan impor Barang
Contoh dengan mendapatkan fasilitas pembebasan Bea
Masuk serta pajak pertambahan nilai atau pajak
pertammbahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah terutang tidak dipungut.
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2} Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan pabean

(3)

(1]

(2)

(3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya
ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis Barang Conioh,
terhadap kelebihan jumlah dan/atau ketidaksesuaian
jenis Barang Contoh tidak dapat diberikan fasilitas
pembebasan Bea Masuk serta pajak pertambahan nilai
atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas
barang mewah terutang tidak dipungut.

Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat
(2). Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih
lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang kepabeanan.

Pasal 14
Perusahaan KITE Pembebasan wajib membongkar dan
menimbun Barang dan Bahan, Barang Contoh, serta Hasil
Produksi di lokasi yang tercantum dalam lampiran
keputusan KITE Pembebasan.
Perusahaan KITE Pembebasan dapat melakukan
pembongkaran dan penimbunan Barang dan Bahan,
Barang Contoh. serta Hasil Produksi di lokasi selain lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
a. mengajukan  permohonan  dan  mendapatkan
persetujuan dari kepala Kantor Wilayah atau KPU:
atau
b. menyampaikan pemberitahuan penambahan atau
perubahan tempat lokasi penimbunan kepada kepala
Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan
keputusan penetapan sebagal Perusahaan KITE
Pembebasan, bagi perusahaan KITE Pembebasan
yang telah mendapatkan pengakuan sebagai operator
ckonomi bersertifikat  (authorized economic operator)
dan/atau imporlir yang telah ditetapkan sebagai
MITA Kepabeanan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurul' b disampalkan secara elektronik,
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Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2} huruf a atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud

pada ayal (2) huruf b tdak dapat disampaikan secara

elektronik. permohonan atau pemberitahuan disampaikan
secara ferfulis kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU.,

Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan

atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a paling lama:

d. & (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
elekironik; atau

b. 3 [(tiga) harl kerja setelah permohonan dilerima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
tertulis,

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) hurufl a disetujul, kepala Kantor Wilayah alau KPU

menerbitkan  surat  persetujuan  pembongkaran dan

penimbunan Barang dan Bahan, Barang Contoh,
dan/fatau Hasil Produksi di lokasi selain yang tercantum
dalam lampiran keputusan KITE Pembebasan.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU

menyampatkan surat penoclakan dengan menyebutkan

alasan penolakan,

Persetujuan pembongkaran dan/atau penimbunan di

lokast sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau

pemnberitahuan sebagaimana dimaksud pada avat [2)

huruf b hanya berlaku untuk 1 (satu) kall pembongkaran

dan/atau penimbunan.

Dalam hal lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan

sebagaimana dimaksud pada ayat [2) dipergunakan secara

telap dan/atan berulang, Perusahaan KITE Pembebasan
wajib melakukan perubahan data keputusan penetapan
sebagal Perusahaan KITE Pembebasan.

Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan membongkar

dan/atau menimbun Barang dan Bahan, Barang Contoh,

serta Hasil Produksi selain di lokasi penimbunan
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak
memenuhl  ketentuan sebagaimana  dimaksud pada
ayat [2), [asilitas KITE Pembebasan dibekukan.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayal (2)
huruf a, sesuai contoh format scbagaimana tercantum
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Sural pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
{2] huruf b, sesuai contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Sural persetujuan schagaimana dimaksud pada ayat (6],
sesual contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X vang merupakan bagian tidak terpisahlkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keempat

Pengolahan, Perakitan, dan/atau Pemasangan Barang dan

(1)

(2)

(3)

Bahan, Konversi, dan Subkontrak

Pagal 15
Barang dan Bahan wajib Diolah, Dirakit, atau Dipasang
pada barang lain untuk menghasilkan barang Hasil
Produksi dengan tujuan diekspor.
Terhadap Barang dan Bahan yang Diclah, Dirakit, atay
Dipasang pada barang lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan wajib
menycrahkan Konversi kepada kepala Kantor Wilayah
atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai
Perusahaan RITE Pembebasan dalam hal Konversi belum
direkam dalam SKP.
Penyerahan konversi sebagalmana dimaksud pada ayat (2)
dilaleukan sebelum proses produksi dimmulai.
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Dalam hal terdapat perubahan Konversi atas Hasil

Produksi sebelumnya, Perusahaan KITE Pembebasan

harus mengajukan perubahan Konversi kepada kepala

Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan Keputusan

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, dengan

menyerahkan Konversi baru.

Perubahan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

harus  diajukan  paling lama sebelum tanggal

pemberitahuan pabean ekspor.

Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan menyerahkan

Konversi melewali batas walttu sebagaimana dimaksud

pada avat (3] atau mengajukan perubahan Konversi

melewati batas waktu sebagalmana dimaksud pada ayat

13, laporan pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan

yang merujuk pada Konversi tersebut ditolak.

Perubahan Konversi setelah tanggal pemberitahuan

pabean ekspor dapat dilakukan dalam hal:

a. kesalahan penulisan kode satnan:

b. kesalahan penulisan karakter pada kode Barang dan
Bahan dan/atau kode Hasil Produksi, seperti karakter
17, tertulis “I": danfatau

¢. kesalaban penulisan koefisien karena ekuivalensi,
seperti *100 cm”, tertulis “1 m".

Perubahan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat [7)

dilakukan dengan menambahkan kode baru Hasil

Produksi dan/atau kode Barang dan Bahan setelah seri

terakhir kode Hasil Preduksi dan/atau kode Barang dan

Bahan pada nomor Konversi yang telah ada dalam

database SKP fasilitas KITE Pembebasan.

Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan lidak

menyerahkan HKonversi, laporan pertanggungjawaban

tidak diterima.

Pasal 16
Ronversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)

atau perubahan Konvers| sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayal (4) diserahkan dengan cara:
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a. dikirim secara daring melalul pertukaran  data
elektronik ke dalam SKP fasilitas KITE Pembebasan;
atau

b. discrahkan dengan surat permohonan pengunggahan
(loading) Konversi kepada Kepala Kantor Wilayah atau
KPLU.

Terhadap Konversi dan perubahan HKonversi wvang

diserahkan secara daring melalul perlukaran data

elektronik sebagaimana dimalksud pada ayat (1) huruf a,

proses penerimaan dan penyampaian tanda terima loading

khonversi dilakukan menggunakan SKP fasilitas KITE

Pembebasan.

Terhadap Konversi dan perubashan Konversi yang

diserahkan dengan surat permohonan sebagaimana

dimaksud paca ayat (1) huruf b, Pejabat Bea dan Cukai:

4. menerima surat permohonan pengunggahan (loading)
Konversi dan data Konversi yang akan diunggah;

b. melakukan pengunggahan (loadingl data Konversi ke
dalam SKF fasilitas KITE Pembebasan; dan

c. menyampaikan tanda terima loading Konversi kepada
Perusahaan KITE Pembebasan.

Sural Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Xl yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)

sesual contoh format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Xl yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Direkitur Jenderal ind.

Fasal 17
Perusahaan KITE Pembebasan dapat mensubkontralklan
sebagian darl kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau
pemasangan Barang dan Bahan kepada penerima
subkontrak yang tercantum dalam data keputusan
penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
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Perusahaan KITE Pembebasan dapat mensubkontrakkan

seluruh  kegiatan pengelahan, perakitan, dan/atan

pemasangan atas keleblhan kontrak yang tidak dapat

dikerjakan karena keterbatasan kapasilas produksi

kepada penerima subkontrak yang tercanium dalam data

keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE

Pembebasan, dengan ketentuan Perusahaan KITE

Pembebasan:

a. berstatus perusahaan terbuka vang sebagian atau
seluruh sahamnya dimilikd oleh masyaralkat:

b. telah mendapatkan pengakuan sebagai operaior
ekonomi bersertifikat (authorized economic operaror);

€. merupakan importlr yang telah ditetapkan sebagai
MITA Kepabeanan: atau

d. selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, hurul b,
dan huruf e, dengan kategori risiko rendah,

dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang

menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan

KITE Pembebasan,

Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimalsud

pada ayat (2). Perusahaan KITE Pembebasan mengajukan

permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KFPU

dilampir dengan:

4. paparan mengenai kapasitas produksi: dan

b.  perjanjian kerja sama subkontrak paling kurang
memual uraian pekerjaan yang dilakukan.

Permohonan sebagaimana  dimaksud pada ayat (3)

disampaikan secara elektronik,

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)  lidak dapat disampaikan secara elekironik,

permohonan disampaikan secara tertulis.

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan

Cukal yang ditunjuk melakukan penelitian  atas

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3],

Alas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3,

kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan

atau penolakan paling lama:
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4. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap. dalam hal permehonan disampaikan secara
elektronik; atau

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
Lertulis.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayvat

(3) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU

menerbitkan  surat persetujuan subkontrak seluruh

keglatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan
alas keleblhan kontrak yang tidak dapat dikerjakan
karena keterbatasan kapasiias produlksi.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3] ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPUI

menyampalkan sural penclakan dengan menyebutkan

alasan penolakan.

Surat permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (3).

sesual contoh format sebagaimana tercantum  dalam

Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

darl Peraluran Direktur Jenderal (nl.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8),

sesuai contoh format sebagaimana tercantum  dalam

Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Direlctur Jenderal ini.

Pasal 18

Dalam hal Perusahaan KITE Pembehasan
mensubkontrakkan keglatan pengolahan, perakitan,
dan/atau pemasangan kepada penerima subkontrak yang
belum tercantum dalam keputusan penetapan sebagai
Perusahaan KITE Pembebasan. Perusahaan KITE
Pembebasan wajib:
a.  mengajukan permohonan (erlebih dahulu kepada

kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan

keputusan penetapan sehagai Perusahaan KITE
Pembebasan; atan



(2]

(3]

(4
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b. menyampaikan permberitahuan penarmbahan
penerima subkontrak kepada kepala Kantor Wilayah
atau KFU yang menerbitkan keputusan penetapan
sebagai Perusahaan KITE Pembebasan,
bagi Perusahaan KITE Pembebasan yang telah
mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi
bersertifikat (autherized economic operator] dan/atau
importir yang tclah ditetapkan sebagal MITA
Kepabeanan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

hurul b disampaikan secara elektronik.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b tidak dapat disampaikan secara

elektronik, permohonan atau pemberitahuan disampaikan
secara terfulis kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU,

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, kepala Kantor Wilayah ataun KPU memberikan

persctujuan atau penclakan paling lama:

a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampatkan secara
elektronik; atau

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
Lertulis.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hurul a disetujul, kepala Kantor Wilayah atau KFU

menerbitikan  surat persetujuan subkontrak kepada

penerima subkontrak yang belum tercantum dalam
lampiran keputusan KITE Pembebasan.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU

menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan

alasan penoclakan.
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Fersetujuan  kegiatan subkentrak kepada pencrima
subkontrak yang belum tercantum dalam keputusan
penetapan  sebagai  Perusahaan KITE Pembebasan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufl b hanya berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan
subkontrak.

Dalam hal subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) akan dilakukan seccara tetap dan/atau berulang,
Perusahaan KITE Pembebasan harus mengajukan
perubahan data penerima subkontrak dalam keputusan
peniclapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
huruf a, sesuai contoh format sebagaimana tereantum
dalam Lampiran XV yang merupakan baglan tidak
lerpisalikan dari Peraturan Direktur Jenderal ini,

Surat pemberitahuan schagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, sesuai contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XV] yang merupakan bagian tidak
terpisahkan darl Peraturan Direktur Jenderal ini.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
sesuai contoh format sehagaimana tercantum dalam
Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 19

Perusahaan KITE Pembebasan dapat mensubkontrakkan
kegiatan pengolahan, perakilan, dan/atau pemasangan
kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean,
dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU vang
menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan
EKITE Pembebasan,

Reglatan subkontrak sebagaimana dimaksud pada  ayat
(1) hanya dapal dilakukan dalam hal secara teknis
pekerjaan subkentrak tersebut tidak dapat dikerjakan di
dalam daerah pabean atau tidak dapat memenuhi standar
mutu dalam hal dikerjakan di dalam daerah pabean,
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Atas  impor kembali hasil pekerjaan subkontrak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. dilakukan pemeriksaan fisik:

b. fasilitas KITE Pembebasan tetap diberikan dalam hal
dapat dibuktikan barang yang diimpor kembali
merupakan barang yang disubkontrakkan ke luar
daerah pabean; dan

€. atas Dbagian-bagian (parts) pengganti  atau
ditambahkan, serta biaya pengerjaannya termasuk
ongkos angkutan dan asuransi, berlaku ketentuan
peraturan  perundang-undangan yang mengatur
mengenai impor kembali barang yang telah diekspor
untuk keperluan  perbaikan, pengerjaan, dan
pengujian.

Ekspor untuk kegiatan subkontrak kepada penerima

subkontrak di luar daerah pabean dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai ekspor.

Impor kembali hasil pekerjaan subkontrak sebagaimana

dimaksud pada ayal (1) dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengeluaran barang impor untuk dipakai.

Pasal 20

Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan

mengajukan permchonan kepada kepala Kantor Wilayah
atau KPU dilampinl dengan:

a. daftar jenis dan Jjumlah barang yang akan
disubkontrakkan disertai dokumen pemberilahuan
pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan
pabean pemssukan asal barang yang akan
disubkontrakkan;

b.  alur proses produkst dan alasan perlunya dilakukan

kegiatan subkontrak kepada penerima subkontrak di
luar daerah pabean;
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€. dokumen yang akan dapat membukiikan bahwa
barang yang nantinya diimpor kembali merupakan
barang yang disubkentrakkan ke luar daerah pabean:
dan

d.  daftar perkiraan baglan-bagian (parts) pengganii atau

ditambahkan, serta biaya perbaikannya termasuk
ongkos angkutan dan asuransi, dalam hal terdapat
penggantian,  penambahan, atan  biaya-biaya
dimaksud.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara elektronik.

Dalam hal permohenan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dapat disampaikan secara clekironik,

permohonan disampaikan secara tertulis.

Hepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan

Cukai yang ditujuk melakukan penelitian atas

penmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan

atau penolakan paling lama;

a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
elektronik; atau

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
tertulis.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disetujul, kepala Kantor Wilayah atau KPU

menerbitkan  surat  perselujuan  subkontrak kepada

penerima subkontrak di luar daerah pabean.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditolak, kepala Kantor Wilavah atau KPU

menyampaikan sural penolakan dengan menyebutkan
alasan penalakan,
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Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
s€sual contoh formal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini,

Surat persefujuan sebagaimana dimaksud pada ayal (6],
sesuai contoh [ormat sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Dircktur Jenderal ini.

Bagian Kelimma
Periode KITE Pembebasan

Pasal 21

Periode KITE Pembebasan merupakan periode yang
diberikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk
melaksanakan realisasi ekspor terhitung sejak tanggal
pendaftaran  pemberitahuan pabean Impor dan/atau
pemberitahuan pabean pemasukan,
Periode KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan:
a.  untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan: atau
b.  melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a

dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan memiliki

masa produksi lebih dard 12 {dua belas) bulan.
Ferusahaan KITE Pembebasan mengajukan permohonan
perparjangan periode KITE Pembebasan dilampiri dengan
bukti yang mendukung pemenuhan persyaratan
perpanjangan periode KITE Pembebasan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
disampaikan sebelum periode KITE Pembebasan berakhir.,
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat [3)
disampaikan secara elektronik,
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3] tidak dapat disampatkan secara elektronik,
permohonan dissimpaikan secara tertulis.



(7)

(8)

(9]

(10}

(11)
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Atas  permohonan  perpanjangan  periode  KITE

Pembebasan, Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan

penelitian terhadap:

a. periode HITE  Pembebasan atas dokumen
pemberitahuan pabean impor dan/atau
pemberitahuan pabean pemasukan;

b. alasan permwhonan perpanjangan periode KITE
Pembebasan; dan

c. bukti pendukung terkait alasan permohonan
perpanjangan periode KITE Pembebasan.

HKepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan

atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud

pada avat (3) paling lama:

a. D (lima) jam kerja setelah permohonan dilerima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
elekironik; atau

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
tertulis.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) disetujui, kepala Kantor Wilayvah atau KPU:

a. menerbitkan surat persefujuan perpanjangan periode
KITE Pembebasan, dengan jangka waktu paling lama
sesuai ketentuan: dan

b. menvampaikan pemberitahuan kepada Perusahasan
KITE Pembebasan untuk memperpanjang jangka wakiu
Jaminan.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU

menyampaikan sural penolakan dengan menyebutkan

alasan penolakan.

Sural permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XX yang merupakan baglan tidak terpisahkan

dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
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(12) Surat  perseiujuan  perpanjangan periode KITE

(13]

(1)

(2)

(3

(4)

Pembebasan, sesuai contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan darl Peraluran Direktur Jenderal ini.

Surat penolakan atas permohonan perpanjangan periode
KITE Pembebasan, sesuai contoh [brmat sebagaimana
tercanium dalam Lampiran XXI1 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan darl Peraiuran Direktur Jenderal ini.

Fasal 22

Perusahaan KITE Pembebasan dapat mengajukan

permohonan  perpanjangan  kembali  periode KITE

Pembebasan yang telah diberikan perpanjangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9), dengan

dilampiri bukti yang mendukung pemenuhan persyaratan
perpanjangan periode KITE Pembebasan.

Permohonan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara eleltronik.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dapat disampalkan secara elektronik,

permohonan disampaikan secara tertulis kepada Direktur

Fasilitas Kepabeanan alas nama Direktur Jenderal melalui

kepala Kantor Wilayah atau KPU,

Alas  permohonan  perpanjangan  pericde  KITE

Pembebasan, Kepala HKanior Wilayah atau KPU atau

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan

penelitian terhadap:

a. periode KITE Pembebasan dokumen pemberitahuan
pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean
pemasukan;

b. alasan permchonan perpanjangan periode KITE
Pembebasan: dan

¢ bukti pendukung terkait alasan permohonan
perpanjangan periode KITE Pembebasan.



(5)

Kepala Kantor Wilayah atau KPU  memberikan
rekomendasi kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan
mengenal persetujuan atau penolakan atas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama;

a. 5 (lima) jam kerja setelah permohenan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
elektronik; atau

b. 3 [tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
tertulis.

(6) Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

(7

(8)

Direktur Fasilitas Kepabeanan atau Pejabal Bea dan Cukai

yang ditunjuk melakukan penelitian kembali terhadap:

a. periode KITE Pembebasan dokumen pemberitahuan
pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean
pemasukan;

b. alasan permohonan perpanjangan periode KITE
Pembebasan; dan

¢. bukti pendukung terkall alasan permohonan
perpanjangan perjode KITE Pembebasan.

Direklur Fasilitas HKepabeanan atas nama Dirckiur

Jenderal memberikan persetujuan atau penclakan alas

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

lama:

a. b (limaj jam kerja setelah rekomendasi dari Kepala
Kantor Wilayah atan KPU diterima, dalam lhal
permohonan disampaikan secara elektronik; atau

b. 3 (tiga) harl Kerja selelah rekomendasi dari Kepala
Kantor Wilayah atau KPU diterima, dalam hal
permohonan disampaikan secara tertulis.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan:

a. menerbitkan surat persetujuan perpanjangan periode
KITE Pembebasan, dengan jangka wakiu paling lama
sesual ketentuan; dan



(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(1}

(2)

b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan
KITE Pembebasan untuk memperpanjang jangka walktu
jaminan.
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} ditelak, Direkiur Fasilitas Hepabeanan menyampaikan
surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sesual contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini,
Surat rekomendasi mengenad perpanjangan periode KITE
Pembebasan, sesuai contoh format sebagaimana
tercantium dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direlktur Jenderal ini,
Surat  persefujuan  perpanjangan periode  KITE
Pembebasan, sesuai  contoh [ormat schagaimana
tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direlctur Jenderal ind.
Sural penclakan atas permohonan perpanjangan periode
KITE Pembebasan, sesual contoh format sebagaimana
lercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV
EKSPOR

Pasal 23
Ferusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan ekspor
terhadap seluruh Hasil Produksi.
Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dapal
dilaksanakan dengan cara:
a.  langsung ke luar daerah pabean:
b, melalul Pusal Logistik Berikat: dan/atau
c. diserahkan kepada Perusahaan KITE Pembebasan
lain atau Perusahaan KITE Pengembalian, untuk
ekspor barang gabungan.



(3

(4)

(5)

(6)

Alas ekspor melalui Pusat Logistik Berikat sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) huruf b dapat digunakan sebagai
perianggungjawaban atas Barang dan Bahan dalam hal

Hasil Produksi telah dikeluarkan dan Pusat Logistil

Berlkat ke pelabuhan muat untulk diekspor.

Ekspor barang gabungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf ¢ diganakan sebagai pertanggungjawaban

atas Barang dan Bahan dalam hal telah diekspor;

Ekspor barang gabungan sebagalmana dimaksud pada

ayal (2] huruf ¢ harus memenuhi ketentusn sebagai

berikut:

a. digabungkan dengan Hasil Produksi Perusahaan
KITE Pembebasan lain atau Perusahaan KITE
Pengembalian:

b.  wajib diekspor dalam satu kesatuan unit:

¢. Ekspor sebagalmana dimaksud pada  huruf ¢
dilakukan sebelum periode KITE Pembebasan;

. penyerahan barang untuk tujuan penggabungan
dilakukan dengan menggunakan Surat Serah Terima
Barang (SSTB; dan

e. diberitahukan dalam 1 (satu) dokumen
pemberitahuan pabean ekspor sebagai ekspor Hasil
Froduksi dengan mengisi nomor dan tanggal SSTR
dalam lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean.

Diekspor dalam satu  kesatuan unit sebagaimana

dimaksud pada ayat (5} hurufb merupakan Hasil Produksi

Perusahaan KITE Pembebasan digabunglan menjadi satu

kesatuan yang utuh dengan hasil produksi perusahaan

lain - namun  masing-masing barang wmasih dapat
dipisahkan,

Pasal 24

(1] Atas ekspur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

(2) huruf a, Perusahaan KITE Pembebasar:
a.  memberitahukan ekspor sebagai kategori chspor
dengan fasilitas KITE Pembebasan: dan



(2]

(3

(4]

(1)
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b. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan
penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan,
pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
Atas ckspor melalul Pusal Logistik Berikat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, Perusahaan
KITE Pembebasan mencantumkan nomer dan tanggal
Keputusan  penetapan sebagai  Perusahaan KITE
Pembebasan pada dokumen pemberitalan pabean
ekspor.
Dalam hal dokumen pemberitahuan pabean ekspor tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) alau ayai (2], alas ekspor dimaksud tidak dapat
digunakan sebagai penyelessian Barang dan Bahan yang
mendapal fasilitas KITE Pembebasan.
Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
dilaksanakan scsuai dengan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenal ekspor.

BAB V
PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN KEFABEANAN DAN
FERPAJAKAN KARENA KEADAAN TERTENTU

Pasal 25

Dalam keadaan terteniu, atas Barang dan Bahan

dan/atau Barang Contoh yang perlode KITE Pembebasan

belum berakhir dan belum dipertanggungjawabkan,

Perusahaan KITE Pembebasan dibebaskan dari kewajiban

membayar:

a. Bea Masuk serta pajak pertambahan nilai atau pajak
pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah; :

b.  sankst administrasi berupa denda sesuai dengan
peraturan  perundang-undangan yang mengalur
tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda
di bidang kepabeanan: dan



(2]

(3

(4)

(3

i6)
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¢,  sanksi administrasi atas pajak pertambahan nilai
atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan
atas barang mewah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a.  kondisi kahar (force majeurel, seperti peperangan,
bencana alam, atau kebakaran: atau

b.  kondisi lain yang mengakibatkan Perusahaan KITE
Pembebasan tidak dapat mempertanggungjawabkan
Barang dan Bahan dan/atau Barang Contoh
berdasarkan manajemen risike dan pertimbangan
kepala Kantor Wilayah atau KPU,

Pembebasan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayal (1} diberikan berdasarkan persetujuan kepala Kantor

Wilayah atau KPU atas nama Menteri.

Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud

pada  ayat (3}, Perusahaan KITE Pembebasan

menyampaikan permohonan kepada kepala Kantor

Wilayah atau KPU dengan melampirkan:

a.  bukil keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa surat keterangan dari  instanst yang
berwenang;

b.  pernyataan jenis, jumlah, dan uraian barang yang
musnah alau hilang karena keadaan sebagaimana
dimakesud pada ayat (2) discrtai dengan pencantuman
nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean;
dan

¢ bukt yang mendukung bahwa barang musnah atay
hilang karena keadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2;

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disampaikan secara eleltronik,

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) tidak dapat disampaikan secara elektronik,

permohonan disampaikan secara teriulis,
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(7] Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditujuk melakukan penelitian:
a. kebenaran bukti keadaan sebagaimana dimaksud pada

(5]

[9)

ayat (2);
bukiti yang mendukung bahwa barang musnah atau
hilang karena keadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2):

- periode KITE Pembebasan atas barang yang musnah

atau hilang karena keadaan sebagaimana dimaksud
pada avat [2): dan

dalam hal diperhukan, kepala Kantor Wilayah atau KPU
atau Pejabali Bea dan Cukal yang ditunjuk dapat
melakukan pemeriksaan fisik, meminta untuk
dilakukan audit kepabeanan dan/atau memintia
pertimbangan pihak ketiga yang berkompeten untuk
membuktikan Barang dan Bahan telah musnah atau
hilang karena keadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama
Menterl melakukan hal-hal sebagai berikut:

.

menerbitkan surat keputusan pembebasan dari
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
mengembalikan  jaminan  sebesar  kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah
dibebaskan; dan

melakukan penyesuvaian saldo Barang dan Bahan
yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan
surat  keputusan pembebasan dari  Kkewajiban
sehagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sural keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) hurul a sesuai dengan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.
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(2)

(3)

(4)

(5]

(6)

(¥)

(8]

(9
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BAE V1
PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Pertama
Penyelesaian Barang dan Bahan

Pasal 26
Barang dan Bahan yang diimpor dan/atau dimasukkan
oleh Perusahaan KITE Pembebasan diselesaikan dengan
cara Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang untuk diskspor,
Barang dan Bahan Rusak. yang tidak dapat Diaclah,
Dirakit, atan Dipasang, diselesaikan dengan cara
dimusnahkan, dickspor kemball, atau dikembalikan.
Barang dalam proses (work in process) rusak sehingga
tidak dapat Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang,
diselesaikan dengan cara dimusnahkan.
Hasil Produksi Rusak diselesaikan dengan cara
dimusnahkan.
Barang dan Bahan Rusak, yang karena sifat barang
tersebul tidak dapat dimusnahkan, dan tidak dapal di
ekspor kembali atau dikembalikan, diselesaikan dengan
cara dirusak.
Barang dalam proses {(work in process] rusak dan Hasil
PFroduksi Rusak, yang karena sifat barang tersebut tidak
dapat dimusnahkan, diselesaikan dengan cara dirusak.
Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan
spesifikasi yang dibutuhkan yang diimpor dari luar daerah
pabean dapat diekspor kembal.
Barang dan Baban sisa atau tidak sesual dengan
spesifikasi yang dibutuhkan yang dimasukkan dari tempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat
dikembalikan dengan persetujuan kepala Kantor Pabean
yang mengawasi tempal lokasi pengolahan atau pabrik.
Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampal
dengan ayat (8} dapat digunakan sebagai
pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan sepanjang
dilakukan dalam periode KITE Pembebasan.
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Pasal 27

(1} HKepala Kantor Wilayah atau KPU atau FPejabat Bea Cukal

{2)

(3)

(1]

12)

yang dilunjuk melakukan monitoring atas penvelesaian

Barang dan Bahan schagaimana dimaksud dalam Pasal

28.

Dalam hal berdasarkan hasil monitoring kedapatan

Barang dan Bahan tidak dilakukan penyelesaian, kepala

Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat penetapan

dan  menyampaikan kepada Perusahaan KITE

Pembebasan untuk melunasi:

a. Bea Masuk dan pajak pertambahan nilai atau pajak
pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah atas Barang dan Bahan yang terutang

b. sanksi adminisirasi berupa denda sesuai dengan
peraluran  perundang-undangan yang mengatur
tentang pengenaan sanksl administrasi berupa denda
di bidang kepabeanan; dan

¢ sanksi administrasi atas pajuk pertambahan nilai
atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan
alas barang mewah sesual dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pelaksanaan monitoring dan penerbitan surat penetapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat

dilakukan dengan menggunakan SKP fasilitas KITE

Pembebasan.

Pasal 28
Sisa proses produlesi (waste/scrap) dapat dimusnahkan
atau dijual kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah
pabean,
Dalam hal sisa proses produksi (waste/scrap) dijual
kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean,
Perusahaan KITE Pembebasan wa|ib:



a. memberitahukan sisa proses produksi (waste/serap)
vang dijual dalam dokumen pemberitahuan
penyelesaian barang asal impor yang mendapat
kemudahan impor tujuan ckspor (BC 2.4) kepada
kepala Kanior Pabean yang mengawasi lokasi
kegiatan usaha;
b. membayar:
1. Bea Masuk, dengan perhitungan schbagai
berilkut:
al 5% (lima persen) dikalikan harga jual, dalam
hal tarif Bea Masuk umum (Most Favoured
Nation) Barang dan Bahannya 5% (lima
persen) atau lebih; atau

bl tarifyang berlaku dikalikan harga jual, dalam
hal tarif Bea Masuk umum (Mos! Favoured
Natior) Barang dan Bahannya kurang dari 5%
(lima persen);

2. Pajak Pertambahan Nilai atau  Pajak
Pertambahan Niai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas Barang dan Bahan impor
dan/atau pemasukan, yang dihitung
berdasarkan harga jual; dan

e, memungut pajak pertambahan nilal atau pajak
pertambahan nilai dan pajak penjualan alas barang
mewah dan membuat faktur pajak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

(3] Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi kegiatan
usaha;

a. meneliti dokumen pemberitahuan penyelesaian barang
asal impor yvang mendapat Kemudahan impor tujuan
ekspor;

b. melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen
risiko; dan

c. menerbitkan lagihan (billing)] uniuk pelunasan
kewajiban scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b.



(1}

L

Pasal 29

Perusehaan KITE Pembebasan harus mengajukan
permonconan  kepada kepala HKantor Pabean yang
mengawasi lokasi tempat pengolahan atau pabrik uniuk

dapat melakukan pemusnahan:
Barang dan Bahan Rusak sebagaimana dimalksuad
dalam Pasal 26 ayat (2], dengan dilampiri:

.

1.

dokumen pemberifahuan penyelesaian barang
asal impor yang mendapat kemudahan impor
tujuan ekspor (BC 2.4);

dokumen  pemberitahuan pabean  impor
dan/atau dokumen pemberilahuan pabean
pemasukan serta dokumen pelengkap pabean;
dan

rekapitulasi jenis, jumlah, satuan, kode barang,
serta nomaor dan tanggal dokumen
pemberitahuan  pabean impor dan/alau
dokumen pemberitahuan pabean pemasukan
Barang dan Bahan Rusak vang akan
dimusnahkan.

Barang dalam proses [work in process) rusak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Hasil
Produksi Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (4), dan sisa proses produksi (waste/scrap)
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
dengan dilampiri:

1

dokumen pemberitahuan penyelesaian barang
asal impor yang mendapat kemudahan impor
tujuan ekspor (BC 2.4);

dokumen  pemberitahuan pabean  Impor
dan/fatau  dokumen pemberitahuan pabean
pemasukan serta dokumen pelengkap pabean:
dan
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3. daftar barang yang akan dimusnahkan memuat

rincian berupa:

al uraian jenis, jumlah, satuan, kode barang
dalam proses (work in process) rusak, Hasil
Produksi Rusak, atan sisa proses produksi
(waste/ scrap);

bl uraian jenis, jumlah, kode Barang dan
Bahan serta nomoer dan tanggal dokumen
pemberitahuan pabean impor dan/atan
dokumen pemberitahuan pabean
pemasukan asal Barang dan Bahan darl
barang dalam proses [work in process)
rusak dan/atan Hasil Produksi Rusak yang
akan dimusnahkan.

Alas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurul a, Pejabal Bea dan Cukai melakukan peneclitian:

a. kelengkapan dan Kebenaran pengisian dokumen
pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang
mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);

b. kcengkapan pengisian rekapitulasi jenis, jumlah,
kode barang, serta nomor dan tanggal dokumen
pemberitahuan pabean impor dan/ataun dokumen
pemberitahuan pabean pemasukan Barang dan
Bahan Rusak yang akan dimusnahkan;

c. kesesuaian jenis Barang dan Bahan Rusak yang akan
dimusnahkan dengan jenis barang dalam dolumen
pemberitahuan pabean Impor dan/atau dokumen
pemberitahuan pabean pemasukan;

d. kesesuaian jenis. jumlah dan kode barang yang akan
dimusnahkan dengan dokumen pemberitahuan
penyelesaian barang asal impor yang mendapat
kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4); dan

e. periode BEITE Pembebasan Barang dan Babhan yang
akan dimusnahkan berdasarkan dokumen
pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen
pemberitahuan pabean pemasukan.



(3}

(4}

- K3 .

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian:

il.

kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen

pemberitahuan penyelesaian barang asal Impor yang

mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);

kelengkapan pengisian dafiar barang berupa:

1) uraian jenis, jumlah, satuan, kode barang dalam
proses (work in process) rusak, Hasil Produksi
Fusak, atau sisa proses produksi (waste/scrap):
dan

2) urajan jenis, jumlah, satuan, kede Barang dan
Bahan serta nomor dan tanggal dokumen
pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen
pemberitahuan pabean pemasukan asal Barang
dan Bahan dari barang dalam proses (work in
process) rusak dan/atau Hasil Produks! Rusak
yang akan dimusnahkan;

kesesuaian jenis Barang dan Bahan asal dari barang

dalam proses [work in process) rusak atau Hasil

Froduksl Rusak yang akan dimusnahkan dengan

jenis Barang dan Bahan berdasarkan dokumen

pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen
pemberitahuan pabean pemasulkan;

kesesualan jenis, jumlah, satuan, dan kode barang

yang akan dimusnahkan dengan dokumen

pernberitahuan penyelesaian barang asal impor yang
mendapat kemudahan impor tujuan ekspor: dan

periode KITE Pembebasan Barang dan Bahan asal
dari barang dalam proses (work in process) rusak atau

Hasil Produksi Rusak yang akan dimusnahkan

berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor

danfatan  dokumen  pemberitahuan  pabean
pemasukan.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) sesuai, Pejabat Bea dan Culkai:

dl.

melakukan pencacahan;
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b.  melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pemusnahan: dan

¢.  membual berila acara pemusnahan.

Eegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan

dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja scjak permohonan

diterima secara lengkap.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat {3) terdapat barang yang tidak memenuhi

syarat untuk dilakukan pemusnahan, permohonan

pemusnahan terhadap barang tersebut ditolak.

Pasal 30

Perusahaan KITE Pembebasan harus mengajukan

permohonan kepada kepala HKantor Pabean yang

mengawas! lokasi tempat pengolaban atau pabrik untuk
dapat melakukan penyelesatan dengan cara dirusak
terhadap:

4. DBarang dan Bahan Rusak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (S), dengan dilampiri:

l. dokumen  pemberitahuan pabean  impor
dan/atau  dokumen pemberitahuan pabean
Pemasukan serta dokumen pelengkap pabean:

Z.  rekapitulasi jenis, jumlah, kode barang, serta
nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan
pabean impor dan/atan dokumen
pemberitahuan pabean pemasukan Barang dan
Bahan Rusak yang akan diselesailkan dengan
cara dirusak.

b, Barang dalam proses (work fn process) rusak dan
Hasil Produksi Rusak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (6), dengan dilampiri:

1. dokumen pemberitahuan pabean impor
dan/atau  dokumen pemberitahuan pabean
pemasukan serta dokumen pelengkap pabean
asal Barang dan Bahan dari barang dalam
proses (uork in process) rusak dan Hasil
Produksi Rusak:
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2. daftar barang yang akan diselesaikan dengan
cara dirusak memuat rineian berupa:

a) wuraian jenis, jumlah, kode barang dalam
proses (work in process) rusak atau Hasil
Produksi Rusak;

bl  wralan jenis, jumlah, kode Barang dan
Bahan serta nomor dan tanggal dokumen
pemberitahuan pabean impor dan/atau
dolkumen pemberitahuan pabean
pemasukan asal Barang dan Bahan dari
barang dalam proses [work in process|
rusak dan/atau Hasil Produksi Rusak yang
akan diselesaikan dengan cara dirusak.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian:

il

kelengkapan pengisian rekapitulasi jenis, jumilah,
kode barang, serta nomor dan tanggal dokumen
pemberitalbluan pabean impor dan/atan dokumen
pemberitahuan  pabean pemasukan Barang dan
Bahan Rusak yang akan diselesaikan dengan cara
dirusak;

kesesuaian jenis Barang dan Bahan Rusak yang akan
diselesaikan dengan cara dirusak dengan jenis
barang dalam dokumen pemberitahuan pabean impor
dan/atan  dokumen  pemberitahuan  pabean
pemasukan; dan

periode KITE Pembebasan Barang dan Bahan yang
akan diselesalkan dengan cara dirusak berdasarkan
dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau
dokumen pemberitahuan pabean pemasukan.

Alas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
huruf b, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian:

.

kelengkapan penglsian daftar barang berupa;

1} uraian jenis, jumlah, satuan. kode barang dalam
proses (work in process) rmsak atau Hasil Produksi
Rusak; dan
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2) uraian jenis. jumlah, satuan, kode Barang dan
Bahan serta nomor dan tangeal dokumen
pemberitahuan pabean Impor dan/atau dokumen
pemberitahuan pabean pemasukan asal Barang
dan Bahan dari barang dalam proses (work in
process) rusak dan/atan Hasil Produksi Rusak
yang akan diselesaikan dengan cara dirusal;

b. kesesuaian jenis Barang dan Bahan asal dari barang
dalam proses [work in process) rusak atau Hasil
Produksi Rusak yang akan diselesaikan dengan cara
dirusak dengan Jenis Barang dan Bahan berdasarkan
dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau
dokumen pemberitahuan pabean pemasukan; dan

c. periode KITE Pembebasan Barang dan Bahan asal
dari barang dalam proses (wwork in process) rusak atau
Hasll Produksi Rusak yang akan diselesaikan dengan
cara dirusak berdasarkan dokumen pemberitabuan
pabean impor dan/atan dokumen pemberitahuan
pabean pemasukan.

Dalam hal hasil penelitian sebagalmana dimaksud pada

ayal (2] dan ayai (3) terdapat barang yang tidak memenuhi

syarat untuk dilakukan penyelesaian dengan cara
dirusak:

a. barang yang tidak memenuhi syarat untuk dirusak

tersebut ditolak; dan

b. pelaksanaan penyelesaian barang dengan cara dirusak

dilaltukan terhadap barang yang memenuhi syaral.

Terhadap barang yang akan diselesalkan dengan cara

dirusak berdasarkan hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai atan memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,

Pejabat Bea dan Cukai:

a. melakukan pencacahan;

b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

penyelesaian dengan cara dirusak: dan
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c. membuat berita acara penyelesalan dengan cara

dirusak.

Reglatan sebagaimana dimaksud pada ayatl (2), avat (3),
dan ayat [5) dlakukan dalam Jjangka wakiu 5 (lima) hari
kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
Berdasarkan berita acara penyelesaian dengan cara
dirusak, Perusahaan KITE Pembebasan:

a. memberitahukan Barang dan Bahan, barang dalam

proses [work in process) rusak, dan Hasil Produksi
Rusak yang diselesaikan dengan cara dirusak dengan
menggunakan dokumen pemberitahuan penyelesaian
barang asal impor yang mendapat kemudahan impor
tujuan ekspor (BC 2.4) kepada kepala Kantor Pabean
yang mengawasi lokasi kegiatan usaha;

- membayar bea masuk dengan perhitungan sebagai

berikui:

1. 5% (lima persen) dikalikan harga jual, dalam hal
tarif Bea Masuk umum [Most Favoured Natior)
Barang dan Bahannya 5% (lima persen) atau lehih:
alau

2. tarif yang berlaku dikalikan harga jual, dalam hal
tarif Bea Masuk umum [Most Favoured Nation)
Barang dan Bahannya kurang dari 5% (lima persen):

- membayar pajak pertambahan nilai  atau pajak

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah atas Barang dan Bahan impor dan/atau
pemasukan yang dihitung berdasarkan harga jual: dan

- memungut  pajak  pertambahan nilai atau pajak

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewsh dan membuat fakiur pajak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,

[8) Kepala Kantor Pabean yang mengawasl lokasi kegiatan

usaha atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
a. meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian

dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal
impor yang mendapat kemudahan impor tujuan
ekspor; dan
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b. menerbitkan tagihan (billingd wuntuk pelunasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan ayat
{7) huruf ¢.

Pasal 31
Untuk dapat melakukan ekspor kembali Barang dan
Bahan Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(2) dan Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan
spesifikasi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (7), Perusahaan KITE Pembebasan
mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Pabean
pemuatan.
Untuk dapat melakukan pengembalian Barang dan Bahan
Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat [2) dan
Barang dan Bahan sisa atau Udak sesual dengan
spesifikasi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (8), Perusahaan KITE Pembebasan
harus mengajukan permchonan kepada kepala Kanior
Pabean yang mengawas! lokasi tempat pengolahan atau
pabrik.
Persetujuan atas permohonan schagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau ayat (2) dilampirkan pada saat
pengajuan dokumen pemberitahuan ekspor kembali atau
pengembalian.
Ekspor kembali atau pengembalian Barang dan Bahan
Rusak dan Barang dan Bahan sisa dilaksanakan sesuai
dengan:
4. peraturan  perundang-undangan vyang mengatur
mengenai ckspaor;
b. peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Tempat Penimbunan Berikat:
¢. peraturan perundang-undangan vang mengatur
mengenai Kawasan Ekonomi Khusus; atau
d. peraturan perundang-undangan vang mengatur
mengenai Kawasan Bebas.



(5]

(1)

(2)

(3)

(4]

(5]

- 9.

Perusahaan KITE Pembebasan meminta salinan dokumen
pemberitahuan pabean pemasukan ke Termpat
Penimbunan Berikat, Kawasan Ekonomi Khusus, atau
Kawasan Bebas, atas pengemballan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) untuk kelengkapan penyampalan
laporan pertanggungjawaban.

Bagian Hedua
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 32

Perusahaan KITE Pembebasan wajlb menyampaikan

laporan pertanggungjawaban atas penyelesaian Barang

dan Bahan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU vang
menerbitkan kepulusan penetapan sebagal Perusahaan

KITE Pembebasan paling lama 30 (tiga puluh) hari sefak

berakhirnya periode KITE Pembebasan.

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampalkan dalam bentuk laporan

pertanggunglawaban Barang dan Bahan [BCL.KT 01).

Laporan  perlanggungjawaban Barang dan Bahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampailean

dengan cara:

a. diserahkan dengan sural permohonan pengunggahan
(leading]) BCL.ET 01 kepada kepala Kantor Wilayah
atau KPU:; atau

b. dikinm secara daring melalui pertukaran data
elektronik ke dalam SKP fasilitas KITE Pembebasan,

Dalam hal tanggal jatuh tempe penyampaian laporan

pertanggungjawaban  jatuh pada hari libur nasional,

laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lama
pada harl kerja berikutnya setelah tanggal jatuh tempo.

Kewajiban penyampaian laporan pertanggungiawaban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi dalam hal

Lelah diterima dalam SKP, dengan mendapatkan register,
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Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabal Bea dan
Cukal yang ditunjuk melakukan meonitoring alas
kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban
Barang dan Bahan (BCL.KT 01),

Kepala HKantor Wilayah atau KPU menyampaikan
pemberitahuan  pertama  kepada Perusahaan KITE
Pembebasan atas Barang dan Bahan yang belum
disampaikan laporan perlanggungjawabannya, 30 (tiga
puluh) hari sebelum periode KITE Pembebasan berakhir.
Kepala HKantor Wilayah atau KPU menyvampaikan
pemberitahuan kedua kepada Perusahaan KITE
Pembebasan atas Barang dan Bahan wvang belum
disampaikan laporan pertanggungjawaban, 30 (tiga puluh)
hari sebelum batas wakiu penyampaian laporan
pertanggungjawaban berakhir,

Pemberitahuan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(7] dan pemberitahuan kedua sebagaimana dimaksud
pada ayat (8] dapat disampaikan menggunakan SKP.
Dalam hal sampal dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) atan ayat (4) laporan
pertanggunglawaban tidak disampaikan, fasilitas KITE
Pembebasan dibekukan.

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman atas
pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayal (10) dalam
SHP.

Perusahaan KITE Pembebasan dapat menyampaikan
laporan pertanggungjawaban paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal dibekukan atas Barang dan Bahan yang
belum  disampaikan laporan  pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat [(10) setelah melakukan
perpanjangan jangka waktu jaminan, dalam hal Barang
dan Bahan felah dilakukan penyelesaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasgal 26,

Dalam hal Perusahan KITE Pembebasan tidak dapat
menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai
dengan 30  {tiga puluh) harl sejak [asilitas KITE
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Pembebasan dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat

(10). kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan dan

menyampaikan surat penetapan kepada Perusahaan KITE

Pembebasan untuk melunasi:

a. Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan FPajak Penjualan atas Barang
Mewah atas Barang dan Bahan vang terutang;

b. sanksi administrasi berupa denda sesual dengan
peraturan  perundang-undangan yang mengatur
tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda
di bidang kepabeanan; dan

c. sanksi administrazi atas pajak pertambahan nilal
atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan
atas barang mewah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sural penetlapan sebagaimana dimaksud pada ayat (13)

disampaikan kepada pénjamin/surefyy dalam  hal

penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan melalui
pencairan jaminan.

Laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT

01) sebagaimana dimaksud pada ayat [2) sesuai contoh

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

Register scbagaimana dimaksud pada ayat [5) sesuai

contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

XXX vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.
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Pasal 33

(1) Penyampaian laporan perfanggungjawaban Barang dan
Bahan (BCL.KT 01) dilampiri dengan:
a. dokumen pemberitehuan pabean berupa:

1.

dokumen  pemberitahuan  pabean  impor
dan/atau  dokumen pemberitahuan pabean
pemasukan serta dokumen pemberitahuan
pabean ekspor, yang telah mendapalkan
persetujuan keluar Pejabat Bea dan Cukai;
dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian
Barang dan Bahan Rusak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), barang dalam
proses [work in process) rusak scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dan/atau
Hasil Produksi Rusak sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 26 ayal (4] serla berila acara
pemusnahan dalam hal diselesaikan dengan
cara dimusnahkan:
dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian
Barang dan Bahan Rusak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5], barang dalaun
proses (work in process) rusak, dan/atau Hasil
Produksi Rusak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (6) serta berita acara penyelesaian
dengan cara dirusak, dalam hal disclesaikan
dengan cara dirusak:
dokumen pemberitahuan pabean ekspor atas
penyelesaian Barang dan Bahan Rusak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
dan penyelesaian Barang dan Bahan sisa atau
tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7),
dalam hal diselesaikan dengan diekspor kembali:
dokumen pemberitahuan pabean pemasukan ke
Tempal Penimbunan Berikat, Kawasan Ekonomi
Khusus, alan Kawasan Bebas atas penyelesaian
Barang dan Bahan rusak sebagaimana dimaksud
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pada Pasal 26 ayat (2) dan penyelesaian Garang
dan Bahan sisa atau tidak sesual dengan
spesifikasi  yang dibutuhkan sebagaimana
dimaksud dalam pada Pasal 26 ayal (8], dalam hal
diselesaikan dengan dikembalikan;
6. Surat Scrah Terima Barang (SSTB) dalam hal
dilakukan ekspor gabungan; dan
b.  bukti realisasi ekspor, dalam hal Barang dan Bahan
diselesaikan dengan diekspor, berupa:
1. laporan hasil penelitian realisasi ekspor: dan
2. dokumen bukti transaksi keuangan/
pembayaran atas ekspor/devisa hasil ekspar.
Ketentuan penyerahan salinan cetak  dokumen
pemberitahuan  pabean impor dan/atau  dokumen
pemberitahuan  pabean pemasukan serta dokumen
pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] huruf a angka 1 dan angka 4 tidak berlaku
bagi Perusahaan KITE Pembebasan yvang melakukan
impor  dan/atau  pemasukan serta  ekspor yang
pemberitahuan pabeannya diajukan di Kantor Pabean
yang telah menerapkan SKP,
Laporan hasfl penelitian realisasi ekspor sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul b angka 1 merupakan
laporan hasil rekonsiliasi terhadap dokumen pabean
ekspor dan outward manifest dengan mencocokkan
clemen data berupa nomor dan tanggal dokumen pabean
ekspor dalam SKP.
Dalam hal 7 [tujuh) hari setelah tanggal perkiraan ekspor
hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat [3)
kedapatan tidak sesuwal, SKP memberitahukan
ketidaksesuaian melalui notifikasi tidak rekon.
Berdasarkan notifikasi tidak rekon  sehagaimana
dimaksud pada ayat (4), Perusahaan KITE Pembebasan
menginput data PEB pada SKP dan menyerahkan atau
mengunggah dokumen:
a. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembetulan PER;
b. S8TB, dalam hal barang ekspor gabungan;
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c. Invoice;
d. Packing list; dan
c. House B/L atau AWB.

(6] Perusahaan KITE Pembebasan wajib mengunggah
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam SKP
atau menyerahkan ke Kantor Wilayah atau KPUI dalam
jangka waklu paling lambat sebelum periode KITE
Pembebasan berakhir.

(7] Kepala Hantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan
Cukal yang ditunjuk melakukan penelitian atas dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayal [5) dan memberikan
persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya
dokumen dengan lengkap dan sesuai dalam SKP,

(8] EKetentuan penyerahan salinan cetak bukti realisasi ekspor
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak
berlaku dalam hal dala telah tersedia pada SKP.

(9] Laporan hasil penelitian realisasi ekspor sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] dan tata cara penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dan Peraturan Direktur Jenderal ini,

Pasal 34
(1) Terhadap laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan

IBCL.KT 01) yang diserahkan dengan surat permohonan,

Pejabat Bea dan Cukai:

a. menerima surat permohonan pengunggahan (loading)
BCL.KT 01 yang akan diunggah;

b. melakukan pengunggahan (loading) data BCL.KT 01 ke
dalam SKF fasilitas KITE Pembebasan: dan

€. memastikan data BCL.KT 01 yang diunggah (loading)
telah masuk atau tersimpan dalam SKP fasilitas KITE
Pembebasan.
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(2) Terhadap laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan
[BCL.KET 01] yang disampaikan dengan cara sebagaimana
dimaksud pada pasal 32 ayal (3], kepala Kantor Wilayah
atau KPU yang menerbitkan keputusan penelapan sebagai
Perusahaan KITE Pembebasan atau Pejabat Bea dan Cukai
yang ditunjuk melakukan penelitian:

a. kebenaran pengisian laporan pertanggungjawaban
Barang dan Bahan (BCL.KT 01);

b. kesesuaian dokumen pemberitahuan pabean impor,
dokumen  pemberitahuan  pabean  pemasukan,
dokumen pemberitahuan pabean ekspor, dan/atau
dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian yang
dilaporkan dengan data pada SKP atau data pada
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

c. pemenuhan persyaratan pencantuman keputusan
pemberian fasilitas KITE Pembebasan pada dokumen
pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen
pemberitahuan pabean pemasukan serta dokwmnen
pemberitahuan pabean ekspor;

d. pemenuban persyaratan pemberitahuan  ekspor
scbagai  kalegori ekspor dengan fasilitas KITE
Pembebasan pada dokumen pemberitahuan pabean
ekspor;

€. Kesesuaian jenis Barang dan Bahan yang dilaporkan
dalam laperan pertanggungjawaban Barang dan Bahan
(BCL.KT 01) dengan jenis Barang dan Bahan yang
diimpor dan/atau dimasukkan berdasarkan data pada
SKEP;

f. ketersediaan saldo Barang dan Bahan yang dilaporkan
dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan
(BCL.KT 01) dibandingkan dengan jumlah Barang dan
Bahan  yang  harus  dipertanggungjawabkan
berdasarkan dala pada SKP;
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g kesesualan jumlah dan jenis Hasil Produksi yang
dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang
dan Bahan (BCL.KT 01) dengan jumlah dan jenis Hasil
Produksi dalam dokumen pemberitahuan pabean
ekspor berdasarkan data pada SKP;

h. kesesuaian jumlah dan jenis Barang dan Bahan Rusak,
barang dalam proses (work fn process) rusak, Hasil
Produksi Rusak yang dilaporkan dalam laporan
pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01)
dengan jumlah dan jenis tersebut dalam dokumen
pemberitahuan  pabean penyelesaian, dalam  hal
terdapat  penyelesatan dengan cara  dimusnahkan
dan/atau dirusak;

i. kesesuaian jumlah dan jenis Barang dan Bahan Rusak,
Barang dan Bahan sisa atau tdak sesuai dengan
spesifikasi yang dibutubkan yang dilaporkan dalam
laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan
(BCLKT 01) dengan jumlah dan jenis barang tersebut
dalam dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian,
dalam hal terdapat penyelesalan dengan cara diekspor
kembali atau dikembalikan:

J+ kesesuaian nomor Konversi yang dicantumbkan dalam

laporan  pertanggungjawaban Barang dan Bahan
(BCL.KT 01) berdasarkan data Konversi pada SKF; dan
k. pemenuhan wakiu realisasi ekspor dan/atan waktiy
penyelesaian Barang dan Bahan terhitung  sejak
tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor
dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan sesuai
dengan periode KITE Pembebasan,
Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)  kedapatan sesual, atas  laporan
pertanggungjawaban yang disampaikan diberikan register.
Dalam hal hasil penclitian se a dimaksud pada
ayat (2) keclapatan tidak sesual, laporan
pertangsungjawaban dikembalikan,
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[5) Pemberitahuan pengembalian laporan

(1]

(2)

(3)

(4]

(5l

pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01)
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX| yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Pasal 35

Terhadap laporan pertanggungjawaban  yang  telah

mendapatkan register, kepala Kantor Wilayah atau KPU

atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan
penclitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1),

Dalam  hal perusahaan  bhelum menyampaikan

kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayal (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU ataun

Pejabal Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan

pemberitahuan kepada perusahaan

Ferusahaan wajib menyampaikan kelengkapan dokumen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) paling

lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan

sebagaimana dimaksud pada aval [2).

Dalam hal perusahaan tidak menyampaikan kelengkapan

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3, laporan

pertangrungiawaban ditolak,

Dalam hal perusahaan telah menyampaikan kelengkapan

dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1),

Hepala Kanitor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan

Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:

a.  pemenuhan wakiu penyerahan Konversi. kebenaran
Impor  dan/atau  pemasukan, dan kebenaran
transaksi eKspor atau penyelesaian lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26: dan
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b.  kesesuaian jumlah pemakaian Barang dan Bahan

yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban
Barang dan Bahan (BCL.KT 01) dengan jumlah
pemakaian Barang dan Bahan yang terkandung
dalam Hasil Produksi berdasarkan Konversi.

Untuk melakukan penelitian terhadap kehenaran

transaks! ekspor sebagaimana dimaksud pada ayvat (5)

huruf a, Pejabat Bea dan Cukal yang ditunjuk

menggunakan data:

a. laporan hasil penelitian realisasi ekspor; dan

b. devisa hasil ekspor atau dokumen buktl transaksi
keuangan/pembayaran atas ekspor.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayal (5)

huruf b berupa:

4. sesual, dalam hal jumlah pemakalan Barang dan
Bahan yang  dilaporkan dalam laporan
pertanggungjawaban Barang dan Bahan [BCL.KT 01)
sama dengan jumlah pemakaian Barang dan Bahan
yang terkandung dalam Hasil Produksi berdasarkan
Konversl;

b.  selisth kurang, dalam hal jumlah pemakaian Barang
dan Bahan yang dilaporkan dalam laporan
pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01)
lebih kecil dari jumlah pemakaian Barang dan Hahan
yang terkandung dalam Hasil Produksi berdasarkan
Konversl; atau

¢.  selisih lebih, dalam hal jumlah pemakaian Barang

dan Bahan yang dilaporkan dalam laporan
pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01)
lebih besar dari jumlah pemakalan Barang dan
Bahan wang terkandung dalam Hasil Produksi
berdasarkan Konversi,
Fenclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(5} dapat dilakukan dengan menggunakan SKP,
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Pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen sebagaimana
dimaksud pada avat (2] sesuai contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXXl yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Dircktur Jenderal ind.

Pasal 36

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayal (5) hurul a ditemukan tidak

dipenuhi ketentuan atau tidak dapal dibukiikan
kebenaran penyclesalan, Pejabat Bea dan Cukai vang
ditunjulk:

a. menginventarisasi Barang dan Bahan yang tidak
dipenuhi ketentuan ataun tidak dapat dibukiikan
kebenaran penyelesaian; dan

b. melakukan perhitungan Kewajiban pembayaran atas
Barang dan DBahan sebagaimana dimaksud pada
huruf a,

scbagai bahan pengambilan putusan untuk menyetujui

atau menolak laporan pertanggungjawaban Barang dan

Bahan (BCL.KT 01).

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (5) huruf b terdapat selisih, atas selisih

tersebut Kepala Kantor Wilayah atan KPU melakukan

penclapan sebagai dasar bagi  Perusahaan KITE

Pembebasan untuk melunasi:

a. Bea Masuk serta Pajak Perlambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah atas Barang dan Bahan yang selisih;

b. sanksi administrasi berupa denda sesual dengan
peraturan  perundang-undangan yang mengatur
tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda
di bidang kepabeanan; dan

c. sanksi administrasl atas Pajak Pertambahan Nilai
atan Pajak Perlambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Darang Mewah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan.
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Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memiliki nilai Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilal dan Pajak Penjualan lebih
dari atau sama dengan Rpl0.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). sebelum dilakukan penetapan, kepala Kantor
Wilayah atan KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang
ditunjuk melakukan:

a. konfirmasi kepada Perusahaan KITE Pembebasan dan
meminta  bukii  pendukung, dengan  cara
menyampaikan pemberitahuan; dan

D. penelitan  kesesuaian tanggapan dan  bukti
pendukung yang disampaikan.

Atas konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Perusahaan KITE Pembebasan wajib menyampaikan

langgapan atau penjelasan mengenai penyebab terjadinya

selisih disertal bukti pendukung paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak tanggal pemberitahuan.

Dalarn  hal berdasarkan hasil penelitian terhadap

tanggapan dan bukti pendukung sebagaimana dimaksud

pada ayat {3) dapat dibuktikan bahwa:

a. terjadi selisih kurang atau selisih lebth yang
disebabkan karena kesalahan Kenversi, berlaku
ketentuan:

1. jumlah pemakatan Barang dan Bahan disetujui
sesual jumlah yang dilaporkan dalam laporan
pertanggungjawaban; dan

2. Perusahaan KITE Pembebasan harus melakukan
perubahan Konversi, apabila Konversi tersebut
akan digunakan dalam pertanggungjawaban
Barang dan Bahan berikutnya.

b. terjadi sclisih kurang atau selisih  lebih yang
disebabkan lkarena kesalahan laporan
pertanggungjawaban, Perusahaan KITE Pembebasan
dapat melakukan perbaikan laporan
pertanggungjawaban:



6]

= T1-

terjadi  selisih  kurang atau selisih  lebih  yang
disebabkan karena kesalahan laporan
pertanggungjawaban namun atas kKesalahan tersebut
lidak ada bukiti yang memadai untuk dilakukan
perbaikan atau Perusahaan KITE Pembebasan tidalk
melakukan perbaikan, atas selisih tersebut kepala

Kantor Wilayah atau HKPU melakukan penetapan

sebagal dasar bagi Perusahaan KITE Pembebasan

untuk melunasi:

1. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau
Fajak Pertambahan Nflal dan Pajak Penjualan
alas Barang Mewah alas Barang dan Bahan yang
selisih:

2. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
lentang prngenaan sanksi administrasi berupa
denda di bidang kepabeanan; dan

3. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sesual dengan
peraturan  perundang-undangan di  bidang
perpajakan.

Dilam  hal Perusahaan KITE Pembebasan tlidak

menyampalkan tanggapan atau penjelasan mengenal
penyebab terjadinya selisih dan bukti pendukung dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). alas
selisih tersebut kepala Kantor Wilayah atau KPU

melakukan penetapan sebagal dasar bagl Perusahaan
KITE Pembebasan untuk melunasi;

Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah atas Barang dan Bahan yang selisih;

sanksi administrasi berupa denda sesual dengan
peraturan  perundang-undangan  yang mengatur
lentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda
di bidang kepabeanan; dan
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c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
alas Barang Mewah sesual dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

Surat penetapan scbagaimana dimaksud pada ayat (5)

hurul ¢ dan ayat (6) disampaikan kepada penjamin/ surety

dalam hal penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan
melalui pencairan jaminan.

Pemberitahuan dalam rangka konfirmasi schagaimana

dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana

tercantum  dalam  Lampiran XXX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal
ini.

Pasal 37

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap laporan

pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01)

terdapat:

a. kesalahan pengisian elemen data dalam laporan
perianggungjawaban, seperti kode penyelesaian,
tanggal dan/ataun nomar pengajuan  dokumen
pemberitahuan pabean impor dan/atau dekumen
pemberitahuan  pabean  pemasukan, tanggal
dan/atau Nomor pendaftaran dokumen
pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen
pemberitahuan pabean pemasukan, nomor seri
barang, nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan
pabean ekspor, klasifikasi HS, satuan, kode Barang
dan Bahan, kode Hasll Produksi, jumlah Barang dan
Bahan, jumlah Hasil Produksi, dan kode kantor:

b.  ketidaksesuaian nomor Konversi yang dicantumkan
dalam laporan pertanggungjawaban: dan/atan

€. waktu jaminan yang tidak mencukupi,

Pejabat Bea dan Cukal melakukan konfirmasi kepada

Perusahaan KITE Pembebasan dengan mengirimkan

pemberitahuan.
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Dalam hal hasil kenfirmasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1):
a, membuktikan adanya  kesalahan disebabkan
kekhilafan yang nyata, sepertl kesalahan pengetikan

alau sejenisnya; atan
b. Perusahaan KITE Pembebasan telah melakukan
penggantian jaminan,
Pejabat Bea dan Cukal yang dilunjuk menyampaikan
kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk mengajukan
perbaikan atas laporan pertanggungjawaban.
Perbalkkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat [2} harus disjukan paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan.
Dalam hal pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) melewati waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), peneliian dilakukan berdasarkan data lapoeran
pertanggungjawaban  yang  dimintakan  konflrmasi
sebagaimana dimaksud pada ayat [1).

FPasal 38
Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan
atau penolakan atas laporan pertanggungjawaban Barang
dan Bahan (BCLKT 01) berdasarkan hasil penelitian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
Kepala Kanter Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk haruz memberikan putusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak laporan pertanggungjawaban
mendapatkan register,
Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.  menyetujui seluruhnya:

b. menolak seluruhnya; atan
c.  menyetujul sebagian.
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[4) Terhadap Barang dan Bahan yang disetujui laporan

(5)

(6]

(7]

(8)

pertanggungiawabannya:

a. diterbitkan sural persetujuan  atas laporan
pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01);

b.  dilakukan penyesuaian saldo Barang dan Bahan yang
harus diperianggungjawabkan sebesar jumlah
Barang dan Bahan yang disetujui; dan

c. jaminan dikembalikan atau dilakukan penyesuaian
jaminan, dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan
Penyesuaian Jaminan (SPF.J).

Terhadap Perusahaan KITE Pembebasan  yang

menggunakan jaminan selain  corporate guarantee,

jaminan dikembalikan dalam hal seluruh Barang dan

Bahan telah selesai dipertanggungjawabkan,

Terhadap Barang dan Bahan yang ditolak laporan

pertanggungjawabannya diterbitkan sural penolakan atas

laporan pertanggungjawaban.

Terhadap Barang dan Bahan yang ditclak laporan

pertanggungjawabannya narmn periode KITE

Pembebasannya belum berakhir, laporan

pertanggungjawaban dapat disampaikan kembali.

Terhadap Barang dan Bahan yang ditolak laporan

pertanggungjawabannya dan periode KITE

Pembebasannya telah berakhir, berlaku ketentuan sebagai

berikut:

a. dalam hal penyelesalan Barang dan Bahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat
dibuktikan, kepala Kantor Wilayah atau KPU
melakukan penetapan sebagal dasar bagi Perusahaan
RITE Pembebasan untuk melunasi:

1. Bea Masuk serta Pajak Pertamhahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah alas Barang dan Bahan yang
terutang; dan
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sanksl administrasi atas Pajak Periambahan
Nilal atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Fenjualan atas Barang Mewah sesuai dengan

peraturan  perundang-undangan di  bidang
perpajakan.

dalam hal penyelesaian Barang dan Bahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dapat
dibuktikan, kepala Kantor Wilayah atau KPU
melakukan penetapan sebagai dasar bagi Perusahaan
HKITE Pembebasan untuk melunasi:

1,

Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah atas Barang dan Bahan yang
terutang;

sanksi  adminisirasi berupa denda sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang pengenaan sanksi
adminisirasi berupa denda di  bidang
kepabeanan; dan

sanksl adminisirasi atas Pajak Pertambahan
Nilal atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan
peraturan  perundang-undangan di  bidang
perpajakar,

karena tidak memenuhi ketentuan pembedan
fasilitas KITE Pembebasan.
Sural penetapan sebagaimana dimaksud pada avat (8)
disampaikan kepada penjamin/surety dalam hal
penyelesalan kewajiban pembayaran dilakukan melalui
pencairan jaminan.

(10) Surat persetujuan atas laporan pertanggunglawaban

Barang dan Bahan (BCL.KT 01) sebagaimana dimaksud
pada ayat (4] hurul a sesual contoh [ormat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan
bagian tidak {erpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal
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(11) Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e sesuai
contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
KKKV yang merupakan baglan tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

(12) Surat penclakan atas laporan pertanggungjawaban

(1)

(2)

(3]

Barang dan Bahan (BCL.KT 01) sebagaimana dimaksud
pada ayat [6] sesual contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal
ini.

Pasgal 39
Dalam hal nilai Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Fertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah wyang wajib dilunasi sehagalmana
dimaksud dalam:
a. Pasal 32 ayat [13);
b. Pasal 36 ayat (2);
c. Pasal 36 ayat (5) hwruf c;
d. Pasal 36 ayat (6); dan
e. Pasal 38 ayat (8),
kurang dari atau sama dengan Rp 100.000,- (seratus ribu
rupiah), terhadap satu atau lebih kewajiban pelunasan
dengan mnilai tersebut diakumulasli dan dilakukan
penetapan pada akhir periode tahun berjalan.
Pejabat Bea dan Cukai vang ditunjuk, melakukan
pencatatan atas ditemukannya kewajiban pembayaran
dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
saal kegiatan monitoring dan  penelitian laporan
pertanggungjawaban, yang belum dilakukan penstapan,
Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapat
dilakukan mengrunakan SKP.
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BAB VTI
IMPOR KEMBALI HASIL PRODURSI

Bagian Pertama
Impor Kembali Hasil Produksi

Pasal 40
Hasil Produlksi yang telah dickspor dapat diimpor kembali
karena alasan tertentu, dengan persetujuan kepala Kantor
Wilayah atan KPU wyang menerbitkan keputusan
penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.

Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada avat (1),
antara lain:

a. diimpor kembali untuk diperbaiki (rewarkd;

b. ditolak oleh pembeli di luar negeri; atau

c. terjadi kondisi kahar (force majeure] di negara tujuan
ekspor.

Hasil Produksi yang dilmpor kembali sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib diekspor kembali dalam

waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal

pemberitahuan pabean impor kembali dan dapat

diperpanjang untuk waktu paling lama 3 {tiga) bulan

dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU vang

menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan

KITE Pembebasan.

Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan kegialan

monitoring atas realisasi ekspor kembali sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

Pasal 41
Uniuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat {1}, Perusahaan KITE Pembebasan

mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah
atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai

Perusahaan KITE Pembebasan, dengan menyebutkan
alasan disertai bukti pendukung,
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Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain berupa:

a. salinan (copy) dokumen pemberitahuan pabean ekspor
beserta dokumen pelengkap, Persetujuan Ekspor,
dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan;

b. bill of lading atau sea way bill atan air way bill pada
saal ekspor dan impor; dan

c. buktl pendukung alasan impor kemball berupa:

l. perintah kerja atau bukli lain terkail adanya
permintaan rework;

2. bukti penolakan dari pembeli di luar negeri:

3. bukti yang menunjukkan kondisi kahar di Negara
tujuan; atau

4. bukti-bukti lain yang mendukung alasan impor
kemnbali Hasil Produksi.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada aval (1)

disampaikan secara elekironik,

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} tidak dapat disampaikan secara elektronik,

permohonan disampaikan secara tertulis kepada kepala

Kantor Wilayah atau KP1J,

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan

Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap

permaohonan dan bukti pendukung yang disampaikan.

Eepala Kantor Wilayah atan KPU memberikan perselujuan

atau penclakan atas permohonan schagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling lama:

a. O (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
elelktronik; atau

b. 3 (tiga] hari kerja setelah permohonan diterima secars
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
tertulls.
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[7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(=)

(2

(1) disetujui. kepala Kantor Wilayah atau KpPU
menerbitkan surat persetujuan impor kembali dengan
pembebasan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk dan
pajak dalam rangka impor.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerhitkan
sural pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan

alasar.
Dalam hal permohonan impor kembali atas Hasil Produksi
yang belum disampaikan laporan

pertanggungjawabannya, kepala Kantor Wilayah atau KPU

atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:

a. melakukan perpanjangan batas waktu penyampaian
laporan pertanggungjawaban paling lama sampai
dengan berakhirnya batas walcty ekspor kembali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat [3)
ditambah 60 [enam puluh) hari;

b. menyampaikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan
untuk melakukan perpanjangan waktu Jjaminan;

c. memberikan calatan atas persetujuan impor kembali
pada pemberitahuan pabean ekspor dalam SKP: dan

d. menatausahakan berkas persetujuan impor kembali
untuk bahan monitoring realisasi ekspor kembali.

(10) Sural persetujuan impor kembali scbagaimana dimaksud

pada ayat (7) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran XXXVIl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan darl Peraturan Direktur Jenderal ini.

(11} Surat penclakan impor kembali sebagaimana dimaksud

pada ayat [8) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran J00VIIl  yang merupakan bagian tidak
terpisahkan darl Peraturan Direktur Jenderal ini.
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Pasgal 42

[1] Pada saat impor kembali atas Hasil Produksi yang laporan

pertanggungjawabannya telah disetujui, Perusahaan KITE
Pembebasan:

(2]

.

memberitahukan dengan menggunakan dokumen
pemberitahuan pabean impor:

mengisi kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasililas
Impor” dengan pilihan “barang reimpor yang mendapat
fasilitas KITE";

- mencanfumkan nomor dan tanggal persetujuan impor

kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayal (7)
pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan
persyaratan ffasilitas pemberitahuan pabean impor;
melampirkan persetujuan impor kembali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat [7); dan

. menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak

dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang
atas barang vang dilmpor kembali.

Pada saat impor kemball atas Hasil Produksi yang laporan

pertanggungjawabannya belum disampaikan, Perusahaan
KITE Pembebasan:

.

b-l-

memberitahukan  dengan menggunakan  dokumen
pemberitahuan pabean impor;

mengisi - kolom  “"Pemenuhan  Persyaratan/Fasililas
Impor” dengan pilihan “barang reimpor yang mendapat
fasilitas KITE";

- mencantumkan nomoer dan tanggal persetujuan impor

kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7)
pada kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor”;
mencantumkan nomer dan tanggal persetujuan impor
kemball sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7)
pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan
persyaratan/fasilitas pemberitahuan pabean impor;
dan

melampirkan persetujuan impor kembali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7).



(3]
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Tata cara impor kembali mengiluti ketentuan peraturan

perundang-undangan  yang mengatur mengenai
pengeluaran barang impor untuk dipakai.

Bagian Kedua

Ekspor kembali atas Hasil Produksi vang dilmpor kembali

(1)

Pasal 43

Ferusahaan KITE Pembebasan pada saat pelaksanaan

elispor kembali atas Hasil Produksi yang diimpor kembali:

4. menggunakan dokumen pemberitahuan  pabean
ekspor;

b. mengisi kolom jenis ekspor dengan Jenis “reekspor”
pada dokumen pemberitahuan pabean ekspaor;

¢. mengisi  kategori ekspor “umum” pada dokumen
pemberitahuan pabean ekspor; dan

d. mencantumkan nomor dan tanggal pemberitahuan
pabean ekspor atas Hasil Produksi yang diberikan
persetujuan  untuk diimpor kembali pada lembar
lanjutan dokumen pelengkap pabean pemberitahuan
ekspor barang;

(2] Tata cara ekspor kembali atas Hasil Produksi yang ditmpor

(1)

kembali mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai ckspor.

Bagian Ketiga
Laporan Realisasi Ekspor Kembali

Fasal 44
Perusahaan KITE Pembebasan wajib menyampaikan
laporan realisasi atas ekspor kembali Hasil Produksi yang
difmpor kemball sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (1) kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang
menerbitkan keputusan penetapan sebagal Perusahaan
KITE Pembebasan, paling lama 30 (tiga puluh) har sejak

berakhirnya batas wakiu ekspor kembali disertai dokurmen
pendukung.



(2)

(3]

(4)

(5]

(6)

[7]

Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

berupa;

a. dokumen pemberitahuan pabean ekspor kembali dan
dokumen pelengkap pabean;

b. bukli pembayaran atas elkspor kembali atau sejenisnya;
dan

C. copy persetujuan impor kembali.

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan

Cukal yang dilunjuk melakukan penelitian terhadap

laporan realisasi ekspor kemball dan bulkti pendukung

yang disampaikan,

Laporan realisasi ekspor disetujui dalam hal berdasarkan

hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa barang yang

diimpor kembali telah diekspor kembali sesuai Jangka

wakiu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).

Repala Kantor Wilayah atau KPU memberikan perselujuan

atau penolakan paling lama 3 (tiga) han kerja sejak

laporan realisasi ekspor diterima secara lengkap.

Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali

Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

ayat (1) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU:

a. menerbitkan surat persetujuan atas laporan realisasi
ekspor; dan

b. mengembalikan jaminan yang diserahkan pada saat
impor kemnbali.

Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali

Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

ayat (1) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU:

a. menerbitkan surat penclakan atas laporan realisasi
ekspor;

b. melakukan penetapan dan menyampaikan kepada
Perusahaan KITE Pembebasan untuk melunasi Bea
Masuk serta pajak dalam rangka impor yang terutang;
dan

€. menyampaikan surat penetapan kepada penjamin,
dalam hal penyelesaian kewajlban pembayaran
dilakukan niclalui pencatran jaminan,
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(2)

(10}

Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali

Hasil Produksi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 42

ayal (2) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU:

a. menerbitkan sural perselujuan atas laporan realisasi
elkspor;

B. memberitahukan agar Perusahaan KITE Pembebasan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban

(BCL.KT 01);
¢.  menatausahakan persetujuan tersebul yang akan
digunakan dalam penelitian laparan

pertanggungjawaban (BCL.KT 01); dan

d.  merekam nomor dan tanggal pemberitahuan pabean
ekspor kembali pada SKP untuk kepentingan validasi
penyampaian laporan pertanggungjawaban (BCL.KT
01).

Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali

Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

ayal (2) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU:

a. menerbitkan surat penoclakan atas laporan realisasi
ekspor;

b. menatausahakan penolakan tersebul yang akan
digunakan dalam penelitian laporan
pertanggungjawaban (BCL.KT 01); dan

¢. merekam nomor dan tanggal pemberitahuan pabean
ekspor kemball pada SKP untuk kepentingan validas|
penyampaian laporan pertanggungjawaban (BCL.KT
01).

Dalam  hal Perusahaan KITE Pembebasan tidak

melakukan ekspor kembali sesual kelentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3] atau tidak
menyampaikan laporan realisasi ekspor sesuai ketentuan
sebagalmana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:

2.  apabila Hasil Produksi yang ditmpor kembali laporan

pertanggungjiawabannya telah disetujui, Perusahaan
KITE Pembebasan wajib melunasi Bea Masuk serta
pajak dalam rangka Impor vang terutang: atau



(11)

(12)

(13)

(14)

(18]

(1)
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b.  apabila Hasil Produksi yang diimpor kembali laporan
pertanggungjawabannya belum disampaikan,
laporan pertanggungjawaban yang disampaikan
ditolak.

Kepala HKantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat

penetapan  pabean sebagai dasar penagihan atas

kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat [7)

huruf b dan ayat (10) huruf a sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pajak dalam rangka impor berupa Pajak Pertambahan

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) huruf b dan ayat (10} huruf a tidak dapat
dikreditkan.

Laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam

Lampiran XXXIX wang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Sural  persetujuan atas laporan realisasi  ekspor

scbagaimana dimaksud pada ayat (6) huru! a sesuai

contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XL yang
merupakan bagian tdak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

Suat penolakan atas laporan realisasi ekspor sebagaimana

dimaksud pada avat (7] hurul a sesual conloh

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XLI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

Pasal 45
Terhadap Hasil Produksi yang diimpor kembali yang belum
disampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2], Perusahaan KITE
Pembebasan wajib menyampatkan laporan
pertanggungjawaban dengan ketentuan:



(2]

(3]

(1]
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. Hasll Produksi dimaksud telah dilakukan ekspor

kembali;

laporan realisasi ekspor kembali atas Hasil Produksi
dimaksud tclah mendapatkan putusan;

disampaikan paling lama sesuai jangka walktu
schagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (9)
huruf a; dan

laporan pertanggungjawaban menggunakan dokumen
pemberitahuan pabean ekspor yang disetujui untuk
diimpor kembali.

Laporan pertanggungjawaban disampaikan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan
melampirkan dokumen pendukung tambahan berupa:

a.

dokumen pemberitahuan pabean impor kembali Hasil
Produlesi;

dokumen pemberitahuan pabean ekspor kembali
Hasil Produksi: dan

sural persetujuan atan penoclakan atas laporan
realisasi ekspor kembali Hasil Produksi.

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk dalam melakukan penelitian laporan
pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan memperhatikan putusan atas hasil penelitian
laporan realisasi ekspor kembali sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44,

BAB VIII
BARANG CONTOH
Bagian Pertama
Impor dan/atau Pemasukan Barang Contoh

Pasal 46

Perusahaan KITE Pembebasan dapat melakukan impor
dan/atau pemasukan Barang Contoh dengan fasilitas
pembebasan Barang Contoh.
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(2]

(4)

(5)

(6]

(7)
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Impor dan/atau pemasukan Barang Contoh schagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan persetujuan
kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan
keputusan peneclapan sebagai Perusahaan KITE

Pembebasan.

Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Perusahaan KITE Pembebasan mengajukan

penmohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU
yang menerbitkan keputusan penctapan schagai

Perusahaan KITE Pembebasan, dilampiri dengan paparan

mengenal  keterkaitan Barang Contoh dengan  Hasil

Produksi.

Fermohonan sebagaimana dimaksud pada ayvat (3)

disampaikan secara elektronik.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) tidak dapat disampatkan secara elektronik,

permohonan disampaikan secara tertulis.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

kepala Kanter Wilayah atau KPU atau Pejabal Bea dan

Cukal yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai:

a. keterkaitan antara Barang Contoh dengan Hasil

Produlksi;

b. jumiah Barang Contoh yang diberikan pembebasan:

dan

¢. kriteria dan ketentuan lain terkait pembebasan

Barang Contoh sesuai peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pembebasan bea
masuk untuk impor Barang Contoh.

Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan

atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat [3) paling larna:

a. D (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
elekironile; aiau

b. 3 [tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
tertulis.
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Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayal
(3) disetujud, kepala Kantor Wilayah atau KPU
menerbitkan  surat  persetujuan  impor dan/atau
pemasukan Barang Contoh,

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dilampirkan pada saat pengajuan pemberitahuan pabean
impor dan/atau permmasukan.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU
menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan
alasan penolakan,

Sural persetujuan impor dan/atau pemasukan Barang
Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesual
contoh format sebagaimana tercantum dalam Larnpiran
KLU yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Dircktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Penatausahaan atas Penggunaan Barang Contoh

Pasal 47
Perusahaan KITE Pembebasan melakulkan penatausahaan
atas penggunaan Barang Contoh untuk menunjang proses
produksi.
Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan
Cukai vang ditunjuk melakukan monitoring  atas
penggunaan Barang Contoh.
Monitoring alas penggunaan Barang Contoh sebagaimana
dimaksud pada ayat (2, kepala Kantor Wilayah atau KPU
alau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan:

a. memeriksa pencatatan atan penatausahaan Barang
Contoh;

b. memeriksa Barang Contoh telah digunakan untuk
menunjang proses produksi sehingga menghasilkan
Hasll Produksi: dan

¢. memeriksa Barang Contoh masih disimpan untuk
jangka wakiu 2 [dua) Lahun.



(4)

(1)

(2)

(3)

Penatausahaan atas penggunaan Barang Contoh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIII yang
merupakan bagian lidak terpisahkan dar Peraturan
Direktur Jenderal ini.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI, DAN AUDIT

Bagian Pertama
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 48

Kepala HKantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan

keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE

Fembebasan atau Pejabat Bea dan Cukai vang ditunjuk

melakukan monitoring terhadap pemberian fasilitas KITE

Pembebasan,

Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan bersamaan dengan Kegiatan pelayanan dan

pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE

Pembebasan.

Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. disampatkan kepada unit yang melaksanakan tugas
dan fungsi di bidang audit kepabeanan danj/atau unit
yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
pengawasan kepabeanan sebagal informasi awal:

b. digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi
pemberian fasilitas KITE Pembebasan; dan/atau

c. digunakan sebagal dasar penagihan Bea Masuk, Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penmjualan atas Barang Mewah, serta sanksi
administrasi di bidang kepabeanan dan perpajakan,
dalam hal terdapat Barang dan Bahan dan Barang
Contoh yang tlidak dapat dipertanggungjawabkan atau
tidak memenuhi kelentuan pemberian [asilitas KITE
Pembebasan.



(4)

(1]

(2]

(3]

4]

(1)

Tata cara monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
mengenal pelaksanaan monitoring dan/atau  evaluasi
terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan.

Fasal 49

Kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan

keputusan  penetapan  sebagal Perusahaan KITE

FPembebasan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk

melakukan evaluasi terhadap pemberian fasilitas KITE

Pembebasan secara periodik paling kurang 1 (satu) kali

dalam 1 {satu] tahun.

Dalam rangka evaluasi kebijakan fasilitas KITE

Pembebasan, Direktur Fasilitas Kepabeanan atan Pejabat

Bea dan Cukal yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi

lerhadap pemberian fasilitas KITE Pembebasan,

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2]

a. digunakan sebagail dasar untuk melakukan asisiensl,
pembinaan, apresiasi, pembekuan, dan/atau
pencabutan fasilitas KITE Pembebasan; dan/atau

b. rekomendasi penyempurnaan peraturan perundang-
undangar.

Tata cara cvaluasi sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direkiur Jenderal

mengenai pelaksanaan monitoring dan/atau  evaluasi
terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan.

Bagian Bedua
Audit Kepabeanan

Fasal 50
Dalam rangka menguji kepatuhan Perusahaan KITE

Pembebasan aias ketentuan penggunaan fasilitas KITE
Pembebasan. dilakukan audit kepabeanan.
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Dalam hal berdasarkan hasil audit sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) ditemukan Barang dan Bahan dan
Barang Contoh yang lidak dapat dipertanggungjawabkan
atau tidak memenuhi ketentuan pemberian fasilitas KITE
Pembebasan, Perusahaan KITE Pembebasan wajib
melunasi:

a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilal dan Pajak Penjualan atas EBarang
Mewah;

b. sanksi administrasi berupa denda sesual dengan
peraturan  perundang-undangan yang mengatur
tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda
di bidang kepabeanan: dan

c. sanksi adminisirasi atas Pajak Pertambahan Nilai
alau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Darang Mewah sesual dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

Hasll audit kepabeanan disampaikan kepada kepala

Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan

penetapan sebagail Perusahaan KITE Pembebasan.

Hasil audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat

13} harus memuat rincian paling kurang;

a.  Barang dan Bahan yang telah dilakukan penyelesaian
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 26:

B.  saldo Barang dan Bahan yang belum dilakukan
penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
dan

c. Barang dan Bahan yang tidak dapat
dipertanggungjawablan,

yang menunjuk dokumen pemberitahuan pabean impor

dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan.

Hasil audit kepabeanan dapat digunakan sebagai

pertanggungjawaban  atas penyelesalan Barang dan
Bahan.



[6)
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Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan
Cukal yang ditunjuk melakukan penyesualan saldo
Barang dan Bahan dalam SKP berdasarkan data hasil
audit kepabeanan.

Audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesual dengan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenal audit kepabeanan.

BAB X
PEMBEKLUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 51

Kepala Kantor Wilayah atau KPU melalukan pembekuar

terhadap fasilitas KITE Pembebasan dalam Thal

Perusahaan KITE Pembebasan:

a. tdak melakukan Kegiatan impor dan/atan
pemasukan Barang dan Bahan dengan menggunakan
fasgilitas KITE Pembebasan selama periode 1 (satu)
tahun;

b. tidak mengajukan permohonan perubahan data
keputusan penetapan scbagai Perusahaan KITE
Pembebasan kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayal (1] atas
perubahan data berupa nama perusahaan, alamat,
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWT), penanggung jawab,
Barang dan Bahan, dan/atau Hasil Produksi;

c. tdak memenuhi ketenluan pembongkaran dan/atau
penimbunan Barang dan Bahan dan/atan Barang
Contoh serta Hasil Produksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) dan/atau ayat [2), paling lama
3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen
risiko kepala Kantor Wilayah atau KPU;

d.  tidak memenuhi ketentuan subkontrak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), paling lama 3 {tiga)
bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko
Kepala Kantor Wilayah atau KPU;



tidak memenuhi ketentuan subkontrak atas seluruh
kegiatan pengolahan, perakitan ~  dan/atau
pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2), paling lama 3 (Uga) bulan berdasarkan
pertimbangan manajemen risiko kepala Kantor
Wilayah atau KPL;

lidak memenuhi ketentuan subkontrak kepada
penerima subkontrak yang belum tercantum dalam
keputusan penetapan sebagal Perusahaan KITE
Pembebasan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat 1, paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan
pertimbangan manajemen ristko Kepala RKantor
Wilayah atau KPU;

tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban
dalam wakiu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayal 1;

tidak menyerahkan dokumen dan/atau data vang
diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan
evaluasi;

tidak memasang papan nama scbagaimana dimaksud
dalam Pasal & ayat (2);

tidak melakukan penatausahaan barang asal fasilitas
HKITE Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3);

tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2);

tidak mendayagunakan sistem informasi persediaan
berbasis komputer (IT Inventory):

diduga melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai dengan
bukti permulaan wvang cukup berdasarkan
rekomendas! penyidik; dan/atan

Perusahaan KITE Pembebasan berubah status
menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha
di Kawasan Berikat dan permohonan izin Kawasan
Berikal telah disetujul.
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Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan memenuhi
kriteria pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat
pembekuan fasilitas KITE Pembebasan.

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman surat
pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
SKP.

Dalam hal fasilitas KITE Pembebasan dibekukan, alas
impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan dan/atau
Barang Contoh tidak diberikan fasilitas KITE Pemmbebasan
sejak tanggal pembekuan.

Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menghilangkan hak Perusahaan KITE Pembebasan untuk
melakukan kegiatan kepabeanan lain.

Sural pembekuan fasilitas KITE Pembebasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2}, sesual contoh format
sehagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV Yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraluran
Direktur Jenderal imi.

Pasal 52

Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberlakukan kembali
fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, dalam hal
Perusahaan KITE Pembebasan telah mengajukan
permohonan perubahan data secara lengkap, dan telah
diberikan persetujuan oleh kepala Kantor Wilayah atau
KPU

Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberlakukan kembali
fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf ¢ sampai dengan
huruf 1, setelah waktu pembekuan berakhir,
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Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberlakukan kembali

lasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf g

samipai dengan hurul |, dalam hal Perusahaan KITE

Pembebasan:

a. melakukan impor dan/atau pemasukan dengan
menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dengan
mengajukan  permochonan  pemberlakuan  kembali
fasilitag KITE Pembebasan;

b. telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
dalamn Pasal 51 ayat (1) huruf g, atau telah melakukan
pelunasan atau penyelesaian lain atas kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat [13);

¢. lelah menyerahkan dokumen dan/atau data yang
diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan
evaluasi;

d. telah memasang papan nama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat {2);

€.  telah melakukan penatausahaan barang asal fasilitas
RITE Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat {3);

[ telah menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat {1);

g telah mendayagunakan sistemn informasi persediaan
berbasis komputer (IT Inventory); atau

h.  tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan
rekomendasi penyidik atau putusan pengadilan yang
lelah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan telah memenuhi

kriterla sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2],

atau ayat (3], kepala Kantor Wilayah atan KPU

menerbitkan surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE

Pembebasan.

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan

Cukal yang ditunjuk melakukan perekaman  surat

pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pembebasan

scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam SKP.
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Surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pembebasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai contoh
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan
Direlctur Jenderal ini.

Pasal 53

Kepala Kantor Wilayah alau KPU alas nama Menteri
melakukan pencabutan fasilitas KITE Pembebasan dalam
hal Perusahaan KITE Pembebasan:

.

tidak melakukan impor atau pemasukan, dengan
menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dalam
waktu 1 (satu) tahun sejak dibekukan karena alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1] huruf
a.

tidak mengajukan permohonan perubahan data
berupa nama perusahaan, alamat, Nomor Pokok
Wajib Pajak (NFWF), penanggung jawab, Barang dan
Bahan, dan/atau Hasil Produksi dalam waktu paling
lama 60 {enam puluh) hart sejak tanggal fasilitas KITE
Pembebasan dibekukan sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 51 avat (1) huruf b;

diterbitkan surat paksa karema ada tagihan yang
tidak dilunasi;

terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang
kepabeanan dan/atan perpajakan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap;

Berubah status menjadi pengusaha Kawasan Berikat
atau pengusaha di Kawasan Berikat, setelah laporan
pertanggungjawaban atas penyelesaian Barang dan
Bahan mendapatkan putusan;

dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memilikt kekuatan hukum tetap;

lidak lagi memenuhi kriteria untuk memperolsh
fasilitas KITE Pembebasan; dan/atau
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h.  mengajukan  permohonan  untuk  dilakukan
pencabutan fasilitas KITE Pembebasan.

Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan memenuhi

kriterla pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kepala Kantor Wilayah atan KPU menerbitkan keputusan

pericabutan atas penetapan sebagai Perusahaan KITE

Pembebasan,

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan

Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman keputusan

pencabutan atas penetapan sehagai Perusahaan KITE

Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalamn

SKP.

Dalam hal [asilitas KITE Pembebasan dicabut dengan

alasan selain karena berubah status menjadi pengusaha

Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul e, kepala

Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan kepada

Perusahaan KITE Pembebasan bahwa dalam wakiu 30

{tign pulubl hari terhitung sejak tanggal pencabutan,

wajlb:

a. melaporkan Hasil Produksi yang telah dickspor
namun belum disampaikan laporan pertanggung
jawabannya;

b.  melunasi seluruh tagihan terutang sesuai dengan
peraturan  perundang-undangan  di bidang
kepabeanan dan perpajakan; dan

c. menyelesaikan saldo Barang dan Bahan yang belum
dilakukan penyelesalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 dan Barang Contoh.

Saldo Barang dan Bahan dan Barang Conloh sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf ¢ diselesaikan dengan cara:

a. dilunasi Bea Masuk dan Pajak Perlambahan Nilai
atau Fajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah yang terutang; dan/atau

b. dilakukan ekspor dan/atau dikembalikan.
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Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan tidak
melakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dalam wakiu 30 (tiga puluh] hari sejak tangeal
pencabutan, kepala Kantor Wilayah ataun KPU melakukan
penagihan atas pembayaran Bea Masuk dan Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang,
Dalam rangka pencabulan fasilitas KITE Pembebasan,
terhadap Perusahaan KITE Pembebasan dapat terlebih
dahulu dilakukan pemeriksaan sederhana oleh kepala
Kantor Wilayah atau KPU atan dilakukan audit
kepabeanan.

Heputusan pencabutan atas penetapan scbagai
Perusahaan KITE Pembebasan sesual contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVI yang
merupakan bagian Udak terpisahkan dari Peraturan
Direltur Jenderal Ini.

BAB XI

PERUBAHAN STATUS MENJADI FENGUSAHA KAWASAN

BERIEAT ATAU PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT

Pasal 54

Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan akan berubah
status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau
Pengusaha di Kawasan Berikat, Perusahaan KITE
Pembebasan mengajukan permochonan izin Kawasan
Derikat kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor
Wilayah atau KPU.

Dalam hal permohonan izin Kawasan Berikat disetujul
kepala Kantor Wilayah atan KPU penerbil keputusan
penetapan  sebagai  Perusahaan KITE Pembebasan
menerbitkan surat pembekuan fasilitas KITE Pembebasan
yang diberilkan.
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Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman  surat

pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat [2) dalam
SKF,

Perusahaan KITE Pembebasan dapai mengajukan
permchonan penetapan Barang dan Bahan yang masih
dalam periode KITE Pembebasan namun belum
diselesaikan serta Barang Contoh yang belum diselesaikan
menjadi saldo awal persediaan Kawasan Berikat kepada
kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan
penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
Permohonan sebagaimana dimalksud pada ayat (4] harus
disampaikan sebelum kegiatan operasional HKawasan
Berikat dimulai.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada  ayat ([4)
disampaikan secara elekironik,

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak dapat disampaikan secara elekironilk.
permohonan disampalkan secara tertulis kepada kepala
Kantor Wilayah atau KFU.

Kepala Hantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk menindaklanjuti  permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (liga)
hari kerja sejak tanggal surat permohonan  diterima
dengan melakukan pencacahan terhadap Barang dan
Bahan serta Barang Contoh yang belum diselesaikan.
Pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapal
dilakukan dengan berkoordinasi dengan kepala Kantor
Pabean yang mengawasi Kawasan Berilai,

Hasil pencacahan ditvangkan dalam beriia acara
pencacahan, dengan menyebutkan dokumen
pemberitahuan  pabean impor dan/atau dokumen
pemberitahuan  pabean pemasukan asal Barang dan
Bahan serta dokumen pemberitahuan pabean impor
dan/atan pemasukan Barang Conioh.
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Hepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat
keputusan tentang penetapan Barang dan Bahan serta
Barang Contoh vang menjadi saldo awal persediaan
Kawasan Berikai, berdasarkan berita acara pencacahan,
paling lama 3 [tiga) hari kerja setelah langgal berita acara
pencacahan.

Atas Barang dan Bahan serta Barang Contoh yang telah

ditetapkan sebagal saldo awal persediaan Kawasan

Berikat, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. diperlakukan sebagai barang impor dengan mendapai
penangguhan Bea Masuk;

b. tidak dipungut Pajak Perfambahan Nilal atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah; dan

¢. dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai
Kawasan Berikat.

Kepala Kantor Wilayah atau KPU mengembalikan jaminan
atas Barang dan Bahan yang telah ditetapkan sebagai
saldo awal persediaan Kawasan Berikat,

Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan penyesuaian
saldo Barang dan Bahan yang harus
dipertanggunglawabkan pada SKP berdasarkan penetapan
saldo awal persediaan Kawasan Berikat.

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk menyampailkan pemberitahuan
kepada Perusahaan KITE Pembebasan tentang kewajiban
penyampaian laporan pertanggungjawaban atas Barang
dan Bahan yang telah dilakukan penyelesalan tetapi
belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya.
Kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan keputusan
pencabutan  alas  keputusan penetapan  sebagai
Perusahaan KITE Pembebasan, dalam hal laporan
pertanggungjawaban atas  Barang dan  Bahan
schagaimana dimaksud pada ayat (15) telah mendapatkan
putusan,
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(17) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan

(1E)

(18]

Cukal yang ditunjuk melakukan perekaman keputusan
pencabutan  atas  kepulusan penetapan  sebagai
Perusahaan KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (16) dalam SKP.

Realisasi ekspor yang telah dilakukan oleh Perusahaan
KITE Pembebasan dapat diperhitungkan dalam penentuan
batas penjualan Hasil Froduksi dari Kawasan Berikal ke
tempat lain dalam daerah pabean.

Kepala Kantor Wilavah atau KPU melakukan penagihan
Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan alas Barang
Mewah serta sanksi administrasi berupa denda dan sanksi
administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Fenjualan atas Barang Mewah, dalam hal berdasarkan
hasil pencacahan ditemukan Barang dan Bahan dan/atau
Barang Contoh yang tidak dapat dipertanggunglawabkan,

BAE XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

{11 Tata cara impor Barang dan Bahan dan Barang Contoh

2]

berupa barang kena cukal, dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenal
cukai.

Tata cara ekspor Hasil Produksi yang dikenakan Bea
Keluar, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenal pemungulan Bea
Keluar.
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Tata cara penetapan atas kewajiban pembayaran Bea
Masuk, Pajak Pertambahan Nilal atau Pajak Pertambahan
Nilal dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta
sanksi administrasi berupa denda dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai penetapan Pejabat Bea dan Cukai atas
kewajiban pembavaran Bea Masul, pajak dalam rangka
impor, serta sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 56
Sistem Informasi persediaan berbasis komputer (IT
Inveriory) dapal diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Pelaksanaan pemberian akses sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai pengawasan
bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
dengan Direkioral Jenderal Pajak terhadap perusahaan
penerima fasilitas kepabeanan.

Pasal 57

Perusahaan KITE Pembebasan dapal mengajukan

permchonan penyelesalan atas kewajiban pembavaran

Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak

Pertambahan Nilal dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah yang terutang serta sanksi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan di bldang kepabeanan

dan perpajalean atas Barang dan Bahan dalam hal:

a. lerjadi kondisi tertentu wyang mengakibatkan
Perusahaan KITE Pembebasan tidak dapat
menyampalkan laporan pertanggungjawahban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; dan/atau

b. terdapal saldo Barang dan Bahan dari Barang dan
Bahan  yang lelah  disampaikan  laporan
pertanggungjawabannya.
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Kondisi tertentu schagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a antara lain:

a. Perusahaan KITE Pembebasan memberitahukan
ekspor Hasll Produlksi dari Barang dan Bahan yang
menggunakan [asilitas KITE Pembebasan sebagai
ekspor nmum: dan/atau

b. Perusahaan KITE Pembebasan tidak mencantumkan
nomor dan tanggal keputusan penelapan sebagai
penerima fasilitas KITE Pembebasan pada dokumen
pemberitahuan pabean ekspor.

saldo Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b adalah;

a. saldo Barang dan Bahan yang masih tersisa dalam SKP
setelah Perusahaan KITE Pembebasan melakukan
penvelesalan dan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban; dan/atan

b. saldo Barang dan Bahan tersebut secara fisik barangnya
sudah fidak ada atan tidak memungkinkan untuk
dilakukan proses produksi.

Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan

alau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
permechonan diterima secara lengkap.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan

penetapan sebagai dasar penagihan atas kewajiban

pembayaran Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau

Fajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah wyang terulang serla sanksl sesual dengan

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan

dan perpajakan atas Barang dan Bahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1),

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada pada

ayal (1) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU

menyampaikan sural pemberitahuan dengan
menyebutkan alasan penolakan.



(1)

[2)

(1

(2}

1

(2)

(3)

(4)

- 103 -

Pasal 58
Perusahaan KITE Pembebasan dapat memanfaatkan
fasilitas Kawasan Berikal, sepanjang lokasi pabrik yang
diletapkan sebagal Kawasan Berikat berbeda dengan
lokasi pabrik yang memperoleh fasilitas KITE Pembebasan.
Lokasi yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipisahkan oleh batas vang permanen.

Pasal 59
Kegiatan pelayanan fasilitas KITE Pembebasan dilakukan
menggunakan SKP.
Dalam hal SKF belum tersedia atau tidak berfungsi.
pelayanan fasilitas KITE Pembebasan dilaksanakan secara
manual,

Pasal 60
Pelaysnan pemberian fasilitas KITE Pembebasan
dilakukan oleh Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi
lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha Perusahaan KITE
Pembebasar.
Badan usaha yang berlokasi di wilayah Jakarta, Bogor,
Depok, Bekasi. Cikarang, Karawang, Purwakaria dan
Sukabumi dapat dilayani pemberian fasilitas KITE
Pembebasan di Kantor Wilayah DJBC Jakarta.
Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta menyampaikan
tembusan keputusan penetapan sebagal penerima fasililas
KITE Pembebasan kepada Kepala Kantor Wilayah atau
KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau kegiatan usaha
Perusahaan KITE Pembebasan yang berlokasi di luar
wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jakarta,
Pengawasan terhadap Perusahaan KITE Pembebasan
dilakukan oleh:
a. Kantor Wilayah atau KPU yang melayani pemberian
fasilitas KITE Pembebasan; dan
b. Kantor Wilayah atau KPU dan Hantor FPabean yang
mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha
Perusahaan KITE Pembebasan,
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BAE XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal G1
Laporan pertangungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01)
yang disampaikan sejak berlakunya Peraturan Direklur
Jenderal ini, atas dokumen pemberitahuan pabean ekspor yang
belum diterbitkan Laporan Pemeriksaan Ekspor (LPE), dapat
dilampiri dengan laporan hasil penelitian realisasi ekspor,

BAB X1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Fada saal Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

a. Peraturan Direkiur Jenderal Nomor PER- 16/BC/2012
tentang Tata Laksana Pembebasan Bea Masuk Atas Impor
Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakil, Atan Dipasang
Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktiur
Jenderal Nomor PER-04/BC/2014 dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku; dan

b. Pasal 27 ayat (2), Pasal 46, dan Pasal 47 pada Peraturan
Direktur Jenderal Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata
Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-
29/BC /2016 dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.
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LAMEIRAR |
IEERATUIRAN IREINTUR JENTIERAL BEA AN CLIKA
N0 PER- 4 JTIC/ 2019

TENTANG
PETLRIUK 1 LARSAMILAN MEHATUIAN M EMTEE]
TR BEL AR €5 el HEPLBLIK INLORESA T 7 TR

150/ PMIEOA20 18 TENTANG FEMDEIASAN LKA MASIRG
154N TIEIAK TIPUNGUT PAJAR PERTAMIIAAN MILAL ATAL
Pt AT 1 PARMTSAETAN NELAT [RAR CAJAR PENILIALAN ATAS
HARANG MEWAN ATES [WMEPCH (kAN DN 13a11AN
LISTUE THOLALL DIESEIT. ATAL DITASAMG PAIN BARANT
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUHE DIERSIOn

FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN OLEH BADAN USAHA DALAM
PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE FEMEEBASAN,
SERTA FORMAT YANG DIGUNAKAN OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI
DALAM PROSES PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

i e e e e e e e S SR SN NS NINY NI [

SURAT PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE
PEMBEBASAN DAN/ATAU KITE PENGEMBALIAN

(dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis)

o o R R Y NN N O O o e

T i e e e e e e 5 e R S BB,

HOP SURAT BADAN USAHA

|||||||||||

Lampiran : - Dokumen Persyaratan

Hal

- Daflar isian permohonan
Permohonan Fasilitas*;
[] KITE Pembebasan
] KITE Pengembalian

T T i B e i e e, Bl S S i

[] KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian

Yih. Kepala Kanlor Wilayah DJBC ... /Kepala KPU BC ...

¢.q. Kepala Kantor Pabean .......

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Dea
Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk
Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor
dan/atan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Bea Masuk yang
Telah Dibayar atas Impor Barang dan Baban untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang

pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan inl kami mengajukan
permohonan  penetapan  sebagal Perusahaan KITE Pembebasan dan/atan

Perusahaan KITE Pengembalian.

. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen persyaratan permohonan

dan daltar islan permohonan lasilitas KITE Pembebasan dan/fatau KITE

Pengembalian dalam bentuk soft copy.
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3. Terkait permohonan ini, kami menyatalkan hahws:

a. dolumen untuk melengkapi permohonan schagaimana terlampir adalah sesuai
dengan azlinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaranmya;

b. kaml telah memilild sistem informasi berbasis komputer {IT [neentory) sesuai
ketentuan fasilitas KITE dan bersedia untuk dapat diakses untuk kepentingan
pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukal dan Direktorat Jenderal
Pajak;

¢. badan usaha:

1) tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. kepabeanan,
dan/atan cukai;

2) tidak ada satu atau lebih darl anggota direks! dan/atau komisarisnya yang
pernah melakukan tindak pldana di bidang perpajakan, kepabeanan,
dan /atau cukai; dan/fatan

J] tidak mengalami pailil atau dipailitkan.

yang telah mempunyai Kekuatan hukam tetap, selama 10 {sepuluh) tahun sejak

selesal menjalani hukuman pidana dan /atau penetapan pailit;

d. bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan bersedia dicabut keputusan penctapan scbagal [asllitas KITE
Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian jika di kemudian dokumen dan
keterangan yang kami sampaikan kedapatan tidak sesuai dengan aslinya dan
licdak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai
berikut:

Mama S
Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor]*™: ...cccveievn
Sural Tugas /Surat Kuasa No.
Telepon Ap .
Emadl

rrrrrrrrrrrrrr
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5. Berikul pas foto penanggung jawab perusahann serta pegawai yang ditugaskan: **)

Fas Folo Wama Pas Fato Wama Pas Folo Wamna Pas Foto Warna
Ukuran 4 x G Ukuran 4 x 6 Ukuran 4 x 6 Ukuran 4 x 8
Mama : ... Mama: ...... Mama; ...... [ MNama: ......
Mo, identitas: ........ Mo, identitas: ........ Mao. identllas! _......, Ma, identitas: .......
=T R MNPWE- MPWPE: [ =T = S
Slamat . Alamal: ... Alzmat; ... Alamat
Jabatan: ... Jabatan @ ... Jabatan ¢+ Jabatan : ..
Pemohon (Penanggung
Materai |- 2wab Badan

Lisaha/Direksi] ****)

* Diisi dengan landa silang (%) sesual dengan jenis permohonan fasilitas yang
diajukan.

**) Corel yang tidak perlu.
***|Pas foio sesuai dengan jumlah penanggung jawab perusshaan yang ada. seria foto
pegawai pengurug permohonan.

*#¥%)  Pimpinan badan usaha yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau
perubahannya.



- 109 -

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN
EITE PEMBEBASAN DAN/ATAU KEITE PENGEMBALIAN

I. DAFTAR ISIAN TENTANG ENTITAS BADAN USAHA

Mama badan usaha

Nomor Poliok Wajib Pajak

Momor Induk Berusaha

Alamat kantor

Momor telepon kantor

MNomaor _jfaximile kantor

Fmaidl kantor

x|a|o|o|s|w]w]-

Data penanggung jawab

¥, M Jabalan | Karin
ideniiing

Momor kacic
Ledenatiias

M FErnzil
b/ HP

L
L.
"

Fasilitas kepabeanan yang telah
digunakian

iL

Mo, | Jemis Rsitiias Momor dan Wnggal susal kepolusan Gsilitas

Lakensi

1.

A=

10. | Asal perolehan barang dan bahan

1L

| Tujuan penjualan hasil produlsi

| 12. | Nilai investast

Al Birdind

S Lai

13. | Jumlah tenaga kerja

14.

| Data keuangan 2 (dua) tahun
. terakhir

ho. | Dustin Keyauaging Talwimn . Trheim ...
q, dupel Laneor
I Talal Asel F
[ Utapg Livsear

il Taial IHang
. lial
I Lol /R Bersi

15. | Indikator kdnerja utama (key

performance indicaton

| Mo, | Indikslor | Torgel

La. | PPh Badan Pasal 21

} Dievisa ekspo ¥
- r

16

Wakiu kesiapan dilakulkon
pemeriksaan lokast




II. DAFTAR ISIAN TENTANG EKSISTENSI BADAN USAHA

= L1~

1. | Tempat pengolahan, pabrik [+ ] _J
| Wo. [ Alznml | Luas Saalus Bkt kepemilian Mulni | Berakhir
=] | kepemilbconf spa
PERARROSAMAT dengan
Jeris | Nomor | Tauggal
£,
B
Q.
2. | Tempat pembonglaran dan/atan
penimbunan barang dan bahan®
No, | Alunot | Luae St Bkl Kepemilikan Wulal | Berakhi
EE) kepemilikan g Ennipn
Prug RN - el |

dJienis

HNarnar

"Tangynl

=in

“clilst dalam hal lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan berbeda dengan

Inlsas)

II1.

lempal pengolahanypabrik.

DAFTAR ISIAN TENTANG EEGIATAN PRODUKSI BADAN USAHA

L.

[zin Llaaha Industd (1UL

a, Instansi penecbdt TUT

. Nommor TUL

uuuuu

b
¢. Tanggal TUL
d. Bidang Usaha Industr

Kapasitas produksi sesuai 101

o, Lirden Basnng Ealuan Haopasitas por wlinn
A
hl —_— —
i
| 3. | Parang dan Bahan | :
Mo, | HB Uralan Goeang Satuan Rent biper per Jalin
a.
I,
£,
4. | Hasil Produksl |: |
Mo | HS Uraknn Barsug ST Misa pirochalkesl Reneana elkspor

e Lalagm

1L

F

'
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B. Penerima aublontrak®™® | :

.

Hama Moamor & Tohapan kegnlan
Mo, | pescrum | NPWE ﬂﬁ:‘:ml"“' Tounzgal Alama proculisl yang
srrlikeonimmb T Kiewilrak: clislskeon ekl
A
L.
&

| 6. | Periode KITE Pembebasan

**dalam hal terdapat proses produksi yvang akan disubkontraklkan.

Pemohon (Penanggung
Jawab Badan
Usaha /Direksi)
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PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN

EITE PEMBEBASAN DAN/ATAU KITE PENGEMBALIAN

I. DAFTAR ISIAN TENTANG ENTITAS BADAN USAHA

e U L

10.

L1

13,
13.
14.

LG

16.

Diisi dengan nama badan usaha.

Diisi dengan Nomor Pokol Wajib Pajak (NPWP) badan usaha.

Dil=i dengan Nomor Induk Berusaha,

Diisi dengan alamat kantor badan usaha,

Diisi dengan nomor telepon kantor badan usaha.

Diisi dengan nomor frdmile kantor badan usaha.

Diisi dengan alamat emadl kantor badan usaha.

Dilsi dengan data penanggung jawab perusahaan, berupa:

Nama;

Jabatan;

Kartu identlitas;

Nomor kartu identitas;

Nomor telepon,/HF; dan

. Email.

Diisi dengan informasi mengenai fasilitas kepabeanan yang telah

dimniliki oleh badan usahs dan masth berlalu, berupa:

a. Jenis [asilitas;

b. Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas; dan

c. Lokasi.

Diisi dengan pilithan:

a. Barang dan Bahan yang akan digunakan seluruhnya merupakan
barang yang diimpor atau dimasukkan dengan fasilitas KITE: alan

b. Barang dan Bahan yang akan digunakan sebagian merupakan
barang yang diimpor atau dimasukkan dengan fasilitas KITE, dan

sebagian lainnya bukan barang yang mendapatkan fasilitas KITE
(barang asal lokal atau impor non fasilitas KITE).

Diisi dengan pilihan:

a. Hasll produksi seluruhnya diekspor: atau

b. Hasil produksi sebagian dikspor dan sebagian di jual ke dalam
negert.

Diisi dengan nilad investasi awal dan saat inl.

Diisi dengan jumlah tenaga kerja badan usaha.

Dilsi dengan data keuangan sesuai laporan ktuangan perusahaan 2

{dua) tahun terakhir, berupa:

Asct Lancar;

Toal Aset;

Utang Lancar;

Total THang;

Modal;

Laba/Rugi Bersih,

Diisi dengan indikator kinerja utama (leey performance indicator) yang

clitargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi

yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE Pembebasan, paling

kurang memuat informast mengenai targel devisa ekspor dan target

FFPh badan Pasal 21,

Indilator Jain yvang bisa ditambahkan antuls diisi seperti nilal investasi

dan jumlah tenaga kerja.

Diisi dengan tanggal kesinpan badan usaha untuk dilakukan
pemeriksaan lokasi,

e AD T

maanD
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DAFTAR ISIAN TENTANG EKSISTENSI BADAN USAHA

1. Diisi dengan data lokasi (empal pengolahan /pabrik badan usaha yang
dimehonkan untuk mendapat fastlitas KITE. berupa:

. Alamat;

Luas, dalam satuan meter persepi:

Status kepemilikan /penguasaan, misal hak milik atau sewa;

Jenis, nomor, dan tanggal bukil kepemilikan atau buku penguasaan

lokasi;

Mulai, yailu tanggal dimulainya walktu penguasaan atas lokasi, diisi

dalam hal bukan hak milik:

[. berakhir sampal dengan, yaitu tanggal berakhimya waktu
penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik.

2. Diisi dengan data lokasi tempal pembongkaran dan/atau penimbunan
barany dan bahan yang dimohonkan untuk mendapat fasilitas KITE,
berupa:

a. Alamat;

b. Luas, dalam satuan meter persegl;

€. Slatus kepemilikan/penguasaan, misal hak milik atau sewa:
ol

- Jenis, nomor, dan tanggal bukii kepemilikan atau bukti penguasaan
lokasi;

. Mulai, yaitu tanggal dimulainya waktu penguaszaan alas lokast, diisi
dalam hal bukan hak mililk:

[. berakhir sampal dengan., yaitu tanggal berakhimya wakiu
penguasaan atas Jokasi. diisi dalam hal bukan hak milik,

angp

II. DAFTAR ISIAN TENTANG KEGIATAN PRODUKSI BADAN USAHA

1. Diisi dengan data Izin Usaha Industri berupa:
a. Instansi penerbit [UL:
b. Nomor U1
c. Tanggal LI
d. Bidang Usaha Industrl.

2. Diist dengan daftar hasil produkst baik yang diekspor maupun dijual ke
dalam negeri serta kapasitas produksi sesuai IUI yang terdiri dari data
herpa:

a. uraian hasil produksi;
b. jenis satuan; dan
€. kapasitas produksl per tahun sesual U],

3. Diisi dengan daftar barang dan bahan yang akan diimpor atau
dimasulckan dengan menggunalkan fasilitas KITE, yang terdiri dari data
berupa:

d. kode HS barang dan bahan, sckurang kurangnya menunjukkan
klasifikasl dalam bentuk 6 [enam) digit kode HS:
e. uraian barang dan hahan;
jenis satuan; dan

g perkiraan jumlah barang dan bahan yang akan diimpor atau

dimasukkan dengan menggunakan fasilitas KITE dalam 1 [satu)
tahun.
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4. Diisi dengan daftar hasil produlksi yang diekspor, vang terdin dard data
berupa:

#. kode HS5 hasil produlsi, sekurang-kurangnya menunjukkan
klasifikas! dalam bentuk 6 (enam) digit kode HS:

b. wraian hasll produksi;

¢. jenis satuan:

d. masa produksi per jenis hasfl produksi, yaitu wakiu yang dimulai
dari proses dari barang diminta oleh baglan produksi untuk
dilakukan produksi atau dikinm ke badan usaha subkontrak
sampal menghasilkan barang jadl untuk diekspor, dalam satuan
Harl.

€. perkiraan jumlah hasfl produkst vang akan diekspor dalam 1 (satu)
tahun.

5. Diisl dengan data penerima subkontrak yang menggunakan barang dan
bahan asal fasilitas KITE, terdiri dari:

nama penerima subkontrak;

NPWP penerima subkontrak:

Nomor [zin Usaha Industd atau dokumen sejenisnya;

Nomor dan langgal kontrak perusahaan dengan penerima

subkontrak;

alamat penerima subkontrak:

tahapan keglatan produksi vang disubkontraklan. dengan pilihan

tahapan sebagai berikut: awal, dalam proses, atau alkdhir.

6. Diisi dengan periode KITE Pembebasan Yang diajukan oleh badan
usaha, dalam satuan Bulan.

Do

e Bl
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FORMAT TANDA TERIMA

e e L — e e e

KOF SURAT KANTOR PABEAN

o o s o R RIS 358 8 s o o e o B

TANDA TERIMA BEREAS PERMOHONAN ........ccc...

e e o W

Yth. Pimpinan Badan Usaha _..........
B e

Berdasarkan surat Saudara Nomor ..., tanggal .......... T R R dengan
ini kami sampaikan bahwa berkas permohonan lengkap dan dapat diproses lebih lanjut.

Petugas,

TTD



Penilaian SF1 dilakukan dengan cara menilal komponen sebagai berikut:

=116 =

TATA CARA PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

D S 0S8 20 e o e e e o R

e e e e

S T o o s N O o o e e B O

- P  EKriterla Penilatan
® L, 3 Ada/Ya Tidak Eeterangan
1. el sUul-:mrLrgmisam yang jelas

lmemﬂlﬂ uralan atau deskripsi lugas [job
2. | description) dari setiap baglan dalam
|| struktur organisasi

adanya otorisasi oleh pihak yang bervenang

3. | alas setiap proses blsnis terkait pemasukan

Ef-”.in pengeluaran barang

4. | memiliki sistemn dan SOP yang memadal
antara lain meliputi:
| A, pemesanan dan pembelian barang

b. penerimaan dan pernasukan barang

c. pengeluaran/pemalkalan harang
untuk proses produksi

d. pemasukan dan pengeluaran hasil
produbes]

e. pencatatan dan pembukuan alas
transaksi pemasukan dan
pengeluaran barang

[. pemeriksaan atau pencacahan fisik

L barang

5. | pengkodean terhadap persediaan barang
" | dan bahan

g | Mmemillid Japoran keuangan yang telah
| diaudit oleh auditor independen

Kesimpulan

Mama Pejabat Penilai

Jalatan

Tarnda Tangan
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FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

S — .___—..__---.....___--|_.__-....__--.-.d__--..__--.-.--._-——..___-.-____.....___--...___--- e T Em—

KOF SURAT KANTOR PABEAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

DOORIENER S i
Pada hari ini ......... langgal ....... R I R - T kami yang
bertandatangan di bawah ind sesual dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor ............
No. ... tanggal ..... seria menindaklanjull sural permohonan fasiliias KITE badan
usaha ... No. .... tanggal ............... « telah melakukan pemeriksaan Lerhadap:
l. Nama Badan Usaha .
< Newe
. Alamat kantor .
4. Alamat Pabek 0,
S Emaflresn .,
6. Nama pemilik/penanggung jawab
7. Alamat pemilik/penanggung jawab ;...
8. Bidang usaha industr AR
9. Hasil produksi Ak s

Kegiatan Pemeriksaan Hasil

Pemeriksaan/ Hesimpulan
I. Penelitian (valicasi) dokumen dan administrasg

[I. Analisa kriteria dan persyaratan
a. SPI
b. IT Inventory
¢. Profil Badan Usaha
. Pemeriksaan lapangan
a. Pabrik /Kegiatan Produksi
1} tempat penimbunan Barang dan Bahan {lekas)

Z) tempat penimbunan Hasil Produlksi flokasi)

3; Pabrik/tempat pengolahan {lokasi)

4] Kegiatan : :
p:ngulnhanfpemasa.nganfpcrahﬂan {dtiar aII ani pradaal

b. Tempat pembongkaran dan falan penimbunan

1} Tempat pembongkaran dan fatan ilokasi)
penimbunan di dalam Pabrik

2) Tempat pembongkarar dan/atau
penimbunan di luar Pabrik (lokasi)
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¢. Badan Usaha Penerima Subkontralk
1}. Pabrik

2). Tempat pembongkaran dan /atau
penimbunan

d. Informast lainnya

Lampiran:

1

Foto lokast

2. Foto dan daflar mesin atau barang modal;
3.
4. Lain-lain

Denah dan peta lokasi ...

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya,

Pejabal Bea dan Cukad,

EL L LT T e

I e e e e e
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FORMAT PENILAIAN PRESENTASI PROSES BISNIS

————rm

KOP SURAT EANTBR W]].ATAIEI,.I"EPU

—

PENILAIAN PRESENTASI PH.ﬂE-EE BISNIS

No

P s i =T

Kriteria Penilaian

Eomponen Punltlulnn

Ada/Ya

Tidak

| Keterangan

Persyaratan dokumen dan administrasi

| Komitmen badan usaha dalam melakukan

pemaparan proses bisnis dan perizinan KITE

a. Penanggung jawab atau Direkiur
badan usaha dapat dihadirkan pada
saal presentasl dan sesuai dengan

vang tercanium dalam akte pendirdan
perusahaan yang terakhir

b. Isi paparan dapat menggambarkan
profil bisnis perusahaan secara utuh

c, F'-:nanggung jawab alau Dlrfktur
Perusahaan memahami proses bisnis
KITE

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

A. Memiliki strukiur organisasi yang
jelas

b. Badan usaha memiliki S0P yang
memadai terutama berkaitan dengan
barang yang ﬂmn dthnpnr dengan
menggunakan fasili

Sudah mend.qrigmnkan IT Inventory
sesuai kt:tnnl_unn

Jenis Usaha (Nature Of Business) Badan

a. alur produksi dari barang dan bahan
baku menjadi barang jadi

b. keterkaitan jenis bidang wusaha

perusahaan dengan barang dan bahan
baku serta hasil produksi.

Indikator  kincrja  wutama  [(key
performance indicator) yang
ditargetkan oleh badan usaha untuk
mengukur manfaat ekonomi yang
ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas
HITE

7.

Berita Apara Pemeriksaan dan
Rekomendasi Kepala Kantor Pabean

Informasi lainnya yang diperoleh dari
paparan badan usaha:

=W

Kesimpulan

Catatan
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Nama Pejabat Penilai 1
NP

Jabatan

Tanda Tandan

Nama Pejabatl Penilal 2
MIP
Jabatan

Tanda Tangan

Nama Pejabal Penilai 3
MNIFP

Jabatan

Tanda Tangan

clsl.
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FORMAT BERITA ACARA PRESENTASI PROSES BISNIS

D — =

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

R e e e E

------ e

BERITA ACARA PRESENTASI PROSES BISNIS
NOMOR! .ovianiisssiinissnnraanrs

Pada hart il ........ langgal ... SRS I - ¢! - ; [ tahun ........ kami yang
bertandatangan di bawah ini sesual dengan Surat Undangan No. .... tanggal ....., dengan
ini menyatakan bahwa:

Nama Perusahaan

Lokasi Perusahaan

NFWP -

lzin yang Dimohonkan : [KITE Pembebasan danfatan  KITE
Pengembalian)

Jenis Hasil Produksi

i Dbl

* tidak melakukan presentasl proses bisnis sampai dengan batas waktu yang telah
ditentukan.

lelah melakukan presentasi proses bisnis, dengan hasil sebagai berikut:
berdasarkan penilaian, dapal disimpulkan bahwa permohonan PT ... dapat
disetujui/disetujui dengan perbaikan (menvebutkan perbaikan yang harus
dilakukan)/ditolak  (menyebutkan  alasan  penolakan) untuk  ditetapkan
sebagal ... /perln  dilakukan presentasi lanjutan [menyebutkan pemaparan
dan/atan perbalkan yang harus dilakukan).

s

Presentasi telah selesai dilaksanakan pada tanggal .......... pukul .............. ;

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pejabat Bea dan Cukai dan Pemeriksa
Perwakilan Perusahaan

B e = =

Mengetahui
Kepala Kantor Wilayah /EPU, R PR PR L,
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FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMEEBASAN

e EEmEEEEEEd N EEE @S

00000 50 B 8 e s = 5 e

MENTER B ALY
EEIA L s T

HEEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

REFUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

i

NOMOR ..oocoaaiees

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan
badan wusaha ... DOMOE L. tanggal ..... . diperaleh
kesimpulan bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan dan
kriteria untuk ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a. perlu menelapkan Kepuatusan Menteri Keuangan tentang
Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pembebasan
BRI i icintiisen i s o 1

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 lentang Kepabeanan
{Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nemor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 4661]);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMKE.04/2018 tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewal atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah,

Dirakil, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk
Diekspor;

Memperhatikan: 1, Berita Acara Pemeriksaan Nemor ... tangdal ...... i



PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menstapkan
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MEMUTUSKAN:

Menetaplkan badan usaha ... PRV e s i sebagal
perusahaan pencrima fasilitas KITE Pembebasan.

Penelapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertal
kewajiban untuk mematuhi selurah peraturan perundang-undangan
il bidang Kepabeanan., Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di
bidang impor dan ekspor, termasuk kewajiban melunasi seluruh
kewajiban pembayaran, apabila lerdapatl barang yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan Ji bidang kepabeanan yang memanfaatkan fasilitas KITE
Pembehasan.

Data enfitas, ehksistensi, dan kegiatan produoksi  perusahaan
scbagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, Lampiran [I, dan
Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
Hepulusan Menteri Keuangan ini.

Keputusan Menterd Heuangan ini mulal berlalu pada tanggal
ditetapkan.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAL
PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA .......cciniimniiniin

Salinan Kepulusan ini disampaikan kepada:
. Menteri Keuangan;

- Dhrektur Jenderal Bea dan Culal;
. Direktur Jenceral Pajak;

. Direktur Penindakan dan Penyldikan:

|
2
3
4, Direktur Fasilitas Hepabeanan;
5
G

. Repala Eantor Fabean ...... (vang mengawasi lokasi tempat usaha, pelabuhan
bongkar, pelabuhan muat, dan/atan badan usaha penerima subkontrak):
7. Pimpinan ........ (perusahaan).

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH,/KPU
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LAMFPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
HOMOR |

TANGGAL

LAMFPIRAN I

DATA ENTITAS PERUSAHAAN

L L

Nama badan usaha
Nomaor Pokok Walib Pajak
Nomor Induk Berusaha
Alarmal kantor

Nomor telepon Kantor
Nomor faximiie kantor
Emall lantor

Dala penanggung jawab

M.

Maran Jakatan

Kartu sdentitns Momagr Barlu idandilns | Meanor Emmil

teiepon/HP

.5
[

L

9 Faasilitas kepabeanan yang telah
digunalkan

Mo,
i

Jenis Fsddas Mo ol Laiggend sursl kepsiiusan Bsilitas Lathciusd

bi.

b i

1. Asal perolehan barang dan bahan e Mtk R S
1. Tuuan penjualan hasil produksi

12. Indikator kinerja utama (key
performance indicator fKFI)*

M. Insikenior Z Torgel
i, PP Bidngs Prsa] 21

b Dievidsn ehspor

.

*Target KPI yang cicantumban adalah target untuk periode tahun pertama setelah badan
usaha ditetapkan sebagai Perusahasn KITE Pembebasan. Target KP untuk periode
berileutnya dicantumban oleh Perusahaan KITE Pembebasan pada laporan capalan KFl vang
disampaikan kepada Kepala Rantor Wilayah/KPL setiap tahun,

Diletapkan di .........
pada tanggal ...,

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

HOMOR
TANGGAL
LAMPIRAN II
DATA EKSISTENSI PERUSAHAAN
1.  Tempal pengolahan/pabrik

I am-r " Bkl kepeoilikan _ Leraklin

M%) W“nﬂ:"llm&l :ﬂ! Jeivis Momear | Tanggal mulni x:"p"t
A e
LD,
[

o Tempat pombongharan dan/fatau

penimbunan barang dan bahan®*

b Slatng Bukli bepemilikan hovaklily
Koo | Alnmal py | Bepsmilkans | Jdenis | Momor | Tanggal | el sampal

==l THES Y dhengin
i
B
[
Ditetapkan di ......
pada tanggal ......

an  MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOE

TANGGAL
LAMPIRAN III

DATA KEGIATAN PRODUKSI FERUSAHAAN

1. [lzin Usaha Industri (IUN)
4. Instansi penerbil U1
b. MNomor IUT f e e
¢, Tanggal IUL R T R Y
il. Bidang Usaha Industri - ;

2L Kapasitas produlsi sesuai UL

M. Uiratan Basnog LT Hapasitas per talnn
=

LER

€.

3.  Barang dan Bahan

Mo, HS Uiy Barmig Salwm Rencama jmpor per Ll
il

i,
i,

4. Hasil Pradiles)

Hao. | 143 Uralan Boraige Saluarn MMasa produks) Renana elagor
FET inlnn

g

B. Penerima subkontrak®*

Mo. | Wams penerionn subkontrak [ WPRP | Akt Tahapan keglalon procuhsl

G Periode BITE Pembebasan I i bulan

Ditetapkan di ......
pada tanggal .......

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA EANTOR WILAYAH /KPU
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FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN FASILITAS EITE

e o e g T - 5 e o e - e g R e i o e e

MNomor : THDERAL i iiin snriaie
Sifal

Lampiran

Hal ¢ Pemberitahuan Penolakan Permohonan Fasilitas KITE

Y¥th. Pimpinan ...
cli

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomior § ... tanggal ....ocnn
hal permohonan fasilitas KITE, bersama ini kami sampatkan bahwa berdasarkan:

] hasil penelittan administrasi

[] hasil analisa kriteria dan persyaratan

[] hasil pemeriksaan lapangan
permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

R
o, st

Demikian disampaikan untuk dimakiumi.

Nama Jabatan

DIREKTUR JENDERAL.
-tid-

HERU PAMBUDI

___Salinan sesuai dengan aslinya,
cegretaris Dircktoral Jenderal

ey uh.

W Bagian Umum

IF 19700412 198912 1 001
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IAMPINAKM I}

PERATLUHAN DERERTUR JENIFERAL [EA DAM Cimoa
HOSA0H PER- 4 /RCF30LE8

TENTANG

PETURILUY  PELAHSAMAAY  DPERATUIAN  MENTISD
HELIASGAN ISEIUILIE 1Pl RS A RO
PRI, DU /B0 B TENTAND PEMUSCIASAN PR WAL
IS TISE THPLSG T PralAR PFERTAMDAI AN NIEAS ATAL
F Bl AR PYIET SRR AAILAN MNILAT o Il PEPLILIALAN ATAS
EAEAND MISWAR ATAS IMINOR DARANG  1GAN  [HALRRR
UBSTUE IMOUARL [HRAKIT, ATALN [HIASANG PATIA ARANG
EAIP IHECARGAR TUAILIAN UNTUH ENK S| O

KEGIATAN PENGAWASAN UNTUK MEMASTIKAN DIPENUHINYA
KEWAJIBAN PEMENUHAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS
KOMPUTER (IT INVENTORY) YANG DAPAT DIAKSES OLEH DIREETORAT

JENDERAL BEA DAN CUKAI SECARA DARING (ONLINE)

———— S s ———— -

Kegiatan

Triwulan |

batas wakiu pemenuhan kriteria daring,

Menyvampaikan pemberitahuan  pertama ké;pa_d:
perusahaan atas kewajiban [T Inventory daring (online) dan

Dalam hal IT Inventory perusahaan telah dijalankan secara
online, pejabat Bea dan Cukai melakukan uji coba dan
penilaian.

Trivulan [1

e

Menyampaikan pernberitahuan kedua kepada perusahaan
unfuk Menvampaikan pemberitahuan kepada perusahaan
atas kewajiban IT Inventory daring (onlingl dan batas
waktu pemenuhan kriteria daring.

Mengidentifikasi kendala yang dialami perusahaan.

Memberikan asistensi kepada perusahaan untuk
memenuhi kriteria daring (ontine).

Triwulan I11

Memantau perkembangan IT [nventory perusahaan dan
memberikan asistensi atas kendala yang dialami
perusahaan,

Menyampaikan pemnberitahuan ketiga kepada perusahaan
atas kewajiban IT Inventory daring (online), batas waktu
pemenuhan kriteria daring dan konsekuensi berupa
pembekuan fasilitas KITE.,

Tretwiilan [V

Menyampaikan pemberitabiuan keempal kepada
perusahaan alas kewajiban IT Inventory daring (onling),
batas wakiu pemenuhan kriteria daring dan konsekuensi
berupa pembekuan fasilitas KITE.

Melalkukan pembekuan fasilitas KITE terhadap perusahaan
yang belum memenuhi kriteria daring (online) pada akhir
triwulan setelah melewati jatuh tempo satu tahun sejak
tanggal surat keputusan penetapan sebagai perusahaan
BITE
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FORMAT CHECEKLIST KEWAJIBAN PEMENUHAN IT INVENTORY

L i i o

-------- -

CHECKLIST KEWAJIBAN PEMENUHAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN

BERBASIS HOMPUTER (IT INVENTORY)]
NAMA PERUSAHAAN

| No. | Kriteria Wil | ¥a / Tidak |

Keoterangan

I P‘E-HEAT.&TAH

Mencatat pemasulian dan pengeluaran Bahan Baku

1.2. | Mencatal pemasulian dan pengeluaran Barang Dalam
Proses (WIEF)

Mencatal pemasukan dan pengeluaran Barang Hasil
PTI:I'.‘['I.I.]-ECI.

Memal kolem jenis, nomor, dan targga] dokurmen

A
1.4.
1.5. | M:namﬂli;.an saldo barang
1.6.
| kepabeanan
7

Memual keterkaitan antara pemasukan dan pengeluaran
dengan dolumen kepabeanan

| 1.A. | Penggunaan kode atas barang dan bahan baly serta
Barang Hasil Produlesi

LAFORAN

Menghasilkan L.aunmr;; E-F_mEI.-ELii]'L;t'l.I'I Bahan Baku

Menghasilkan Laporan Femakalan Bahan Balu

2.3, | Menghasilkan Laporan Pemakaian Barang dalam Proses
{(WIP] dalam ranglka Kegiatan Subkontrak
2

| 24, | Menghasilkan Laporan Peniasukan Esmng Hasil Produksi

2.3, | Menghasilkan Laporan Pengeluaran Barang Hasil Produlsi

2.6. | Menghasilkan Laporan Mutasi Bahan Baku
2.7. | Menghasilkan Laporan Mulasi Hasil Produles]

2.8. | Menghasilkan Laporan Penvelesaian Waste / Serap

II. AKSES ONLINE DAN REALTIME DATA

3.1, | Dapat diakses secara daring (onffne)
{wrh baserd fremote desktop/ desle ieaation]*

3.2, | Muwediakan Username dan Password khusus unluk
F'e|ahat;fi’tggﬂ B

3.3, | Menyediakan akses riwayat aktivitas (log history) keglatan

= o s

3.4, | Mmyajikm dala secara realtime atan tepat wakiu [thdal

lebih dari 3 hari sejak pemasukan / pemakaian J
pengeluaran]

2.5, | Menghasilkan laporan secara realfime sesual data yang
| oot

| IV. KESIMPULAN

Tempal dan Tanggal,

Nama Jabatan

N DIREKTUR JENDERAL.
aalinan sesuai dengan aslinya. -itd-
cRpetaris Direlitorat Jenderal
\ u.b. HERU PAMBUDI

NIF 19700412 198912 1 0Q1
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[AMPIRAN FIT

PENATURAN DIREKVLIR JEMUERAL (908 D0 CUHAL
MOMOR PER- 4 FRCIE0La

TEMTAND

FETUMILUK I'ELANSARN ALK FEHATLI AN MENTEIH
HKELAMGEAN REFLILILIK EV EDMHESLE LU O
TED/ AR08 B0 0E TENTARG PEMIIERASAN [HEA VASIIK
TN THRAK DAPLMGRT AA TERTAMOAIAN RELA ATAl
MAuBAR PEHTAMDALTAN MILAL THAN FAJAK FEMILIALAN & 1AS
IARANG MEWAID ATAS IMIH BARANG DAN IAILAR
IRNTURE RHORALT, TIBAIET, ATALF TaliSASARNS A0, DaIaMG
LSRN DEMMGAN TLRIUAN TNTUR [HESRSITIE

FORMAT LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ([KEY
PERFORMANCE INDICATOR) SERTA DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN
FASILITAS KITE PFEMBEBASAN

HOP SURAT PERUSAHAAN KITE

o . W e e

B e m m m m  E B

LAPORAN CAPAIAN INDIEATOR KINERJA UTAMA (KEY
PERFORMANCE INDICATOR) SERTA DAMPAK EKONOMI PEMEERIAN
FASILITAS KITE PEMBEBASAN

A  DATA PERUSAHAAN

T
2.
3

Mama Perusahaan
NEWE

Jenis Fasililas A KITE Pembebasan
b. KITE Pengembalian

Montior  SKEP  awnl  dad
perubahan terakbie

Brand Produksi

Jenis Investas : Blihan (a. PMA b BPDN . Lainmya (sebutlkan))

B CAPAIAN INDIEATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR)

No, |  Indikator | Target Pariode ., Perlode ... Target Perinde ..
d. PPh Badan Pasal 21

b Deviaa ekspor L

Ligf

C DAMPAE ERONOMI

k.

Z.
3
i

Jumlah Tenaga Kerja
Junilah Upah Tenaga Kerja
Milai Ekuiltas

Milai PMTB (pembentukan modal tetap
brutal f Penambahan Investas)

Jumlah Fr'h Badan Tabun Pajak Terakhir

Jumlah Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
flan Penerimaan Daerah Lainmys

Jumbah  Jaringan  Usaha  [Subkon,
Distributo, Vendor, clif} yang
menggunakan fasilitas
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B. Jumlah Jartngan Usaha  [Sublon,
Distributor. Vendor, dlll wvang tidak
mengiunakan fasilitas

8.  Jumiah tenaga Kerja pada jaringan usaba
yvang tidak mengeunakan fastiitas

10. CAPEX/Depresias
11. Labafrugl Usahs Schelum Pajak

12, Jumlah Pajak Tidak Langsung (contoh:
PEN. PPnBM. ben masul, hea keluar,
pajak impor]

13, Pajak Daerab (contoh: FPBB, pajak
kendaraan berovotor)

L4, Junilah nilai Devisa Ekapor
b3, Junilah nibal Deviga Impor

D PERTANYAAN UMUM

l.  Apakah Fasilitas WTE Bermantaat Bagi @ (Ya / Tidak, eebutloan alasan)
Peruanhaan?

2, Uraian Manfaat Fasilitas HTE Bagi
Perusakiaan

3. Apakahb terdapat ketentuan dan prosedur
saol dind vang  memyvulitkan dalan
penerapan di lapangan? Sebutloan.

4. Apakah terdapat ketentuan saat inl yang
tidak et=kiif dalam penemapan di
lapangany Sebutkan,

5. Apakah terdapat kendala dalam pelayvanan
fsilitas di Kamedl DJBC /KPUBC/KPTPRC

{sarana prasarana/ SKPY birokrasi/ SOmM]

G.  Adakah masukan untuk pengenibangan
pemberian fasilitas ke depannya?

MNama Perusahaan
Mama .Jabatan

DIREKTUR JENDERAL,
-Lidd-

HERU PAMBUIN

Salinan sesual dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

" o b,

: £ jlmll Adrijanto
e EUNIP 19700412 198912 1 001
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LAMPIHAR IV
FESATURAN | HIEETUR JENDERAL HEA DaN CLEAL
ROMOR FER: 4 fFBC /2019

[+

PETUMJUE PELAMSANAAN @ FERATLHAN -__.m.z.—._.uﬂ_ KELAMLGAN
REPUNLE  INDORIEES,  WOMOR LGP0 20 TENTANG
FEMBEDASAN HEA r_.-.@._:. CaN  TIDAK n_m.._.._.__._nn_.ﬂ PATAK
PERTAMBAMAN MILAI ATAL PAJAK PERTAMEAEIAN NILAL DAY PAIAK
%Ebﬂrﬁ% WMEWAL ATAS BPDE BARAND DAN RAHAN
UNTUE [HOLA], DIRAKIT. ATAL DIFASANG PADS BARAMG Lall
DERGAN TUIUAN UNTUR DIEESPOR

FORMAT FENCATATAN DATA LAPORAN EEUANGAN, DATA MENGENAI DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN FASILITAS KITE,
SERTA CAPAIAN INDIEATOR HKINERJA UTAMA (EEY PFERFORMANCE INDICATOR)

I. DATA LAPORAN KEUANGAN PFERUSAHAAN KITE

SKEF Fasilitas Laporan Kenangan rang Laba /Eogl |
- Ferusahaan Aset Lancar Total Aset Utang Lancar Total Utang Mlodal it
Pembshasan | momor | Tanggal Avdited Thr | Tha | Tha | Tha Tha | Thn | Tha Thn Th Ths Than Thn
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Il. DATA MENGENAI DAMPAK EKONOMI FEMBERIAN FASILITAS KITE

i SHEF Fasllitas Jenis Investacl _ Trata Dampak Ekanaml [sesesi Fll...u::.u..-_u 1T H.IEEM_F.. ind, Bagian C]
Perusahaan KITE
No. KITE NEWP (a. PMA b MPDN | Bmnd o | “Nilai Jomiah PPh
; | Produkel Jumlsh Upal _ Milai an
Pembebasan Nomer | Tenggal s pr Teaagn PMTE/ | Badan Tahun
[mebartean)) | Herja Tenaga Herja Ekultas investasi | Pajak Terakhir seterusnya ..
b _ =
III. DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR)
Perusahasn SEEP Fauilitas Tercapai Tercapal
Na KITE EITE En_“”m_nﬂ | Target | Capaian J Hn_&WE.. Target | Capaian / Fﬂ”ﬁnﬁn 3 | Target | Capaian
Peoilebasan | Nemer | Tasggal Tidak Tidak 4 |
= FFh Dievien
Baclan ek=por
Pazal 20
DIREKTUR JENDERAL,
Salinan sesual dengan aslinya. o

mn_.mE:w Direktorat Jenderal

HERL PAMELIDI
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LA MPIHAR W
PERATLELAN THREETLR JEMHERAL 1A DAN CLHRAL
CEACHE PER- A 71302019

TEITARMG
T dUE  PELARSANAAN PERATURAN  MENTEE]
HELIAKGA BEFIALIK I ESAA (Rl

H50,/ K 0 LA H TENTANG FEMIFIIASAN TIEA MASLIK
AN TIrkAR THPLNGLT T RAE FEHTAMDIATIAN MILAL ATAL
{Au] Ak FETTTAMBAT AN Pl A1 138N PAJAH PENIUALAK KTAS
BARANG MEWAH ATAS IMPOER  1BARARG AN Rl AR
AETLI 1 OILAL T, AXIFLAKIET ATAL THIRAAANG PAIA PaANG
LATN DM GAMN TLRLLAN I.IH'J'IJI'I:!I}FI-:!EI*EH

MENTERI KEUANGAN
REFUBLIE INDONESLA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESLA

KEPUTLSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MOMOR ...cconnee

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ....... TENTANG
PENETAPAN SEBAGAL PERUSAHAAN KITE PEM EEBASAN KEPADA ...ooccovmmmsrmmrmrmes

Menimbang

Mengingal

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESLA,

: @ bahwa setelab dilakukan penelittan  terhadap surat

pﬂrmmﬂﬂam’pemhcﬂlahuan perubahan data oleh FI ..
AOIMAL  cossmesere  CATEERAD  oiimiiinne . dipereleh kesimpulan hanwa
permohonan perubahan  dala dimaksud  lclah memenuhi
persyaraian /periu dilakulan perubahan data pada Keputusan Menterd
Kepangan tentang Perubahan atas Kepulusan Penetapan sebagal
Perusahaan KITE Pembebasan:

. bahwa berdasarkan pertimbangarn sebagalmana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...
tentang Perubahan atas Keputusan Penslapan sebagal Perusanaarn
KITE Pembebasan kepada .....0

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Kepabeanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661}



Memperhatikan:
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2. Peraturan Menteri Kenangan Nomor 180/PMK.04/2018 tentang

Pembebasan Bea Masulk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilat dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
alas Impor Barang dan Bahan untuk Diclah, Dirakit, atau Dipasarys
pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

Loiv. (dokumen pendukung perubahan data keputusan
pemberian fasilitas KITE Pembebasan):
S :
MEMUTUSKAN:

Menctapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERTAMA

REDUA

KETIGA

EEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ....... TENTANG PENETAPAN
SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA ..oooooovovoiveae oo

Mengubah Lampiran ... Keputusan Menteri Keunangan Nomor .......... :
Tanggal ...... menjadi Lampiran ... yang merupakan baglan Yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Menter Keuangan ind;

Keputusan Menteri Keuangan Ini merupakan baglan yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....;
Kepulusan Menteri Keuangan ini mulai beraku pada tanggal
ditetaplan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

Menteri Keuangan:

i.
2. I¥rektur Jenderal Bea dan Cukai:
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direlktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean ... lyang mengawasi lokasi tempat usaha, pelabubhan
bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
7. Pimpinan ........ (Perusahaanj.
Ditetapkan di ........
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH /KPU
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LAMPIRAN KEPUTLISAN MENTERI HEUAMNGAN

MCHRTOH
TANGONL

LAMPIRAN I

DATA ENTITAS PERUSAIIAAN

- i, Sl R o g o

1.
11.

Mama badan usaha

Momor Pokok Wajib Pajak
Momaor Induk Berusaha L L o e
Adamat kantor

Momor _foximile kanbor F i
Email kantor :

[ala penanggung jawab

[z, Mnzm Joahalan | Barie identias | Momor kara entilas | Momor Enmaill
|_letepon /HP

[}

=)

Fasilitas kepabeanan yang telah
digunalan

Jenks (nsiliths | Nomor dan ol suril kepubusan Gadiias Lokas:

r:.rrl.ﬂg.

Asal perolehan barang dan bahan
Tujuan penjualan hasil produksi

Ditetapkan i .......
pada tanggal ......

an. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH,/KPU
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LAMPIRAN KEFUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR
TANGGAL
LAMPIRAN II
DATA EESISTENSI PERUSAHAAN
1.  Tempat pengolahan/pabrik

Mo, | Almnal | Luas Halus Buk{ xepemlikan riaslal ek
iM% | kepemilikan f sl
34T TRESE fleryfan

Jenin Moo Tint il

2, Tempat pembonglearan dan fatac
penimbunan barang dan bahan®

Mo, | Alamal | Tasss Salus Huoklt kepernitikan mankai ek
15 B kepemililean sanvpal
BE U 4.Ir|:|.ﬂ=:|

Jenis Momor | Tanggnd —

—

ft IFI?"

|

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ......

an. MENTER] KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH /EFPU
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LANMPIRAN REPUTUSAN MENTERI KEUAMNGAN
NOMOR

TANGGAL
LAMPIRAN IIT
DATA KEEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN

1. Tein Usaha Industed (TU1)
a. Instansi penerbit IU1
b. Nomaor ITJ]
¢. Tanggal ILN
d. Bidang Usaha Indusir

2. HKapasitas produlst seaeat 111
hraian [Enrning Sakndin Kapaullas per Ladvoa

Mea
A,
Iz
o

3, Harang dan Bahan

Mo, | HS Liratan Barcag Saluan Fereais tmpor per ki
a. i

I3

= l

4,  Hasil Produksi

Mo, | HS Urndna Barang ! Saluam Mn.'.“rpruﬂl.llﬂ Heiicming ekspar
i per tadiun

i |

I = |

e

a8 Peneriima subkontrak** .
| Mo Huma penethoy subkontrak | NPWF | Alamad Tahagan kefialan prodiksl

- :
In.
e,

. Periode KITE Pembebasan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ......

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH [HPT

Salinan sesuai dengan aslinya, DIREKTUR JENDERAL,

L=

i) HERU PAMBUDI

bitidi Adrijanto
19700412 198912 1 001
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TAMEAR VI
[ RATL LA THEEISTUIE JERTIKEA. HEA FLAR CLTHAN
MO0 PRI 4 FEC 200

THEITTAML
PREILBGILE  PELANSAHAAR  PRIEATURAN MENTI
KHLANCAN REPLMLIK IR I RESA PRI

1O0 PR Od, 201H TERTANG TEMBEHASAN [TEA MASLILL
LA THMKE DIPUNGUT BAJAR (R MERATIAR MILALATALT
PUJAK PRILUARIATIAN MNILAL [AN PATAR PERJUALAN NTRS
BARANG MEWAR ATAS AT TRABERIG  [RAM  ERALTAN
LIRTTLIR EOICHAL L, I HIGARET, AFALT BIDAS ARL i, FRALLANT
AT DIENCAN TIAILAN IR L F RS

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAHAN PERMOHONAN
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE
PEMBEBASAN

et sl R S W ol MU .-_____--.---_____---____..‘.—--_..-----_ua - e e i B - B e S L

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/ KPU

Nomor ] Tanggal.....ccomrmearainns
Sifat

Lampiran

Hal . pemberitatan Penolakan Pertnohonan Perubahan atas Keputusan

Penetapan sebagal Perusahaan KITE Pembebasan

Yih. Pimpinan ...
eli

Sehubungan dengan surat permohonan Soudars NOMIOE © .oeweess tAREEAL oeneii
hal Permwhonan Perubahan atas Kepulusan Penetapan sebagal Perusahaan KITE
Pembebasan, bersama Ini kami sampaikan hahwa berdasarkan hasil penelitian
lerhadap dokumen pendukung. permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

Saudara dapat mengajukan permohonan pemrosesan kembali perubahan alas
kepulusan penetapan sebagad Perusahaan KITE Pembecbasan seteloh mementihi alasan
penalakan / menyampaikan dokumen pendukung berupa ...

Untuk kesterangan lebih lanjul Saudara dapat menghubungi ... {unif) dengan
nomor telepon ... Jemal ... (nomor telepon dan email resmi kantor).

Demikian disampaikan untuk dimalchami.

Nama Jabatan
DIREKTUR JENDERAL.
Salinan sesual dengan aslinya.
=g hretaris Direkiorat Jenderal -ttd-
M Bagian Unmam HERU PAMBUDI

e -ji';." judi Adrijanto

== P 19700412 198912 1 001

o
=

—
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LAMITIES N VT
IEIRATLIRAN TIHERKTL JERDEILAL 19FA TIAN CLIAL
HAME P 4 DT/

TENTAND
PECTLIMLILIE IFELARE AN AAN PERATLIRAN M EATERD
EELAMGAN L B R IRIIMESIA RO IH

IR TR0 F2008 TENTARG FPEAEIIASAN TIEA MASUR
PR CTTIA K BIHTINGLUT FALAE TRETARMERS AN Rl a0 ATAL
Ui AR THRTARNIA] AN MOAL LN Pl al FEMDLWE SN AT RS
IWAHANG MEWAID ATAS IMIPOR RAalaks pad AN
LINTLUIH [ DICA.A00, DERARTT, ATAL [NASART 10k iaba NG
1ATM DIGA R TURILLAN UNTLIR IHERS

FORMAT SURAT TANDA TERIMA JAMINAN

T S i i S R S i ol i s e

KOP SURAT KANTOR WILAYAH KPU ﬂTAU I"LP..["-I'I'DR P.F!.B EAN

e e e e i e i iy e e e

SURAT TANDA TERIMA JAMINAN / JAMINAN PENGGANTI®

NOMOR: .../ il

Sudah terima dard ..., (Perusahaan KITE]

Eepuiusan pemberian [asilitas

KITE Pembchasan /MNFWT P T M ] S

Bt T e e

Nomor/ Tanggal Jaminan T T T T L WP EERETRTEERA

EBenluk Jaminan

Nomor/tanggal™*®:

[ ] Aju BC 2.0 P IL
Aju BC 2.8 T R L e S
AluBC25

L] PPF.TZ A ————

[] Dolcumen Lainmnys ST P ST PO L

*pilih sesuai jaminan yang diserahkan

*hanya dapat disilang salah satu,

dengan keterangan sebagal berihu:

Nama dan Kode Penjamin 0
Periode Jaminan SRRy ¢ AP
Nilai Jaminan 52 I
yang men:.rer"ihlmn yvang menerima,
DIREKTUR JENDERAL.
-td-

HERL PAMBLIDI
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L M PTREA

PEiATLIRAN INIRERTL JEMUERAL A TIAN CLKAl
BN FRR: 4 TR0

THNTAND

FICETINLILIE FELARSANAAN FresLA PLIRAR MENTHIE
HELIAMCAR HEFUELIE IR ESIA RO
IS0 DA 2018 TEMTARG FEMINSHEASAN Bk WAL
[TAR THaH PGl AT Al TEITAMIAL AR RILA] Atall
o LA DEETAMERAFI AN SILA] AN Sl AR BERTALAN ATAS
TAMANG BIFWALL KUAS IMMOEE EMUCARD TN [IALLAN
LTI LTI0AAN, ERARTY, ATAL LAlIEA AR TN ERAMANG
adf THEN AN TULFLLAN ISR, | HEHS R

LOKASI SELAIN YANG TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI
PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

________________ o i e i e i e e BT ————— L Ll LS e —— e —

KOP SURAT PERU SAHAAN

Nomor JRERE 15 S Tanggal ..o -
Lampir|nl & eeecnenmns
kial . permohonan Pembongkaran dan/atau Penimbunan Bararg dan Bahan,

Barang Contol, dar/atan  Hasil Produksi ke Lokasi selain yaig
Tercantum dalam HKepuluisan Penetapan scbagal perusahaan KITE

Pembebasan
Y¥ih. Kepala Kantor Wilayah/KIU .-

Dengan ind diberitahukan bahwa kami:
mMama Perusahaan N w5
SKEP KITE Pembebasan & ...

mengajukan permehonan untuk melakukan pembongkaran dan/alay penimbunan

Barang cdan Bahan, Darang Contoh, dan/atau Hasil Produks! ke lokasi selaln yang

(ereantum dalam Keputusan Peneiapan sehagal Perusahaan KITE Pembebasan, yailu
Lokasi Gudang/.... BT T

Alamal Jre—

Jenis barang yang ditimbun T eesrnnaresibrs

Jumiah barang G e 5

Packing List P

perkiraan tanggal pembongkaran dan/fatan ! e
penimbunan

gl ok

Demikian kami sampaikan.
Penangpung Jawab
Perusahaan /Direksi

Salinan sesual dengan aslinya, DIREKTUR JENDERAL,

clretaris Direkiorat Jenderal
B, UL thel-

i

HERU PAMBULM
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LARPIEAN X
IERAVUHAN DIREETUR JERDEHAL A AN LAl
W06 PER-4 S0 2019

TRNTAMD
PETLNIUE PR S A AR PRIEATLICGARN ~ MESATER
EFELINMGAN FEIIEELE 1L I SLA, PN

| GO Phakoa 2l TENTANG PEMITEEASSN A MAasLIE
[amb TITIAK, DHPUINGLR AT EFTAREAIIAN BLAL STHLE
o LA PEATAMA AN MILAE U#.‘I]'ﬂ.l-ﬁ!".lﬁ-."-lulr.'d AN NTAS
{ialeARG  MEWAH ATAS IMPOH TRAHANG [aAs Al I
LML CaRTiLAl . CTRARTT. Al THPAS AN PRl THABLANT:
LA TYERGAN TLULILIAN UKTUIE DIERRIOH

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBONGKARAN DAN/ATAU PENTMBUNAN
BARANG DAN BAHAN, BARANG CONTOH, DAN/ATAU HASIL PRODUESI KE
LOKASI SELAIN YANG TERCANTUM DALAM EEPUTUSAN FPENETAPAN SEBAGAI

............................................... i -._..--_--.-—-a..r--_-.—--_.p—-_g o ———

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor £ A TATEEAD -vovvaermarnnesss

Lampiran

Hal . pPemberltahuan Pembongharan dan/fatau Penimbunan  Barang dan
Bahan, Barang Conftoh. dan/atau Hasil Produksi ke Loknasi selain yang
Tercantum dalam Heputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE
Pembebhasar

yvih HKepala Kantor Wilayah/EPU ...

s | ST S

Dengan ind diberiltahukan banwa lamk;

Nama Perusahaan LA
QKEP KITE Pembebagan  ©.cooocoee
akan melakukan pembongkaran dan /atau penimbunan Barang dan Bahan, Barang
Coantoh, dan/ata Hasil Produksi ke lokasi sclain yang tercanium dalam Keputusan
Penetapan sebagal Perusahaan KITE Pembebasan, yaitu:

Lokast Gudangd ... BY e
Alamal B iR
Jenis harang yang dittmbun £ e eies
Jumlah barang - S PR
Pocking List A b e
Peridraan tanggal pembongkaran dan/falan @ s
penimbunan

e b

Pemikian kami sampatkan,
Penanggung Jawab
Perusahaany/Direksi

Tembusan:
1. Kepala Bidang penindalkan dan Penyidikan Rantor Wilayah /KPL:
2, Kepala Kantor Pabean tempat pembongkaran dan/atau perimbunan.

__Salinan sesual dengan aslinya. DIREKTUR JENDERAL,
ggetaris Direlctorat Jenderal
R, Wb
-ttedl-
Baglan
REWAD. LI HERU BAMBUDI

o ahjudi Adrijanto
NIP 19700412 1989212 1 001
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LAMPIRAN X

PERATIHAN DIKERTUS JENDERRAL EM DAN CLEAI
ROMCH PRIZ- 4 JBCA016

TENTANG

IPETUMLILE.  FELAHSANAAN PERATURAN  MENTERI
HF:LIAMTEAN HEI ALK INEHOESLA HCIMEE
WGRYPME.CEfI0 TR TEMTANG: PEMIEEMASAN FLEA MASLIC
T TIDAE DEPUSGUT PAGAR FERTAMHAILAN NIEAL ATAL
TATAR FERCTAMIAF AN NILAL DAN I'AIAK FEMIUALAN ATAS
BAIAMG MEWAH ATAS IMTOR [EARARC (1AM [RALIAN
SR TLIE IOOLAIL DARARIT, ATAL 1HPASANG PALA HATRART
LA DENGAN TLAFUAN UNTUE DIERSPMOI

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBONGEARAN DAN/ATAU PENIMBUNAN
BARANG DAN BAHAN, BARANG CONTOH, DAN/ATAU HASIL PRODUKSI KE
LOKASI SELAIN YANG TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAIL
PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

s = ] FrrrereT s T T T N A R T T BRSNS

KOP SURAT KANTOR WILAYAH fKPU

e e e e O e e Sl e . o e e e i,

Nomor T Tanggal ....commeiinas
Sifat - R e
LAMDIGATE 3 cooinoaniins
Hal »  Persetujuan Pembongkaran dan/atau Penimbunan Barang dan Bahan.

Barang Contoh, dan/atau Hasil Froduksi ke Lokasi szlain yang
Tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagal Perusahaan KITE
Pembebasan

¥th. Pimpinan [Nama Perusahaan)
SKEP KITE Pembebasan Nomor ...........
T e

Schubungan dengan surat Saudara Nomor @ ..coeeee. tanggal ...
I ot i s s i s o « dengan ini dibertahukan bahwa:

1. Dapat disetujul permohonan Saudara untuk melakukan pembongkaran dan/alau
penimbunan Barang dan Bahan, Barang Contoh, dan/atau Hasil Produlksi ke lokasi
selain yang tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagal Perusahaan KITE
Pembebasan dilokasi:

a. Lokasi Gudang/.... e G
b. Alamatl B e
r. .Jenis barang yang ditimbun S
d. Jumlah barang -

e. Poclking List E e
J.  Perkiraan tanggal pembongkaran @ e

dan/atau penimbunan

Pl It:r:t'a;:tujuan tersebut pada butir 1 (satu] diberikan dengan ketentuan sebagai
erikut;

a. Persetujuan ini hanya berlaku unfuk 1 (satu} kali pembongkaran dan/atau
penimburnan;

b. Dalam hal pembongkaran dan/atan penimbunan dilakukan pada lokasi
sebagalmana dimaksud pada butir 1 akan diperpunakan secara tetap dan/atau
berulang-ulang, Saudara wajib mengajukan perubahan data dalam Keputusan
Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakain.
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Kepala Kantor

Tembusan:
1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Witayah;
2. Kepala Kantor Pabean tempat pembongkaran dan/atau penimbunan,

DIREKTUR JENDERAL,
-11dl-

HERL] PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
=“Eelietaris Dirckloral Jenderal

=
3
et ~I

ok Z:/Eﬁ:}ﬁrum Adrijanto
“=IP 19700412 198912 1 001
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LAMPIEAN KI
PERATLRAN DIRFXTLIR JEMIERAL 1EA DN CLUIATL
MOMOH PER- § AR 0H

TrHTANL
PETUMIUE  PFELANSANAAY  IRRATUHAN  MENTER
I UANGAN FeRI LR |V MBI EREA PR

IR0 AR E0 1 E  TRITANG FIEMEEEAEAN TVEA w1
134N TIDAE DAPENGUT PRIAK FERTAMELA] LA NilAl ATAL
(S AR BT AN LA LA MELAS Tl FAJAK PERIDIALAK ATAR
[HARANG  MEWALL ATAS IMPOK BARANG TR 1A La
UNTUE OLALL IHIEAEET, ATAL IIFASANG AL HRAlANG
100 CIEHIGAR TLAFLIAN LI9TUR DRSO

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGUNGGAHAN [.[..ﬂ.&.ﬂilﬂ'ﬁ] KONVERSI

P ———— ey PRl e e e e s S i -

e e T T

KOFP SIUTRAT FERUSAHAAN
MNomor i Tandal e conmisnss
Lampiran §{ oo
Hal . Permohonan Pengunggahan (Loading) Kenverst a.n. Nama Perusahaan

¥th. Kepala Kantor Wilavah /KFU ......
' | EPT—

Dengan ini kami:
MNama Perusahasan
SKEP KITE Pembebasan @ ...
mengajukart permohonan  unmk  dilakukan  pengunggahan [Loading] Konversl

scbhagaimana terlampir pada surat ini ke dalam Sistem Komputer Pelayanan fasilitas
KITE Pembebasan,

Demikian kami sampaikan.

Penanggung Jawah
Perusahaan /Direkei

DIREKTUR JENDERAL,
-tld-

HERU PAMEBUDI

Salinan sesual dengan aslinya,
1y ir.rei.firis Direktorat Jenderal
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LAFEFTHAN XTI

PERATURAN DIRERTUR JERDERAL BEA DAk CURA]

MNOMOR PER- 4 FBC/2010
TEONTANG

PETUNJUK PELANSANARY FERATURAN MENTEN HKEUANGAN
REFUBELIE INDONESIA NOMOR  1S0/PMELO4/Z018  TENTANG
FEMBEEBASAN BEA MASUE DAN TiDAH DIEUNGLT FAJAL
PEETAMBAMHAR MILAT ATAL PATLE PEETANMIAILAN SILAT DAk FATAK
PENJUALAN ATAS DARANG MEWAH ATAS IMPOR DARANG oM AN
UNTUW [MOLAH, [HEAKIT, ATAU DIFASANG FALR NARANG LAIS

DERGAN TLAMAN BNTUK LHEESFOR

EONVERSI
NAMA PERUSAHAAN . ...... s
SKEF KITE PEMBEBASAN...... (2).......
DATA HASIL PRODUKSI KOEFISTEN
BARANG DAN BAMAN TEREPAKAL
NOMOR KRODE HASIL HODE BARANG DAN
H’O
MYWERIS] N, PRODUKSI sat| no B LA sat | ROEFISIEN TERKAMNDLUMNG | WASTE/ SCRar
HE HS
URAIAN BARANG URAIAN BARANG [} [l
o a Fi [ 165) Tl ETI =5 (1 11} [12) r (132)
I 1
2
3
Tanggal:
Mlalerad
Diotorisasd aleh:

Pimpinan Perusahaan




=

E Mmoo oa W

11.

12,
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PETUNJUK PENGISIAN KONVERSI

Diisi dengan nama Perusahaan KITE Pembebasan.

Dilsi dengan Heputusan Penetapan sebagal Perusahaan KITE
Pembebasan.

Diisi dengan nomor Konversi.

Diisl dengan nomor urut Hasil Produksi,

Diisl dengan kode Hasil Produksi, klasifikasi HS, dan uraian barang.
Ditsl dengan satuan Hasil Produksi.

Diisi dengan nomor urut Barang dan Bahan.

E!.‘:si dengan kode Barang dan Bahan. klasifikasi HS, dan uraian
arang.

Diisi dengan satuan dari koefisien Barang dan Bahan,
Diisi dengan keeflisien Barang dan Bahan.

Diisi dengan angka persentase Barang dan Bahan yang digunakan
untuk 1 [satu) satuan Hasil Produlos.

Diisi dengan angka persentase waste/ scrap dalam Barang dan Bahan
yang digunakan untuk 1 [satu) satuan Hasil Produksi.



scaual coniloh berllout;
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CONTOH PENYUSUNAN KONVERSI
Jika untuk 1 [satu] satuan Hasil Produksi diproduksi dengan menggunaken Barang dan Balhan asal Tmpor dengan tasilitas KITE Pembebasan, bamng dan
bethan asal lmpor tanpa fasilitas KITE Pembebasan {lmpor Umum) dan barang dan bahan asal tempal laln dalam daerah pabean, dengan Konvers! produlks

OATA, HALIL PRODUKST HOBWERS] EA AN BAKLE TERPAK R
Hada mF Hods Be TERKANDUNS | WASTE/SEmA P
k. Lifolard g m e BNE L PP S T P PO P T ol [2a} (4]
k] - = 3 L} = [ r [ | o MET. MOl BAaHARN A KLF:
L |7amosdm P ) Faiileas Pl st iom
MAN GANESE OIOXIDE BATTERIES : 12158Pa | Por ZINC CALLOT KGw | 0,078 A% Lo
2_|acon Lakal
ST ETYLEMNLE BLACK |Eihd L maIn [ 1S
3 feesan ) e e L e iy [AURS
BAANG AN ESE QRE K | 0uogs RO 109
& [Eseian I Fripar e [PIE]
ELCTROLITIC M| Ko ) oOoM 10%
e | |euem R S [ - | Fesitisas @ernine b as
FrOER LIMER FAETR: o.2n [ = 10%
6 _|CRPOOL Lok al
CARIFHALT MG 0.1 O 10%
7 |Trad Lol
TIR FLATT G D 0% om |

miales Korwvers] uniuk Barang dan Bahan asal [asilitas KITE Pembebasan yvang harus disampailean adalah sebagal berikut:

[T HA L, =8 G DL HG W SERL B LA TEAR AR
KOOoE Kade HIY L gt
HONWERS L . |ias SAT | Mih. | HS SAT | WCFEFISSEr .....:__..._-..”_n__..___.,__n. ..___._..rh...n_._-._“nn..-_.ﬁ
Lt an BamaPac LimBian BamANG | i
1 " I¥ x e " - " " El - L] am
Rt 3 i r P..n_.ﬁ_mrumu.mﬂ%.m ] o N -
e WESOD L B AR FEOT 0 Sk 10
B MR DN ESE MO0 AT TEFMES . 1¥1581G | ICE ERMC AL el TR 0% 100
o Ll i ]
483 R0 8000
= PAFEN LINER MTR [ a0% 10
DIEEETUR JENDERAL,
Sallnan sesuai dengan aslinya.
= Sekretaris Direkiorat Jenderal -Ld-
PRI ™ u.b,
HERLI PAMBUI

L

....w.‘.ﬂ,....m: Adrijanto

S 19700412 198912 1 001
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LAMIYIRAM M1H]
PREIZATUIRANY IMEETTUR JENMDBERAL 1A D CLIEA
NORMDE PER- 4 FRC A28 10

TENTANG
TEMGICE IELAKSANAAN  PERATIRAM MENTIEH
R aAN REIEELI 1 PST T A, AN

100 TME. DS B TENTANG PEMIEIASSN XA MASTH
FLAr TEDRIC DEPUBMGLET BEYLAK PR TABIRA &N MELAT ATAL
FRIAR FRETAMIEAD AN MITAL 1AM Sl ol PEPAITALAN ATAS
LRAHAND MIEWAH ATAS IMPOH  BAMANG TIAN [N
UHENAL THOLAKL, DIRAKTT, ATAL DEFASANG P'ALA ARARD
LAIN DEMOAN TUUIUAR UMNTUHE [HHSSIY0a

FORMAT SURAT PERMOHONAN MENSUBKONTRAEKKAN SELURUH KEGIATAN
FENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN IATA.U PEMASANGAN

S ] O e e i B e e e = e e e o

KOP F’EHUEAHMN

- ————— A A A L s g

Monar

Lanmpiran : AR F e

Hal ¢ Permwhonan  fin mensubkontrakkan  seluruh keglatan  pengolaban,
perakitan, dan/atan pemasangan

Yih. Hepala Kantor Wilayvah /KPU . .
ol

Kaml ... (nama Perusahaan), Heputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE
Pembebasan Nomor ... Tanggal ... dengan ini mengajukan  permohonan  in
mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan. danfatau pemasangan atas
kelebihan kontrak yang tidak dapat kami kerjakan karena keterbatasan kapasitas produbsi,
dengan data scbagai berikut:

i Penerin subkontrak

k. Alouatl penerima subliontral
6. NPWP penerima sublontrs 00w

. Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses

e Jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses

{ Jents hosil produksi oo

g Jumlah dan =ptvan lasil produlks]

Demikian kami sampaikan.

Penanggung Jawab / Direks

mMateral Jabatan
2000
DIREKTUR JENDERAL,
Salinan sesual dengan aslinya, -1ld-

kretaris Direklorat Jenderal
; HERU FPAMBLIDHN

12700412 198912 1 001
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LAMPIRAK XK1Y

RCHA TLTHAN IHICEIRTUH JENLIERAL HEA L CLiFAL

MOMOH PER- 4 J3CM010

TENTANG

PETLIMI L FELAKSAMAAN PEIRNTUIRAN MIZVTELRD KEUANCAN
LR (NI LA SO0 BR0JPMK. 01 R L& TENTARS
MBI ASAN  [TRA RMASUR DAKN TIEHAK DIPLRGUT 1SdsK
PIICTAMIEAT [AA NILAE ATAL FAdas IFEHTAMIZATLAN RILAT TN
PAIAN EBLIALAN ATAS [IAEAR MEWAIL ATAS [MIOR
HASANET TRAN DAl EAN  DNTLI JHOEALL  DELAKTT, ATAL
[HIASANG [LIMA HAANG LAlM DENGAN TiLILAR UNTLK
IHEICEIY N

FORMAT SURAT PERSETUJUAN MENSUBKEONTRAKHAN SELURUH KEGIATAN
PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

B A e K WL o e ey o o e i e e e oo B e i 0 W

EOP SURAT KANTOR WILAYAH /KPU

R S S —————————p e PR R R P R R R R

pleiniting L AT e LEEy Tanggal .ocevveeeceeren
Sifal £ diiviaie

LAamplral 2 e

Hal - Pergetujuan mensubkontrakkan seluruh keglatan pengolahan, perakitan,

clan/atau pemasangan

Yih,  Pimpinan Perosabaan
1 SRR

Selbungan dengan surat Saudara Nomor @ ... Ty R | | S—
dengan inl diberitahukan bahwa:

1. Dapat disetujui permohonan ....[nanma Perusahaan| untuk mensubkontrakkan acluruh
kegiatan pengolahan, perakitan, -rlam’atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak
dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi, dengan data sebagai berfkut:

i, Penerima subkonirak . JER—
o Alamat penerima subkontralk CEFSIEEE B
g, NPWE penerlma subkonirak _p—
d. Jenis Barang dan Hahan atau barang dalam proses (BT

e, Jumilakh dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses

i

g

Jenls hasil produbksi
Jimlah dan satuan hasil produksi

2. Persetujuan tersebut pada butir 1 {satu] diberikan dengan ketentuan sebagal beriloat:

a. hasil pekerjaan subkonirak harus dikembalikan ke Perusahaan KITE Pembebasan;

b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (waste/scrap) barus dikembalikan kepada
Pernsahaon KITE Pembebasan: dan

. persctujuan hanya berlaku untuk 1 {saiul kall perjanjian subkontrak.
Demikian disampaikan uniuk dilaksanalkan.

Eepala Kanior

Tembusan:
1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah:
2. Kepala Hantor Pabean.

Sitinan sssual dengnn aelibna, DIREKTUR JENDERAL.
taris Direktorat Jenderal
u_h‘ 'I.I'::I'

Baglan Umum HERU PAMBUTH

h_l'l.ll‘.'].l Adrijanto
H"’ —— P 19700412 198912 1 001
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LAMPERAN 20V

PEEATURAN DIHEETUR JEe I RERAL 1994 DAK Siiital

MOMOIE [ERE i JAC20Ea

TENTANG

PETUMIUH PRLARSAMNAAN FERATUNAMN MERTERD KEUANCAN
TP IO BOSO0L |60 JUME, 04 050 TH TR DARG
FEMBERASAN HEA MASLE Dad ‘iak DRHINGLIT Paisk
PHETAMIRA AN MIEAI ATAL PAJAE IERTAMILAIIAN NILAL [3AK
UlAlt PERJUALAN ATAS [SAMANCT MEWAL ATAS IO
[BARANG DAN BANAN DNTUK BNCLATL. DILAKET,  ATALr
[HIRSANG PADA TARANG L8N DENGAN TLUAY [IWEUE
IHEKS PO

FORMAT PERMOHONAN MENSUBHONTRAEKAN KEGIATAN OLAH, RAKIT,
DAN/ATALU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR
DALAM DATA KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE

PEMEBEBASAN
KOP PERUSAHAAN

Nomor H Y .

Lampiran TD e

Hal :  Penmehonan mensubkontrakksn kegiatan olah. rakit, dan/atau
pasang pada penerima subkentrak vang tidak terdaflar dalam daia
Kepulusan Penetapan sehagai Perusahaan KITE Pembebasan

¥th. HKepala Hanter Wilayah/KPU .........
dl .....

Kami Perusahaan KITE Pembebasan berdasarkan Keputusan Nemor: .......
Tanggal: ......... dengan inl mengajukan permohonan ijin mensubkontrakkan kegiatan
olah. rakil, dan/atau pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam dala
Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dengan data sebagai
berikut:

FPenerima subkontrak SRR L
Alamat penerima subkontrak [T
NPWP penerima subkontrak OO
Nomeor lzin Usaha Industrl / Dokumen Sejenisnys I,
Nomor dan Tanggal Kontrak / Perjanjian Subkontrak S E—
Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses RSO A
Jumlah dan satuan Barang dan Bahan

atau barang dalam proses Ao
. Jenis pekerfaan yang disubkontrakkan AP R
Jenishasflpeoduksi
Jumlah dan satuan hasil produksi Y s

o il T - 'Z!'I:L._NI"IIE:LI"J-I:I-':H

Demikian kami sampaikan.

Penanggung Jawab/Direksi
Jabatan
Materai
8000
__ oalinan sesual dengan aslinya, DIREKTUR JENDERAL,
i wemekretanis Direktorat Jenderal
e b -tid

HERL PAMBUDI
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1ASIPTHAN 2]
PERATUHAN DIRERTUS FEMUSIRAL BEA [N CUBAT

ORI TRz 4 /a0

THNTANG

DETUBILE MFELAKSANAAN FERATUNAN BENTER] KEZ LA BGAN
HEPLIELER IRTROMES 1A, RCRI0R 100, TRELO S 2008 TIENTANS
FEMBERASAN BEA MASUK DAN TIDRH IHAURGLIT Padak
FERETAMIGARIAN NILAD ATAL PAJAK EITAMITAIAN RIAT 1188
PRIAH PEMILALAN ATAS DAICARSS MEWAI ATAS |A01T8E
BAHANG 104K BAIAN UM THEIRALL,  TIFGATE,  a7AL
INPASANG 1WA TAJEAMG Lain IHTNOAN TIAILAM 1INTLR
IERECEITN

FORMAT PEMBERITAHUAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH. RAKIT,
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR
DALAM DATA EEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE
PEMBEBASAN

s S e e o T ) o e e o

KOF PERIISAHAAN
Nomor ST r—
Lampiran ST N e
Hal :  Pemberitahuan mensubkontrakkan kegiatan olah. rakit. danj/atau
pasang pada penerima subkontrak vang tidak terdaftar dalam data
Keputusan Penetapan sebagal Perusahaan KITE Pembebasan
Yih. Kepala Kantor Wilayah /EPLU ...

Eami Perusahaan KITE Pembebasan berdasarkan Hepuiusan Nomor .
Tanggal: .. ., dengan ini memberitahukan babwa Perusahaan akan mcnsubknntrﬂk]-rml
kegiatan ul:*u.h_ rakit, dan/alau pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar
dalam data Keputusan Fenetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dengan data
sebagai berikut;

a. Penerima subkonirak b v
b. Alamat penerima subkontrak TV
¢. NFWP penerima subkontrak ey
d. Nomor [zin Usaha Industri / Dokumen Sejenisnya -

e, Nomer dan Tanggal Kontrak / Perjanjian Subkonirak

[ Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses

g. Jumlah dan satuan Barang dan Bahan

atau barang dalam proses
hi Jenis pekerjaan yang disubkonirakkan

L Jenis hasil produksi - ...........
J. Jumlah dan satuan hasil produksi '

Demikian kam! sampaikan.

Materai Penanggung Jawab/Direlksi
Jabatan
BO00
Salinan sesuai dengan aslinya, KTU RAL
1'5[1:‘15 Direktorat Jenderal i Gl o
u.b, tid-

i

Bagian Limum
E\. I|1|

HERLU PAMBUDI
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1APMTIELAM KW

PERATLIRAN DEAEKTUR FES AL TEA TN CLRAL

SOANE BRI 4 PR rI00E

TENTANG

PFETURLIUTH, P AMSAMAAY FERATLIRAR ERTEHI REL ANTCARN
HELALIE TUNESLA NI LA TMEL 04 S0 IR TERTABNG
FEMOEIASAN DA MASUIS AN TID&K LI TROGLIT PAEGE
PERTAMAAILAN 1LALATAR PAINE PERTARIAILAN KILAT I2AM
alAl ERLTLIALAN: ATHE [RARANLE MEWAL ATAS. T
[AHANG  [DAN  EEAIRAN  LINTUR PICHCALL  TWIRAKTT.  ATAL
[ APAEAND 1AL DARATD LARS LENCAN TEAILIAN VIR
PAREST O

FORMAT SURAT PERSETUJUAN MENSUBEONTRAKKAN EEGIATAN OLAH.
RAKIT, DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK TANG TIDAK TERDAFTAR
DALAM DATA KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI FERUSAHAAN KITE PEMBEBRASAN

———— e e e . e o o P 7 e e T e i il i e T e S RS LT

KOP SURAT KANTOR WILAYAH /RFU

e el R Y R e e L e e S ——————

Monor - R p—— Tanggal ...coovmeeeenanns
Sifat 5 ikt
Lampiran
Hal . Persetujuan mensubkontrakkan kegiatan olah. rakit, dan/atau pasang

pada penerima subkemtrak yang tidak lerdaftar dalam data Repulusan
Penetapan sebagal Perusahaan KITE Pembebasan

¥ih, Pimpinan Perusahaan

1 ; RSP

Sehubungan dengan surat Saudara  NOWOE oo tanggal .o
perilial ............. dengan il diheritahukan bahwa:
1. Dapat disetujui permohonan ... [Perusahaan) untuk mensubkontrakkan kegialan

olnh, rakil, dan/atau pasang dengan data sebagad berikut:
a. Pencrima auhkonirak

Alamat penerima subkonirak

NPWF penerima subkontrak

Nomor lxin Usaha Industrl / Dekumen Sejenisnya
somor dan Tanggal Kontrak / Perjanjian Subkonirak
Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses
Junilah dan satuan Barang dan Bahan

alau barang dalamproses e
. Jenis pekerjaan yang disubkontrakian Eas it
Jenis hasil produlkst :
Jumlah dan satuan hasil produksi

2, Persetujuan tersebul pada butir 1 {satu) diberikan dengan kelentuan sebagal herikul:
a. hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke Perusahaan:

b dalam hal terdapal sisa proses produksi (waste/scrap) harus dikembalilan kepada
Perusahaan; dan

¢. persetujuan hanya berlaku untuk 1 {satu] kali perjanjian subkontrak.
Kepala Kanlor

.............

ey @O DR

Teimbusan ;

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyldikan Kantor Wilayah,/ KL
2, Kepaln Kantor Pabean.

Salinan sesuai dengan aslinya. DIREKTUR JENDERAL,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b. -td-

“Hepala Baglan Umum

HERLU PAMBUDI

" .-"\Hgahjudi Adrijanto
“NIP 19700412 196912 1 001
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LAMBPIRAN X100

PERATLIRAN | AREKTUIL JENDERAL BES AN CLIHAR

MORAGHE 'HR- 4 Mc 2008

THNTANG

PETURJUR PELARSARAAN FERATURAN MENTISRI HELARNGAN
HEPUTLIE IMDoORFESLA MOMOIE 10 TWIE, 0 2005 TENTANG
PEMBERASAN HEA MASUE DU TINAK [OIBUNGIR [haiil
PESETABELA ] BAN MILAT ATAL PAIAK FEHTAMBEA LAN MILAT | AN
PAJAE PEMJUALAN ATAS FAHANG MEWNAN ATAS IMEOR
FEARARG [AN AN UNTUR [OOLAR, LORalr. sradd
PAPASKRS R, DAHAKG LAIN DEMNOAN TILIDAN LDNTLTE
CAE RO

FORMAT PEEMOHONAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH. RAKIT,
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBEONTRAK DI LUAR DAERAH FABEAN

o e e i et e o o e e e e o Y N R NN NN I D 0 0 S e s o 3

KOP PERUSAHAAN
Nomor
Lampiran
Hal :  Permohonan melakukan subkontrak pada penerima subkontrak di
luar daerah pabean

Yth. Hepala Kantor Wilayah/KPU .........

.C R

Hami Perusahaan KITE Pembebasan berdasarkan Keputusan Nomor: ...
Tanggal: .......... dengan ini mengajukan permohonan ijin melakukan subkontak pada

penerima subkontrak di lnar daerah pabean dengan data sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan permohonan tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan
JugEa:

l. paparan mengenai alur proses produksi dan alasan perlunya dilakukan kegiatan
subkeontrak kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean;

<. paparan mengenal keglatan yang akan dilakukan oleh penerima subkontrak di luar
daerah pabean;

4. paparan mengenai hal yang akan dapal membuktikan bahwa barang vang nantinya
ditmpor kemball merupakan barang yang disubkontrakkan ke luar daerah pabean:
dan

4. daflar perkiraan bagian-baglan (parts| penggantl atau ditambahkan, serta biaya
perbaikannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi, dalam hal terdapat
penggantian, penambahan, atau biayva-blaya dimaksud.

Demilkian kaml sampaikan.

e Penanggung Jawab/Direksi

E000 Jabatan




Lampiran Surat
Nomor !
Tanggal

DATA BARANG YANG AKAN DISUBKONTRAKKAN KEPADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PAHEAN

| Mo, | Uratan Jonis Satean Jumlah Milai Tujugn Megara Perkiraan Parnbaritahuan Pabean
Lrut Barang Baraing aksnor Tugjusmn parkoda Barang dan'ztaw Bshan
OB alsmr pEngeriasn
subkonirak
Janis Dokumen Marmar Tanggal
Penanggung Jawab/Direksi
DIREKTUR JENDERAL,

Salinan sesuai dengan aslinya,
xﬂﬂﬂmmﬁqﬁmim Direktoratl Jenderal =tid-

HEELU PAMBUDI

S~ 15700412 198512 | 001
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LAMPIHAM XX

FERATUHAN DIREETUR JENTHRRAL 1904 DAN CLRAD
NOHADIR PRS- 4 fHc iS00

TENTANG

PETURJUE  PELAHSANAAN  FERATUIRAN  MENTER
HELAMNGAN REFIOLH BN NES]S Lid ol
6O FMBLOA IO ER  TENTARG I'EMIEIASAN 11EL SASUE
DAN THIAK IFUIRGIT MAJAH PEITAMIMLHAN MIEAT ATAL
PAIAK FEHTAMITAT AT MILAI EWA M AK FESIUALAN &85
HARAND MEWAN ATAS IMIWH TRAIRANED D08 LATLAN
UBTLIC DHOLALE, INRARIT, STAL THIASANG DAL [N
AR IHENEAN T UAN UNTUK [UEHSICE

FORMAT SURAT PERSETUJUAN SUBHONTRAK KEGIATAN OLAH. RAKIT,
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN

e e e o e T i ) 5 e e e e e e 1 B Y A e e R 0 e - s e 8 Y

HOFP SURAT KANTOR WILAYAH /KPU

I L e I 0 i B 00 0000 8 i i e o e B 0 e e s

Momor - TEIAL. i niminiins
Sifal

Lampiran

Hal : Persetujuan subkontrak kegiatan olah. rakit, dan/atau pasang pada

penerima  subkontrak di luar daerah pabean

¥th. Pimpinan (Nama Perusahaan KITE Pembebasan)
5.« SRTRERR

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal .......... perihal
.................... disetujui permohonan Saudara untuk melakukan subkontrak kegiatan
olah. raldt. dan/atau pasang pada penerima subkontrak df Inar daersh pabean dengan
data sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor
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Lampiran Surat
Nomor

Tanggal

DATA BARANG YANG AKAN DISUBKEONTRAKKAN KEPADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN

MHilai Fearkirsan Pambeitabuan B
Mo. | UrsianJonis | Satuan | Jumieh | Baang | Tuuan | yodard porioda e T on
LULE] Baramg FOR ahepar ¥ peEngeaen
akEpor subkoiirek ]
Janis Dokumen | Marmor Tanggal
Kepala Kantor

Salinan sesuai dengan aslinya, DIREKTUR JENDERAL.
e kretaris Direktorat Jenderal

o T, =, z
iy R ttd

HERU PAMBLUDI
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TANTHAN M3

PEIATURAN DIHERTUR JENTHERAL 1308 AN CLILA|
HOMOER PER- 4 D300

TEMIAND
FETHNLR IFELAERANAAN AT UIAN MENTEHRI
REZARGAN REFLINLEN IR EONESILA L

|G PREK A A D0 B TENTANG PEMTIE] IARAN HREA WA
TEARN “TTIAAH MIPUNGLT FATAK PERTAMISAILAN RELAL ATall
AR PIITAMIRAT AN MILAT AN FAD AR PERJLALAY ATAS
MAIANG MEWAT ATAS [WPOR RARAND [DAN allan
LIMTLIK EXICNLALL, DERARTT, ATAL [NPASANG IALN J2ARARNG
LAUN BIENGAS TLANLAN TUR IHERS 36

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN

........................................................................................................

HOP SURAT PERUSAHAAN

Mormor : Tanggal ......
Lampiran
Perihal : Permohonan Perpanjangan Perinde KITE Pembebasan

Yih. Kepala Kanlor Wilayah /KPU ......

Yany bertanda tangan dibawah Int kami pimpinan dari:
Mama Perusahaan

sEEE e
Kepulusan penetapan sebagal Perusahaan KITE R
Alamat

Telepon/ Faxdmile

||||||||||||||||||||

dengan int mengajukan permohenan perpanjangan Periode KITE Pembebasan
sclama ..... bulan, terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/...(lainnya)... nomor....
tanggal ... * KATeIE Sla8aI ... ..ocoonmmsmmmmmrsssanbnmasinans

Bersama inl kaml lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:
L] Pemberitahuan Pabean yang dimohonkan perpanjangan
] Bukt pendukung berupa;

| AT
s S r——
Pemohon
materal (Penanggung Jawab Perusahaan)
fp.6.000,00
MNama TR e
Jabatan y B

*dalam hal tidak mencukupi, dapat dibual lembar lampiran

DIREKTUR JENDERAL,

Salinan sesuai dengan aslinya, -ttd-
a3 ltretaris Dircktorat Jenderal

it

HERU PAMBLDI
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LARTHIAN NX]

I'GIRATURARN IHEEHTLUR JENDERAL 1TEA LAN CLERAL
NOMOM 'ER- 4 /103018

TENTANG

FETUN LN PELAKSANAAN PRI TLUHAN HMENTEIO
HELUAMGAN RETAUEELIK IR R ESLA R LELRIES
TEOIME. D5/ 201 TENTANG FEMIFEIASAN [1EA MASUK
FUAN TEDAK INILINGUT BRALAK FERTAMILALAR NILAY ATAL)
el il PR LCTA MRl lad SILAL Do Ik DESLIL AR &'l as
[RAMANG MEWAH ATAS IMPOH DDAHANG [WAN AALLAN
UNTUK [HOLARL THEARIT, ATAL IMEASANG FALA HAKANG
LAIR HENETAR THLIIAN UNTLIK DIEXEINI

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMEEBASAN

KO SURAT EANTOR WILAYAH /KPU

I I oy b, Sl L TR S b e S TR S S ey P S E S L P L EE R P

Nomor ; TANEERL oo icaiiviiivaiviins
it

Lampiran :

Hal :  Peraetujuan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan

Yih. Pimpinan [Nama Peruzahaat)
1 b AR

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .. tanggal oo perihal...... .
dengan inl diberitahukan balvwa:

1. Permohonan Sandara untuk melakukan perpanjangan Periode KITE Pembebasan
ferhactap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/...[lainnya)... nomor.... tanggal
... karena alasan.......... selama ... bulan sejak berakhirmmya periode KITE
Fembebasan. dapat disetujui.

2. Persetujuan perpanjangan periode KITE Pembebasan diberikan dengan Ketentuan
sehagai berikut:
A, Pemisahaan KITE harus melakukan penggantian jaminan;
b, penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan
dalam jangha walkiu 5 (lima) harl kerja sejak tanggal sural persetujuan ini:
¢, dalam hal perusahaan tidak melabukan penggantian [aminan sebagatmana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, surat persetujuan inl dinyatakan batal
demi hukum,

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor
DIREKTUR JENDERAL,
Salinan sesuai dengan aslinya,
kretaris Direktoral Jenderal -td-
.k,
E_Hg Bagian Umum MERL CRbbBUL

ST Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001
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LAMPTILAN XX

I ATTREAN IHELERTLN JENIMEHRAL LES A% CLW AR
KOOI PR 4 F13 A0 n

TENTARG

PETUNJUK  FELARSAMAAN (=g Ules MEN TR
PRE LEA M Clrpd RENLUOLEK INIHONEELA PRESI1
THFIME.DE/20TA TENTANG PEMOEISAY KA mlASdIH
DAY TINAK |MPLAMGEIT FACAN IERTA MILATIAN BELAT Aals
PladAH IERTAMOAT AN RILAI [RAN PRIAK PR Rl AN
ATA LEARANC MEWAI ATAS IMISHE IRARAND (WA T TAN
LIMTLUE DRG0, EARAWRIT, AR TRISSAN |4 18 FRARAND
LAKN MYERGAN TLLILIAN LBCRIR TirESea

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN

B e L T LY S S — U ST e o e o . e o e R e e e e e e

ROP SURAT EANTOR WILAYAH /KP

e e o o B Rl e i i o ) 0 i o e e

Nomor - Tanggal. i
Sifal

Lampiran

Hal :  Penolakan Perpanjangan Perode KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan [Nama Perusahaan]

=, TR

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .. . langgal ........., perihal...... y
cengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melalulan perpanjangan
Perlode KITE Pembebasan terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.B/TPFTZ
01/ [llainnya). . nomor.... tanggal .... karena alasan........... sclama ... bulan sejak
berakhirnya periode KITE Pembebasan, tidak disetujui, karena ...............

Demikian disampaikan untuk dimakhami.

Nama Jabatan
Salinan sesual dengan aslinya, DIREKTUR JENDERAL
Sekrelars Diveklorat Jenderal -

HERL PAMBUDI

i Adrijanto
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LAMDPIRAR X0
IRIRATLAN DREKTUN JENIIERAL BES TR CLIAL
HOMDE TER- A JBOA201S

TENTANG
PETLS LR P ELANS AN AAN FEFATUMAN  MENTEH
HEianGan REIMHLIE PSRN MEIME

LSOO S30 1 TENTARG PEMIRASAY [IFA MaS1R
FRAN TITRA. LINQUT PAJAK PERTAMERIAN RITAL ATALL
LA T RTAN WA SUEAT ERAR [l AT PENILLALAN & A5
NARARE MEWAI] ATAS [ATOH FARAMEE 1AM DAITAN
LIBIT LR THEILATE, TARATEIT, ATAL 1IPASANG AR [IAIANG
LAIR VRGN TIRIUAN UNTUK DIEKSPOK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN KEMBALI PERIODE KITE
FEMBEBASAN

o e S RO N D DG 0 0 e ) B BB 58 e o e o e

KOP SURAT PERLUSAHAAN

B o o e o e e T Y O O e i o o e o e

Nomor : Tanggal ......
Lampiran  :
Ferihal : Permohenan Perpanjangan Kembali Periode KITE Pembebasan

Yih. Direktur Fasilitas Kepabeanan
e.q. Kepala Kantor Wilayah/KPU _.....

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan N

g U - o R

Keputusan penetapan sebagal Perusahaan KITE e R R

Alamat A e T

Telepon / Fedmile B A s di s

demgan inl mengajukan permohonan perpanjangan kemball Periode KITE Fembebazan
selams ..... bulan, terhadap BC 2.0/BC 2 5/BC 2.8/PPFTZ 01/...(lalnnva)... nomor....
tanggal ... * karena alasan ...........cooceeimineis iy

H_crs-nmn Ini kami lampirkan pula dokumen pendulung antara lain berupa;
L] Pemiberitahuan Pabean yang dimohonkan perpanjangan
[] Bukti pendukung berupa:

i IR R
_ Femohon
s (Penanggung Jawab Perusahaan)
Ry1.6.000,00
Nama
Jabatan

*dalam hal tidak mencukupd, dapat dibuat lembar lampiran

DIREKTUR JENDERAL,
-ttd-
Salinan seaual dengan aslinya.
R kretaris Direkioral Jenderal HERU PAMBUDI
e i h.

ila Bagian Umuom

Wahjudi Adrijanto
NIP 18700412 198912 1 001



‘ hjudi Adrijanto

"‘-"rnar' il

—
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LAMIPIRAN XXV

AT LIEAN THRERTUR - EAI08RAL (1A TN O
BIMIIE FER- 4 JOCS2019

TED TN

PRCTUNGLIRE "ELAMSANAAN PERATLRAN MR TEIRT
HELIARTGAN HETUTILER INEDNIESIA MO
TP O8I0 E TENTANG PEMBEIASAN 1TES MASLTH
EWAR TIDAR IHIUNGUT PATAIS MEHTAMBPAIIAN MILAY ATALT
VR IAR PEFETAMILATLSR SILAT L 30 LA PRI LIALAN A Tads
PMHAND MEWAH ATAS INMPCIH [TARANG AN DALAN
LPETLH IMOLAH. DIRMKIT, NTAL THRI'WSANG PRI LIAKANE
LAl D8R GAN TRUILAN UNTUK MERLIMGH

FORMAT SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAU PFENOLAKAN ATAS
PERMOHONAN PERPANJANGAN PERIODE KITE FPEMBEBASAN

L S ——w - e T T E LR LR

HOFP SURAT KANTOR WIL&YHH.-"EPU

T e, S i e S el S = P P B P = T PPy ———

Nomor ? Tanggal.......curvamniinns
Silat

Lampiran

Hal - Rekomendasi terkait Permchonan Perpanjangan Periode KITE

Pembehasan

Yih, Direkiur Fasililas Eepabeanan

Sehubungan dengan surat _...(Nama Perusahaan) Nomor ... langgal o
perihal...... , dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Perusahaan mengajukan permohonan perpanjsngan  kembali Periode KITE
Pembebasan terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ D1/...[lainnya)... nomor,...

tanggal ... karena alasan. .. ........ selama ,..... bulan sejak berakhirmya periode KITE
Pembebasan.

2. Berdasarkan hasil penelitian dapat kami sampaikan babwa:
a.

b.
&

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan permohonan
..[Nama Perusahaan) unluk mendapal keputusan lebih lanjut.

Demikian disampaikan.

Mama Jabatan

Salinan sesuai dengan aslinya, DIREKTUR JENDERAL.

ekretaris Direktorat Jenderal ud

HERU PAMBLIDI

—=NIP 19700412 198912 1 001
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LAMIPIRAN MV

IERATLEAN DIRERETUR SENIHCHAL HEA TMN CLHEAL
BOMOR PRI 4 fEE 2010

TENTANG

HETLRGILIE IFELARSANRAN FYEEA TLIELAN MENTERD
BELISAMDN HEMUNLLK B RS LA G ERL T
TG0 PRAILOC 2000 TERTANG PEATHEIASAN T1EA MASLIK
(3N TIRAK INPUNGUT PAJAK PETARMIBAITAN NILAL AL
1Al AE ITERTAMIEBAELAS NTLAT TN TAJAR PENFUALAN ATAS
HARANG MEWATL ATAS MR HARAND AN ledllan
LINTLUH EXQLALL DIARET, ATAL LIDTARSANG 15508 FUid ARG
TAEN IPERURAN TLRPLAR LT LIRS

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERFANJANGAN KEMBALI PERIODE KITE
FEMBEBASAN

e e g I 0 LG L D i o i o s o e e T 850 o5 b e e e e e

KOFP SURAT DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN

e e L L

Nomor 1 Tangal . ...i.civivmninia
Slfat

Lampiran

Hal : Persetujuan Perpanjangan Kemball Perlode KITE Pambebasan

¥ih. Pimpinan (Nama Perusahaan)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ............ tanggal ........... perihal...... .
dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan kembali Perlode HITE
Pembebasan terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/...{lainnya)... nomor....
tanggal .... karena alasan............ selama ...... tulan sejak berakhimya periode KITE
Pembebasan, dapat disetujui

2. Persetujuan perpanjangan kembali periode KITE Pembebasan diberikan dengan
ketenluan sebagal berilout:
a. Perusahaan KITE harus melakukan penggantian jaminan;
b. penggantian jaminan schagaimana dimaksud pada huruf a harus didakukan
dalam jangka waltu 5 (lima] ban kerja sejak tanggal surat persetujuan ind;
¢. dalam hal perusahaan tidak melakukan penggantian jaminan sebagaimana
dimaksud pada hurul a dan huruf b, surat persetujuan ind dinyatakan batal
demi hukum.

Demikian disampaikan.
a.n. Direltur Jenderal

Direlkiur
Fasilitaz Kepabecanan.

Tembusan: Kepala Kantor Wilayah /KPLU .,

Salinan sesual dengan aslinya. MREKTUR JENDERAL,

K relaris Direlctorat Jenderal «ttd-
u. .
ATy i Bagion Lhmom HERL PAMEBLIDI

o

Wahjudi Adrijanto

T ONIP 19700412 198912 1 001
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LSRN XXV

AT TR EERTUR JEMEVERAL ITEA [IAN CLnAL
RAMEE PR fRCFR1IE

TENTAKG

PECUMII  TIELAKSANAAN PEEATURAN  MENTHRL
HERIANCIAN [T LA[TTRILe FMEnNEalA T nnd

|5u.r|':.u;uq,f:-ma TENTARG PEMICEEASAN TREA KT
anb TIALE DIFLINGLUT P JAIE I TAMPRARLAR LAl pTEL
T AR PERTARSIAIAR MILAL LK DA TR PERLILIALAN AT
[ATARG MEWAIL ATAS pREPROIE  TAATLARES  [3AN ELATIAM
EreTUE 1AL, DIEARTT, ATALE DIEPASANCE 1AL HAHANL
TR DIERE N TLLILUS LTI TEKErO

SURAT PENOLAEAN PERPANJANGAN KEMBALI PERIODE KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT DIRE ORAT FASILITAS KEPABEANAN
Nomar : TATEEAL 1 camrom e srmeninnss
Sifat
Lampiran -
Hal . Pepolalkan Perpanjangan Eemball Periode EITE Pembehasan

vih, Pimpinan (Nama Perusahaan)
| G

dengan ini diberit ~hukan bahwa permohonart Saudara untuk melakukan perpanjargan
kembali Periode KITE pembebasan lerhadap BpC 2.0/BC 25/BC 2. 8/PPFTZ.01/

_[lainnyal.,. NOmOT.. tanggal ... karena ALASAN - e selama ... bulan srjak
herakhirnya peripde KITE pernbebasan, tidak disetujul, KATETI o cirenesons

pemikian disampalkan u ntuk dimaldumi.

a.11. Dareklur Jenderal

Direklur Fasiliias
Kepabeanan.
Terpbusan: Kepala Kantor Wwilayah /KPU ...
DIREKTUR JENDERAL.
Salinan sesuai dengan asiinya, -ttd-
ckretaiis Direktoral Jenderal
: u.b,
Bagian Umum HERLU FAMBUDI

/
‘.ﬁgh udl Adrijanto

P 19700412 198912 1 001
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AN DTRAN VI

PREAT LA | MU JENDERAL 13554 EIAR CLIKAL
OO FEH- 4 JECS2018

TENTANG

PELLHIUH PELAKSAMKAN PERLATLIRAN MEMTEIRI
HEIANCAN FREM LI M ONESIA I Erm 095
LE0 P04 20 1A TEMTANG TEMIEEBASAN 1A MASLIK
L TR DHPU ST P AR FERTAMIAIIAN MILAL AL
IitulAR BT A TAT HILAS (AN e DA PEMNIL ALAT KTk
[ARART MEWAH ATAS pACHE  [AEARS [an® ALAT AN
L BTTUNL [HOLALE BRI ATAL THIASANG PALA (AERTT G
TAIN DI TLLILAS LNTUE RSO

FDRH&THEPUTUEHFPMM TERTEN

o e e I = i e S =8 A e = ST -

g T LR
g R PR EA

KEMENTERLAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESLA

KEPUTUSAN MENTERL HEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR L (e

TENTANG

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAFAN NILAL DAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH, SANKESI ADMINISTRASL BERUPA DENDA SESUAL
PERATURAN PERUND.ANG—LI'NDHHGM*T DI BIDANG KEPABEAMNAN, SERTA SANKSL
ADMINISTRASL ATAS PAJAR PERTAMBAHAN NILAL ATAL PAJAK PERTAMBAILIAN
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SESUAI DENGAN
PERATURAN FPERUN DANG-UNDANGAN D1 BIDANG PEREAJAKAN ATAS BARANG
YANG MENDAPAT FASILITAS KITE PEMBEBASAN HEPADA wocomemmmsie
KARENA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 peraturan Menteri Keuangarn
Noraor 160/PMIL04 /20 18 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak
Dipungut Pajak Pertambahan Nilal atan Pajak Pertambahan Milai dan

Pajak Pemjualan atas Barang Mewah atas pmpor Barang dan Bahan
untuk Diclah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan
untuk Diekspor, dipandang periu memberikan Pembebasan dari

Penjualan Atas Barang Mewah Seeynl Dengan Peraturarn Perundang-
Indangan Di Bidang Perpajakan Alas Barang Yang Mendapat Fasilitas
KITE Pembebasan Kepada ... Karena Keadaan Tertentu:

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 79
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor 3612)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83.
Tambahan Lembaran Negara Indomesia Nomaor 466 1)



Memperhatikan

Menectapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 {ahun 2008 tentang Pengenaan
Sanksi Administrasi Berupa Denda di bidang Kepabeanan [Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomeor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4338);

J. Peraturan Menteri Heuangan Nomor 258/FME.04/2010 tentang
Jaminan Dalam Rangka Eepabeanars;

4. Peraturan Menteri Heuangan Nomor 160/PMK.04,/2018 ientang
Pembebazan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang
pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.

1 ... (dokuomen pendubung);
e

MEMUTUSEKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN DARI

HEWAJIBAN FEMBAYARAN BEA MASUK. PAJAK PERTAMBAITAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NIlAl DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SESUAL
FERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG HEPABEANAN,
SERTA SANKSI ADMINISTRAS] ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAL
PAJAK PERTAMBAHAN NILAT DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
BIDANG PERPAJAKAN ATAS BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS KITE
PEMBEBASAN KEPADA .................. KARENA KEADAAN TERTENTLL

: Memberikan Pembebasan Kewajlban Pembayaran Bea Masuk, Pajak

Pertambahan Nilal Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan
Atas Barmang Mewah, Sanksi Adminiatrasi Berupa Denda Sesual Peraturan
Perundang-Undangan Di Bidang Kepabeanan, Serta Sanksl Administrasi
Atas Pajak Pertambahan Nilal Atau Pajak Pertambahan Nilal Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah Sesual Dengan Peraturan Perundang-
Undangan Di Bidang Perpajakan Atas Barang Yang Mendapat Fasilitas
KITE Pembebasan Earena Keadaan Tertentu, kepada:

Nama Perusahaan

NPWP

Keputusan penetapan sehagai
Perusahaan KITE . [ i | R,
Alamat T TP

: Dafltar barang yang mendapatkan Pembebasan Kewajiban Pembayaran Bea

Masuk, Pajak Pertambahan Nilal Atau Fajak Pertambahan Nilai Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah. Sanksl Administrasi Berupa Denda Sesuat
Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kepabeanan, Serta Sanksi
Administrasi Atas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai
Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 3Sesual Dengan Peraturan
Perundang-Undangan DI Bidang Perpajakan Atas Barang Yang Mendapat
Fasilitas KITE Pembebasan HKarena Headaan Tertenu sebagaimana
terlampir dalam Lampiran HKeputusan Menterl Kenangan ini yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan darl Keputusan Menteri
Keuangan ini.

¢ Keputusan Menterl Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

Menteri Kenangan;

Drirektur Jenderal Bea dan Culead,;

Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Fasllitas Kepabeanan;

Direktur Penindakan dan Penyldikan;

Kepala Kantor Pabean [yang mengawasl lokasl kegiatan produksi,
ternpal penimbunan dan/atau pembongkaran Barang dan Bahan,
pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, tempat penimbunan Hasil
Produksi, dan/atau penerima subkontrak]:

7. Pimpinan ........ [Nama Perusahaan).

& L b

a.n. MENTERI KEUANGAN
EEPALA KANTOR WILAYAH /EPU
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LAMPIRAN HEFUTUSAN MENTERI EEUANCAN
NOMOR, 1
TANGGAL

DAFTAR BARANG DAN BAHAN YANG MENDAPATHAN PEMBEBASAN KEWAJIBAN
FEMBAYARAN BEA MASLUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAL PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN SANKSI
ADMINISTRASI ATAS ATAS BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS KITE

PEMEBEBASAMN KEPADA ...cococ v venmenes HARENA KHEADAAN TERTENTLU
TRAIAN BARANG
EONDE KANTOR | JUMLAH
| WO HODE HS
NOPEN,/TGL PTH SERI BARANG SATUAN

a.n. MENTER]I RELLANGAN
HEPALA KANTOR WILAYAH /S KFU

DIREETUR JENDERAL.,
~ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuat dengan aslinya.,
~Sekretaris Direktorat Jenderal
™ ui.h.

o a Bagian Unum




MAMA PERUSAHAAN ovoeal e

- 169 -

LAMTTHAR A3V
HEHATLUHAN DIKEETUH JENDERAL BEL DAN TLUKEAD

MM
TENTANG

PETURJLIE  PELARSANMAAN  PREATUILAN  BMENTERI  HEUANGAR
REFLELIE
PEMBEDASAN HBEA MASUK AW  TIDAK
PERTAMDOAFIANY MILAT ATAL
FERJUALAN ATAS HARANG MEWAH ATAS IMMCEE BANANG DAMN [BAFLARN
LURTUR NHEAH, DIRAKIT, ATAL DIFASANG PADA DARANG AN

K PER: & fHC /2018

INDOMNESA  NOMOH 1807 PM 0D 2008

DEMGAN TLRILIAN UTTUIR DIERSPOR

LAPORAN PERTANGOGUNGJAWABAN BARANG DAN BAHAN (BCL.KT 01)

KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN EITE PEMEEBASAN ... 8]
PENGATUAN LAPORAN KEPADA HANTOR WILAYAHFPU .3

JENIS PENYELESALAN o) s
NOMOR PEMNGASUAM ....oordBlors ranens

FERTELESATAN

PEMAKAIAN RARANG DAN BAHAN

DATA HOEIMM EN FENVELERALAN

TATA PENTIN.IANG

Irch K LIBE BoR - RODE KANTOR

- ROPEN

L) 7}

Fef

i
BARAN
A
HAFLAN I:

e -

FRATLAN
HARANG

(L] [EL

Total Milai Penyeleaaian:

Towal Milai CIF:
Total MNilal BM:

‘Total Wilai CUHAL

Tatal Milal PPN

Tatal MNilai PPrEM:

N 151 T I L= 1 RN | - 1 W | PO
Dikerahuai.

Fimpinan Perusabhaan

TENTANG
OIPLURGUT  Padal
PAJAK PERTAMEBEANAN KILad DAN PATAK
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PETUNJUE PENGISIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG DAN

o

BAHAN (BCL.ET 01)

. Diisi dengan nama Perusahaan.

Diisi dengan Heputusan FPenetapan sebagal Perusahaan KITE
Pembebasan

Diisi dengan tujuan pengajuan laporan, vaitu Kantor Wilayvah/KPU
yang menerbitkan Keputusan Penetapan sebagsi Perusahaan KITE
Pembebasan.

Diisi dengan pilihan jenis penyelesaian Barang dan Bahan, yailu:

a. angka "1 untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Has{l Produlksi:

b. angka “7". untuk jenis penyelesaian dalam hentuk sisa proses
produksi fwaste fscrap):

c. angka "B", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Hasil Produksi
Husak yang dimusnahkan;

d. angka “97, untuk jenis penyelesajan dalam bentuk Hasil Produksi
Rusak yang dirusakkan;

e, angka "10", untuk jenis penvelesalan dalam bentuk barang dalam
proses rusak vang dimusnahkan:

f. angka “11", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk barang dalam
proses rusak yang dirosallkan:

g. angka "12°, untuk jenis penyelesaian dalam benluk Barang dan
Bahan Rusak yang dimusnahkan;

h. angka "13°, untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan
Bahan Rusak yang dirusakkan;

1. angka "14”, untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan
Bahan Rusak yvang diekspor kembali:

- angka "15%, untuk jenis penyelesalan dalam bentuk Barang dan
Bahan Rusak yang dikemballkan ke TPB;

k. angka "16", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan
Bahan sisa atan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan
vang diekspor kembali;

L angka "17", untuk jenis penyelesalan dalam bentuk Barang dan
Bahan sisa atau tidak sesuai dengan spestfilkasi yang dibutuhkan
yang dikembalikan ke TPB.

Diisi dengan nomor pengajuan BCL.KT 01,
Diisi dengan nomor urut penyelesalan Barang dan Bahan.

Diisi dengan pilihan kode jenis dokumen penyelesaian, yaitu:
a. angka "1" untuk jenis dokumen BC 3.0:
b. anglka “2" untuk jenis dokumen BC 3.3;

¢, angka "3" untuk jenis dokumen BC 2.4.

Diisi dengan kode kantor. nomor pendaftaran, dan tanggal dekumen
pemberitahuan pabean penyelesaian sebagaimana angka 7.

Diisi dengan:

a. kode barang, berupa:

I} kode Hasil Produksi yang meliputi nomor Konversi yang
digunakan, untuk jenis penyelesaian Hasil Produksi yang
diekspor; atan

2) kode barang, untuk jenis penyelesaian selain Hasil Produksi
yang diekspor:



= I k=

h. klasifikasi HS barang;
c. uraiang barang; dan
d. nilal (dalam Rupiah).
10 Diisi dengan jumlah dan satuan harang,
11 Diisi dengan nomor dan langgal bukti realisasl ekspor atau
penyolesalan, o pa:
laporan hasil penelitian realisasi ekspor:
berita acara:
bulcti pembayaran;
faktur penjualan/invoice;
sural Seran Terima Barang;
bulkti piutang;
. lain-lain,
12 Dusl dengan jumlah. saluan dan nilal barang berdasarkan bultl
realisasi chspor alau penyelesalan schagaimana angka 11.
13 Diisi dengan nomar vrut Barang dan Bahan yang dilaporkan.
14 Diist dengan pilihan kode jenis dokumen pemberitahuan pabean impor,
yaitu:
a. angka "1" untuk jenis dokumen BC 2.0,
b. angka "2" untuk jenis dokumen BC 2.5:
o, angka "3 untuk jenis dokumen BC 2.8;
. angka "47, untuk dokumen lainnya.

15 Diisi dengan kode kantor, nomor pendaltaran, dan tanggal dokumen
pemberitahuan pabean impor sebagaimana angka 14.

16 Diisi dengan nomor urutl seri Barang dan Bahan dalam okumen
pemberitahuan pabean impor schagaimana angka 14.
17 Diisi dengan:
a. kode Barang dan Bahan;
b. klasifikasi HS Barang dan Bahan; dan
c. uraiang Barang dan Bahan,
18 Diisi dengan jumlah dan satuan Barang dan Bahan.
19 Diisi dengan nilal CEIF Barang dan Bahan.

20 Diisi dengan nilad bea masuk, cukai, PPN, dan PPnBEM Barang dan
Bahan,

wesRNgE

DIREKTUR JENDERAL.

-ttd-

HERU PAMBLIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

taris Direktorat Jenderal
i b.

a Baglan Umum

'.'\"":'L !
" ANahjudi Adrijanto
NIP 19700412 196912 1 001
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[AMTIAAN XK

PEHATUIAN I NEEETLUR JENDIERAL DEA DAM CLIHAL
MEMEH PEH. A JHEOSSH0

TENTANG

IMETUMIUR.  TELAHSANAAN  PERATLIRAN METE
RELIANCIARN BEPUELE M ONESTA SO
I PMEO 200 TENTAKD FEMBEHASAN BEA MASLE
AN TIDAS DIPUNOLUT PAJARL PERTAMIAILAN NILAT ATAL
PALAK BERTAMEATLAN MILAT AR PALAR PEAMILALAN ATAS
PRARANG MEWAD ATAS (MO ARANG . TAN IRATIAN
LIBTLIH EAOLATE DOCaRIT, ATAL LIPAaSaMNC 'alrs BalANG
TAEN DERGAN TUFUARN LU [HEICSIIR,

FORMAT REGISTER

HOP SURAT BEANTOR WILAYAH /HKPL

...........................................................................

TANDA TERIMA REGISTER BCLKT 01

Telah diterima hasil register BCL.KT O1:

MNo. Aju

Nama

Keputusan penetapan sebagai
Ferusahaan KITE

No. Register

Tyl Register

Jml Dok Penyelesalan

Jml Dok Barang dan Bahan
Jurmlah Hasil Produlksi
Jumlah Barang dan Bahan

yang menyerahkan, vang menerima,

lllllllllllllllllllllllll

DIREKTUR JENDERAL,
ttd-

HERU PAMBUDI

Sallnan sesuai dengan aslinya,
=kretaris Direktorat Jenderal

T =NIP 19700412 198912 1 001
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LAMTIRAN BEM
PERATUEAN DIREICTUER JENTERA. DEL AN CLEAL
NOMOH PER- 4 NG/ 8018

TENTANG

FETUMIUK.  PELAKSANAAN  PRERATURAN  MENTERI
ILEUAXIGAN RETEIAIE I CNESEA, PR
TG PMELDA P16 TENTAMG PEMBEHASAN [0 MASUEK
FIAN THBAK [HIM G LT PATAK FERTAMBALLAN NELAS ATAL
P AR PMERTARMMBAIAN HILAL DAR Fraak PESILALAN ATAS
PAlLANG MEWAID ATAS IMPOE HAMANG DAN 1IATLAN
USNWUR 1IOLAL DIRAKIT. ATALT INPASANG PALA [IARANC
LAIN DENCAE TLAILAN LINTUR [IERSITH

LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR )

KEMENTERIAN KEUJANGAN REPUBLIK INDONESLA

DIREETORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EESPOR (LHPRE)
Bomors...cooo o Dhescrsnneo TANEEAL coer oo [Bereeorns

B. DATA EESPORTIR:

| Nomor FEB  :.....(12)... Tanggal: ....[13].......
EESPORTIR:
A, NPWF ETIPTRATTIIR, | | I er R
b. NIPER/SKEP ... (B)eiiiocrinnnnenn. | FASILITAS YANG DITERIMA
¢ Nama TN AN | SR (19
d. Alamat £ SN ... Pelabuhan Muat Asal ... )i
Pelabuban Muat Ekspor ;... (16
Pelabuhan Tujuan  :..... (17)...
PENERIMA
A Nama. 2. B e Packing Het 2 ... 38F.ninnins
b. Alamat - ... |2 ¢ [ —. Tivwadoe SO W . | FRE——_—
€. Negawa @ sl Visicmimiimmiiis
Uralan Barang | Valuta
|

|||||||||||

C. HESIMPULAN :
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TATA CARA PENGISIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR
[LHPRE)

(1) Nomor LHPRE.
(2] Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) LHPRE.,

(3) Nama Kantor Wilayah atau EPU yang menerbitkan surat keputusan penetapan
schagal Perusahaan KITE Pengembalian atau Pembebasan.

(4) Nomor Pokok Wajib Pajak [NPWP] eksportir sesual dengan NPWP yang tercantum
dalam PEB.

(3} NIPER atau nmomor surat keputusan penetapan sebagai perusahaan KITE
Pengembalian atau Pembebasan sesual dengan yang tercantum dalam PEB.

(6) Nama eksportir sesuail dengan nama yang tercantum dalam PEB.
(7) Alamat eksportir sesual dengan nama alamat yang tercantum dalam PEB.

(8) Nama penerima barang ekspor di luar negerl sesual dengan nama penerima yang
tercantum dalam PERB.

[3) Alamat penerima barang ekspor di luar negeri sesual dengan alamat penerima
yang tercantum dalam PEB.

{10kNegdara penerima barang ekspor sesual dengan negara penerima vang tercantum
dalam PEB.

(11}Uraian barang ekspor sesual yang tercantum dalam PEB.

(12} Nomor pendaftaran PEB sesual dengan nomor perdaftaran yang tercantum dalam
PEB.

(13)Tanggal, bulan, dan tahun (dd /mm/yyyy) pendaftaran PEB sesuai dengan yang
tercantum dalam PEB.

(14]Fasilitas yang diterima oleh ecksportir, yaltu fasilitas pembebasan atau
pengembalian bea masuk atas barang impor yang ditujukan untuk diclah,
dirakit, atau dipasang pada barang lain.

(15]Nama pelabuhan muat asal barang ckspor, sesual dengan nama pelabuhan muat
asal yang tercantum dalam PEB.

(16]Nama pelabuhan mual ekspor, sesual dengan nama pelabuhan muat chspor yang
tereantum dalam PEBR,

(17]Nama pelabuhan tujuan di luar daerah pabean.
(18] Nomor packing list scsual yang tercantum dalam PEB.
(19)Nomor inveice sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.

(20)Jenis valuta asing yang digunakan sebagal dasar transaksi antara penjual dan
pcmbell dalam nilai FOB, sesuai yang tercantum dalam PEB,

(21)Nilad total barang ckspor dengan Inesterm FOB, sesual nilal FOR yvang tercantum
dalam PEB.

[22)Hasil rekonsiliasi diisi dengan sesuai atau tidak sesual.

(23)Jika ada catatan dari Kantor Wilayah atau KPU dalam hal dilakukan penelitian
realisasi ckspor untuk dokumen vang tidak rekon.
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TATA CARA PENELITIAN REALISASI EESPOR UNTUE DOKUMEN YANG TIDAK REEON

. Sistem Komputer Pelayanan melakukan rekonsiliasi data dokumen pabean ekspor
dengan data Outward Manifest dengan mencocokkan elemen data berupa nomor
pendaftaran dan tanggal FEB.

. Dalam hal nomor pendaftaran dan tanggal dolkumen pabean ekspor kedapatan
sesual dengan data Outward Manifest, Sistem Komiputer Pelayanan menerbitkan
Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE).

. Dalam hal hasil rekonsiliasi antara PEB dan outward manifest kedapatan tidak
sesuni. maka 7 (tujuh) harl sejak tanggal perldraan ekspor, SKP akan
memberitahukan ketidaksesualan melalui Notifikasi Tidak Rekon (NTR).

. Paling lama sebelum periode KITE Pembebasan berkahir, Perusahaan KITE

Pengembalian menginput data PEB pada SKP dan menyerahkan atau mengunggah
dokumen:

a. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembetulan PER:
b. 55TH, dalam hal barang ekspor gabungan;

.o Irnoice;

d. Packing list:

e. House B/L atan AWB

- Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah yang menerbitkan sural keputusan
penctapan scbagal Perusahasn KITE Pengembalian atau Pembebasan meneliil
dokumen pendukung yang diserahkan atau diunggah oleh perusahaan KITE
Pengembalian atau Pembebasan dengan cara sebagai berikut:

a, Memeriksa kesesuaian data shipper pada dokumen FEB dengan data pada
dolcumen tnuoice, packing Iist dan house B/ L atau AWB.

b. Memeriksa kesesualan nomor dan tanggal invoice pada dolkumen PEB dengan
data pada dokumen invoice,

c. Memeriksa kesesualan nomor dan tanggal packing lisé pada dokumen PEB
dengan data pada dokumen packing List.

d. Memeriksa kescsuaian nllal FOB pada dokumen PEB dengan data pada
dokumen inuaice,

e. Memeriksa kesesuaian data uraian, jumlah dan jenis satuan bamang pada
dokumen PEB dengan data pada dolkumen invoice dan packing list.

f. Membandingkan data berat barang (gross atau neftn) pada dokumen PEB

dengan data berat barang (gross atau netto} pada dokumen packing list dan
howse BYL atau AWE.

- Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huorufl
a sampai dengan [ kedapailan sesual maka Pejabat Bea dan Cukal menerbitkan
Laporan Hasll Penelitian Reallsasl Ekspor (LHPRE] melalui SKP.

- Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 hoeaf
a sampal dengan e kedapatan sesual tetapi pada butir 3 huruf [ kedapatan tidak
sesual maka Prjabat Bea dan Cukal dapat menerbitkan Laporan Hasil Penelitian
Realisasi Ekspor [LHPRE) dengan memberikan catatan atas ketidaksesuaian butir
3 huruf [ melalui SKP.
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LAMPIIRSN HESL

HEFLATLIEAN paReE e JERTERAL MG THAR CLINAL
NORMOH PER: 4 (RG220

TEWNTANG

LRI FELAHSAN AN TERATUHAN WENTERI
MELAMOIAN KEFLTILIR IHIFONESIA HONHIE

LB TE M D 20 LB TENTANG TEMAETAIAN VR, AR
AN TITIAK LG LT FadAR TEHTAMIAILAK L] ATAL
P AR T HTAMIEAILAN ILAL [ B PENLIALAR WA=
FAMANG MEWATL ATRE eV ROH RAHAMT 1WA ELAL AN
LR UL T10LALL DRIARTT ATAL FIEPASANC PADA TAndk
LalN LFREGAN T LILIAMN LINTLIR NIEESFOE

PEHBEFITM KETII}ﬂﬂ-EHGEﬁPﬂE DOKUMEN
LAPORAN PERTAN GJAWABAN BARANG DAN BAHAN (BCL.KT 01)

e e e S o T Rp———_ S e N i n e e i SR

KOP SURAT KANTO R WILAYAH /KPU

PE———— __|-_J--—_-r—__.—__.--__---_-—-J'I——_———_-.l—-_‘.-—_'r--l——d -

PEMBERITAHUAN KETIDAKLENG KapaN DOKUMEN

Momor Pengajuan:
Nomor Register:
Waktu respon:

L i, TN (Mama Perusahaan)
. iBeputusan penctapar sebapai Perusahaan KITE)

Dengan 10d diberitahukan babwa:

BOLKT 01 yang Saudara sampalkan tidak memenuhi syaral untuk diproses lehih
lanjut. karena helum menyampalkan kelenghapan dokumen sehagai berikuls .-

Agar Saudara menyampaikan kelengkapan dokumen dimakeud paling lama 7 [tajuh)
hart kerja scjak tangpal pemberitahuan ini. Dalam hal perusahaan tidak menyampailkan
kelengkapan dokumen dalam hatas waklu tersebut, laporan partﬂngg:mgjawaban
ditolak,

Demikian disampaikan prituk dimakivmi,

NAMA
NIP

DIREKTUR JENDERAL,
-ttd-
HERU PAMBUDI
Salinan sesual dengan aslinya.
cretaris Direktoral Jenderal

u.b.
Bagian Umum

;
ot ‘.’ﬁa.'taj,uc'll Adrijanio
NIP 19700412 198912 1 001
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LAMPI[AN XXX
PFEMATIAAN THEEETUR JENDEIRAL [FEA TiaN CUR0A
NOMOIE PER- 4 JBC/RIR

TENTARL
PETUNJUE  PELARSANASN  PRILATLIMAN BIERTER]
HEUARMG &R REI'LIEH IR IS A HOMOE

B PMI O/ 2018 - TENTANG FEMIEKIASAN [EEA MASLIE
DA THRAE THPLMOUT PAFAK 'FHTABMBAL LAY NELAR ATAL
FALEAE PR AMITLAL LK MILAI DA DASAH FERIDIALAN ATAS
[LAEANG MEWAI ATAS IMPOR DARANG [DAN [RAJLAN
JINTLAL 004, DPRARIT, ATAL INPASARG Al BARANG
LAdR EIRRIGAN TLRILAN U TLIH PR

JUMLAH PEMAEAIAN BARANG DAN BAHAN YANG DILAPORKAN PADA BCL.KT 01

WNMMMMMWEGWI

i e e i W A RS S S S EE S R

KOP SURAT KANTOR WILAYAH /KPU

e e i i e e T I L N

KONFIRMASI SELISIH KONVERSI

NOMOR:
TANGGAL:
Yih. ....c......(Nama Perusahaan)
.......... (Keputusan penetapan sebagal Perusahaan KITE)

Sehubungan dengan laporan pertanggungjawaban bahan baku asal fasilitas KITE
Pembebasan (BCL.KT 01) dengan Nomor Pengajuan: ...... Nemor Reglster: ..., dengan
ini kami sampaikan bahwa:

1.

Terdapat selisih antara jumlah pemakaian Barang dan Bahan yang dilaporkan pada
BCL.KT 01 dengan jumlah pemakalan Barang dan Bahan berdasarkan HKonversi
sebagaimana data terlampir.

Berdasarkan data selisih tersebut, dengan ini kami meminta konfirmasi/ penjelasan
kepada Saudara mengenal penycbab terjadinya selisih dimaksud.

. Agar jawaban konfirmasi/penjclasan Saudara sebagaimana dimaksud pada angka 2

disertai dengan bukti pendukung berupa:

Jawaban konfirmasli/penjelasan serta bukti pendukung sebagaimana dimaksuc
disampaikan paling lama 7 [tujuh) hari kerja sejak tanggal konfirmasi ini.

Dalam hal konfirmast/penjelasan serta bukti pendukung tidak disampaikan dalam
batas waktu tersebut, atas selisih sebagalmana angka 1 dilakukan .

Demikian disampaikan untuk dimalklami.

Mama Jabatan
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DAFTAR SELISIH KONVERSEIL

No. | Nopen PIB Seri Uraian barang/ | Kode BCL.ET 01 Konversi % BCL.KT 01 | Konversi
Tgl PIB Kode Barang Satuan BM,/PPN BM/FEN
Kode Kantor dan Bahan
TOTAL {

Nama Jahatan

DIREKTUR JENDERAL.

Salinan sesual dengan aslinva,
s wﬂmnm Direktorat Jenderal
. b

~ttcd-

HERU PAMBUDI

E_mu 19700412 198912 1 001
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FAMITRAN Ky

IMERATURAN DIRERTUR JENDERAL MEA, Das ClLRA)
ROBECH PRI & FBO 20 b

TENTANG
I'ETURIUE  PELAHSANASN  PERATURAN  MENTERI
HISLIAN Gt P REFUBLIE KON ESIA WOMOH

160 IWMEDE fE0 L TERTARDG MERMBENMASAN BEA MASLIK
DA TIFAE THFURGUT PAJAK FERTAMOANAN NILAT ATAL
Bl FEATAMIGAI AN NILAT DAN PAJAR FENRIUALRY ATAS
DAMANG BEWAN ATAS IMPOE [RARANG 13AN RAIAN
UNTUR MHOLAZL, DIHAKIT, ATAL DIPASANG PAEIA FARANG
LAIN DEMGAN TLIUAN UNTUK DIERS MO

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENYESUAIAN JAMINAN

e e e e o e e e o I N O D 0 0 0 i e e e i S s o < g

KOF SURAT EANTOR WILAYAH fKFU

o B A R I —

SURAT PEMBERITAHUAN PENYESUALAN JAMINAN

Nomor: Tanggal:
Lampiran:

Perihal:

Yih ...

Berdasarkan BCL. KT 01 dengan register nomor ............. tanggal ....coieeei dengan

ini disampalikan hal-hal sebagal berikul:

1. Dafllar BC 3.0/BC 3.3/BC 2.4 yang telah diperhitungkan seperti pada
Lampiran-1;

2. Daftar Rekapitulasi Nilai Pungutan Negara Yang Disetujui Per nomor dokumen
pemberitahan pabean impor/pemasukan sepertl pada Lampiran-2;

3. Daftar Jaminan yang disesuaikan/dikembalikan berdasar butir 1 seperti pada

Lampiran-3.

Saldo nilai Pungutan Negara pada lampiran-2 dalam kolom 7 (saldo akhir) agar
segera direalisasi ekspornya. Sedangkan nilal jaminan yang harus dijaminkan
terfera pada lampiran-3 kolom 7.

Terdapat selisth konversi atas Barang dan Bahan scbagaimana Lampiran-4, yang
akan dilakukan penetapan tagihan bea masuk, PPN, scria sanksl adminisirast di
bidang kepabeanan dan perpajakan.

Terdapat tagiban bea masuk dan FFN atas Barang dan Bahan sebagaimana
Lampiran-5, yang akan diakumulasi dan dilakukan penetapan tagihan bea masuk,

FPN. serta sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan perpajakan, pada akhir
periode tahun berjalan.

EBila kemudian hari hasil pemeriksaan lapangan ternyata terbukll nilad Pungutan
Negara yang dilaporkan lebih besar dari yang sebenarnya, maka Saudara wajib
melunasi kelebihan fersebut ditambah sanksi administrasi berupa denda sesuai

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan  sanksl
administrasi berupa denda di bidang kepabeanan serta sanksi administrasi atas
Pajak Pertambahan Nilal atau Pajak Pertambahan Nilal dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah scsual dengan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara,
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LAMPIRAN I SPRJ NOMOR ... TANGGAL ...

KEPUTUSAN FENETAPAN SEBACAI FERUSAHAAN KITE:

NOQ/TGL REGISTER:

Daftar BC 3.0/BC 3.3/BC 2.4 yang Disetujui

Mo, CrlenTreen

Kantor

Moo




NAMA PFERUSAHAAN
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LAMPIRAN II 3PFJ NOMOR .... TANGGAL

HEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE

NO/TGL REGISTER

Rekapitulasi Nilai Pungutan Negara Yang Diaetujul Per nomor dokumen pemberitahuan pabean impor/ pemasukan

Mo, Mo. Aju FIB
Nopen PIB/Tgl

Satuan
Uralan Barang

Seri Barang,/HS Code/Kode

Bl awal

B galds
BM pakoai
BM akhir

EMT awal
BMT saldo

BMT paleai
BT akhir

PFN awal
PPN saldo

PPN pakai
PPN alchir

FPnBM awal

PPrBAM =aldo
PPnEM palkal
FPnBM akhir

Cubkcai awral

Cubcai saldo
Culcal paleal
Culkcal alchir

Total awal
Tatal saldo
Total pakal
Total akhir

TOTAL PER PIB:
{Nilai aweal)
(Saldo lalu)
(Digunakan)
(Saldo akhir)

TOTAL SELURUH PIB:
(Mlad anwral)

(Saldo lalu)
(Drigunalan)

(Saldo akhir)
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LAMPIRAN III SPPJ NOMOR ... TANGGAL ......

NAMA PERUSAHAAN ;
KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE:
NO/TGL REGISTER :
KANTOR PABEAN IMFOR

Daftar Jaminan yang disesuaikan fdikembalilan

No. | Penjamin Jenis Jaminan Nilai Jaminan Saldo lalu Digunakan Yang Harus Dijamin

Mo, Jaminan HNilai Fungutan B Bm B

Periode Jaminan (FLB) CURAL CUKAI CUKAl

No. Aju PIB KeL Jaminan® BMT BMT BMT

No. Daftar PIB FFN PPN PPN

Tal. PIB PFNBM FFNEM PPNEM
Jumiah Jumlah Jumlah

TOTAL
*KETERANGAN JAMINAN:

(1.
(4.
{4}.
(5.
(6.

Jaminan 14 har akan jatuh tempo
Jaminan sudah jatuh tempo
Jaminan tidak ada

Ada jaminan tambahan
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LAMPIRAN IV 5PPJ NOMOR .... TANGGAL ......

NAMA PERUSAHAATN :
EEFUTUSAN FENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE

NC/TGL REGISTER T
HKANTOR PABEAN IMPOR

Daftar Selisih Kenversi

No. |NopenPIB | Seri | Uradan barang/ | Kode BCL.KT 01 Honversi BCL.KT 01 | Konversi
Tgl PIB Kode Barang Satoan BM,/ PPN BM/PFN
Eode Kantor dan Bahan B -

TOTAL
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LAMPIRAN WV SPRI NOMOR ... TANGGAL ......

NAMA PERLUSAHAAN :

BKEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGA] PERUSAHAAN KITE -
NQ/TGL REGISTER 3

KEANTOR PABEAN IMPOR

Tagiban bea masuk dan PPN atas Barang dan Bahan yang akan dialamulast dan dilakukan penctapan pada akhir periode tahun berjalan

No. MNopen PIB Seri Uradan barang/ Kode Jumlah barang TAGIHAN
Tgl PIB Kode Barang Setuan BM PPN Denda BM | Bunga PPN
Kode Eantor dan Bahan
TOTAL
DIREEKTUR JENDERAL.
-tted-

Salinan sesual dengan aslinya,
HERU PAMBLUDI
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LAKIPIRA 2N

TERATURAN INFERTUR JENDERAL DEA DN CLIKAL
RO TR 4 TAC/ 010

TENTANG

PETUNILIE  PELAKSANAAN MFHATURAN RIENTERI
JELIANGARN REIMIHLIE IONES N BICHAO
16014 2008 TENTANG PEMIEIASAN BEA MASUK
1AM IO DHIPUNGUT PAJAR PRRTAMIERFUN ML ATAL
THALTAH B ESRET AT AL RAR MELATD AN el Al [HEHTUALAN KTAS
HARANDG MEWAIL ATAS MPOR DARANG A4 1RAFLAN
LINTLUH DICOLATL DIRAKET, STAL DIFASAKNDG PADG TUILAN
T4l DENRAN IRILIAN UINTILE IEKSIMH

FORMAT SURAT PERSETUJUAN IMPOR ATAU PEMASUKAN KEMBALI
HASIL PRODUKSI

JESPRE F———— e e ] R ey e e e T e T L —

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

T —————————————— T L PR PR PR PR TR LR

MNomor Tanggal ..o
Sifal
Lampitan
Hal . Persctujuan Impor/Pemasukan Kembali Hasl] Produkst
Vth. Pimpinan [Nama Perusahaan)
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ............ anggal ... perihal

______ , dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan

impor kembali Hasil Produksl dengan data sebagaimana terlampir. disetujul dengan
ketentuan sebagal bertkut:
1. Atns impor kemball Hasil Produlsi:

[] diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka
impor, dengan menyerahkan jaminan senilali Bea Masuk serta pajak dalam
rangka impor berdasarkan tarlfl dan nilal barang atas barang yang diimpor
kembali.

[] diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka
impor.

2. Pada saal impor kembali Hasil Produksi, agar Saudara:

;1

b.

c,

il.
. menyerahkan jaminan senilal Bea Masuk seria pajak dalam rangka lmpor

memberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean
impor:

mengisi kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Imper™ dengan pilihan
"harang relmpor yang mendapat fasilitas KITE";

mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali ini pada
lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan  persynratan/fasilitas
pemberitabuan pabean impor;

melampirkan surat persetujuan impor kemball inl; dan

berdasarkan tarif dan nilal barang atas barang yang diimpor kembali.

. memberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberilahuan pabean

impor:

.mengisi kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor® dengan pilihan

*harang reimpor yang mendapat fasilitas KITE™

- mencantumkan nomor dan tangal surat persetujuan impor kembali inl pada

kolom “Pemenuhan Persyaratan /Fasilitas Impor™;

. mencantumbian nomor dan tanggal surat peractujuan impor kembali ini pada

lembar lanjutan  dolkumen  dan pemenuban persyaratan/fasilitas
pemberitabuan pabean impar:
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e. melampirkan surat persstujuan impor kembali ind:
[ menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor
herdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kemball

3. Hasil Produksi yang dilmpor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dickspor kembali dalum waktu paling lama 3 [tga) bulan sejak tanggal
pemberitahuan pabean impor kembali dan dapal diperpanjang untuk waktu paling
lama 3 {tiga] bulan dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang
menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.

Demikian disampaikan.
Kepala Kantor

||||||||||||||||||
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DATA HASIL PRODUKSI YANG DIMPOR KEMBALI

Lampiran Sural

Nomor

Tanggal :

Hasll Produksi yang aken Dlirmgar Karmbali Barang danatau Bahan
Mo Jenis Momor! Uraian | Sawan | Jumilsh Iitat Mo, Wl Jenis Komor! Ureian Jenie Sawan Jumfah Nilai CIF e
Urut | Dokumen | Tanggall | Jenis Barang Dokumen | Tenggal Barang Masuk/
Kd Barang FOB Kl Kasslor e Bahan PPK
anmr Hasil
FProduke:
|
Mama Jabatan
mm_.._.mﬂﬂ-.- aceiial E.ﬁq.—mﬁ..ﬂ_. m.m.._.—.ﬂ-..u___m._. U_”—N.m_._._ﬂ.._...._...”_m ._.._.m..___.:“_m.mtﬂ_.mt.
1..4.m_w_m,_,.nrw..__m Direktorat Jenderal
R B _.L_.mu I.H.-.uul
.
Fala Baglan Umum
m agl HERL PFAMEBELT
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1AM
FERATLIIAN LT JEMDERAL JHER, LA CLuRAL
wiiH TER- & Jl‘:."!nl"ﬂ

TR

PErTLINIL TELAESANANE (ST AN NI
HELIANAN DL HEansESEA Al
mwl-wn;.m.-'mm TENTAHG PEMIELASAN (1A MASLIR
| aAA TTE A FLHGLTT Ittt PEETAMIELLLAN pllA0 ATAL
1A AT [T AL LAR NILAL TRAN el Pl LALAN TR
AR e Al ATHS PR [LAJEnmEE [IAN Al Lk
LUK golatl. WHAKET, ATAL LATASANTE YT nmEAaME
1N TVERGAN TLLINTAR 1IMTLE IHERST O

FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS PERHGHGI'I&H IMPOR ATAU FEMASURAN

KOF SURAT KANTOR WILAYAH /KPU
MNOmmoT Pargal... oo
Sifal
Lampiras
Hal - pernberitaiuan penolakan atas Permonons Irnpnrj'r’cmasukan Kemball
tHasil
Produksi

yth. Pimpinan [N amEa Perusahaan

i - o iNama perusahaan)
[ |
Sehubungan dengan surat permahonall gaudara NOMOF &-ew - tanggal ..o -ee
hal ..coee bersama ind kami sampatkan bahwa herdasarkat hasil penelitar terhadap

dokumen pcnc‘-uhung. permohonan Saudara iidak dapat disetujul dengan alasan
1.

. sl :

Demikian disampalkan antuk dimalkiami.

DIREKTUR JENDERAL.
-tid-

HERU PAMBU D1

Salinan gegund dengan aslinya,
=kretaris Dirckio rat Jenderal
- ub

Sla Bagian Lmmm

f\:—"" Y — - - E'!ﬂT.D
i) 19700412 198912 1 (01
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LAMPERAN N0
MERATURAN DIRENTUSR JENMTAL BESA DAN CLUHAS
MOE Y FEHR- 4 f1C 20 k0

TENTAMG
PETURSUE  VELAKSANAAN IEHATURAN MENTER] HEUBANGAN

FEPUALIK  THDCOMESEA OB I80/TMECOE /3008 TENTARG
FEMBESASAN BEA BMASUH  DAN  TIHIAK  DHPURGOUT  Pajax
TERTAMBARAN NiLal ATAL Pajall PERTAMBAHAN NILAI DaN PAjAR
PEMLILIALAN ATASL BARANG MEW AR ATAS |MIOR BAA NG TRAN BAFAN
LITE IHOLAH, DHRANIT. ATAL THPASANG ALV HARANG |ASY
DENDAN TIUUAN UNTUE [IESSPOR

LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALL ATAS HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI

MAMA PERUSAHAAN .1
EEFUTUSAN PEMNETAPAN SEBACGA]l PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN ... [2)......

FENGAJLIIAN LAPGRAN KEPADA KANTOR WILAYAH/KPL o 43)..
NOMOR PENCGAIUAN ..o (4 eoerren

Hasil Produiksi yang Dampor Kembali Data Impor Kerrbal Ekspor Kembali Hasil Produbsi
Mo, | Janis Momod | Uiaian Barsng! __ Milal Mis. Janis Meseror! Uraian | Milai Bea M. Lirut Jens Moo Liraizn Mila
Lirut | Dokumen | Tangoald | Saluanflemlah | Barsng | Ueut | Dokumen | Tamgoged Buarang/ CIF | Masuk Dokumen | Tangoal! Hararg’ B #ng)
Rl FUR Kd Kastor | Saluarddumbiah PEN! Bl Kandor § Satuan’Jumiah | FOB
FPh

Kandor

|

g : rodmama Kotal, ..., sl TEE DI D) s
Pembmuial: Tl Dikistahul.

Penanggung Jawab / Direksi

Pemenksat TTd.:
xilinan sesuai dengan aslinva,
e Bekirtaris Direklorat Jenderal DIRERIUR JENDERAL,
i .- EFlan U -tid-
: ?@ HERL PAMBUDI
. & ;

“NiE HEGE: 198012 1 D01
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LaMiEl4AM X
AT LIRARN PR EATLR JEMEEAL (A AN TR
NOMODHE PER- 4 SO AL

TENTANG
P TLIpLILT PELAREAMASN PERATILRAN MERTERL
L LA CRA EEFITILIE IS Il

g AL £ H TENTARG FEMIEIASAN 19EA pASLIE
1M FlmAH THUROLUT P A PERTAMILAL AN MILAD ATAL
palAK PRIETAMERAL AN saLAl mr-u-.-..lmmruum.a.n ATAA
TR WEWAT ATAS Ddred RARLAMOT TRAM [1ANEAN
T TLIE, TOLAlL CARARIT, ATAL THPASANG {512 TIRH AL
(L] I]E!I'-IL'I.'.I-F'!'U-JUH’."I UMUK DEFESIAHL

FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATAS LAPORAN REALISASL EKSFOR KEMBALIL
HASIL PRODUKSI YANG DITMPOR KEMBALIL

— e S - ST __.-__-__.-_.p--..—.-—-a-.--lr—- gy e

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KFU

e o i e S B —_L_ s -

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN REALISAS] ERSPOR KEMBALI HASIL PRODUKS]
vANG DIMPOR KEMBALA

NOMOR:
TANGGAL:
b 11 TRRY (Narma perusahaan)
B (Keputusarn penetapan sebagal Perusahaan KITE)

gehubungan dengan laporan realisast ekspor kembali hasil produks yang diimpor
gemhali dengan Nomor Pengajuam. ....o Nomor RefiSlers .....- dengan ind ki
sampalkarn bahwa laporan tersebut disetujul dengan daftar realisasi ekspor yang
disetujui sebagaimans terlampir.

Demikian disampalkan untulk dimakiumi.
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DAFTAR REALISAS]I EKSPOR EEMBALI HASIL PRODURSI YANG DISETUJUI LAPORANNYA

-._. I-.I .|
Mo, _ DILAPCRKAN DISETLLILI
Urat Janls Cokuman mMemor | Tanggal & Ko Hantor Urakan Barang / Saluar / Jumlah Uralgn Barang | Satuan / Jumish
Fepala Kantor
DIREETUR JENDERAL,

Salinan sesuai dengan aslinya,
kretarls Direktorat Jenderal

Dt u. b,
Wgini w.,mmﬂn_m_h Umurmn

e M ._._..mam Adrijanto
= UNIE19700412 198912 1 001

-{td-
HERL PAMBLIDI
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LAMEHAN XY

FEHATURAN DIREKTUR JERTIERAL BEA AN CTIHAI
MEIMOE PER- 4 SOC 2005

TENTANG

FETUNJUK  PELARSaNSAN  PEHATURAN  MENTEHRD
IEHLIAN Congs REFUTILIR INLEANESLA SRR
IO L 2018 TENTARG PFEATIRIIARAN 1188 RASLIM
TIAK TR IIFIRGUT PaJAl FERTAMDMELAN BILAL ATAL
Fiul AR FERHVAMBAL AN MILATDAN PR ITERILUALAK ATAN
HAHANG MITWALL ATAS MPOR BARANG [WAN  AIAN
UIMTUH IHOLAN, TIRAKIT, ATAL DIPFASANG TADA BARANG
LAEN LAEBC%N TLLJLAN LINTUE THERSFOR

FORMAT SURAT PERSETUJUAN IMPOR ATAU PEMASUKAN BARANG CONTOH

e e o et e = N WU B BT 8 B o o i o8 8 e B S S - S B S o A - e g B O W O

KOF SURAT KANTOR WILAYAH fKFU

-------------

Nomor - TOEAL o o psaingmianns
Sifat 3
Lampiran
Hal ! Persetujuan Impor Barang Contoh
Yih. Pimpinan (Nama Perusahaan)
B i L
Schubungan dengan surat Saudara Nomor ........... tanggal ......... perihal

.................... disetujui permohonan Saudara untuk melakukan impor Barang Contoh
dengan mendapat pembebasan bea masuk dan tidak dipungut FPN. yattu terhadap
barang sebagal bertkut:

Irdalan jenis Fasil
LUralan Negara Produksi

Carang i O B Asal vang terkait Keferangan
Barang Conteh

Mo, HE

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor

DIREKTUR JENDERAL.
-tid-

Salinan sesuai dengan aslinya, HERU PAMBLIDI

Sekretaris Direktoratl Jenderal
.:""\.\ l] ,h.
Hspala Bagian Umum

ItTI Adrijanto
N 19700412 198912 1 001
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LAMPIHAN KLIE

FERATLREAN ENHERTUR JENDRERAL DEA, Dy CLRA

NOMOR PER- 4 RS0

TE-TANG

METUNJUR TELAESANAAN PERATHRAS MENTER! RELANIZAN
REPUBLIE  INDEOMESA,  NOMOE TR PME M 20 14 TETAMG
PEMEERASAN BEEA MASIKE [DAN TDAH DIFUNGUT  PAJAR
FERTAMBMAHAN NILAD ATALF PAJAE PERTAMEATLAN NILAT DAY TiAJAK
PESLILIALIAN ATASE PARAN D MESAH ATAE IMPIT BARANG AN BAHAN
LWTUI (OLATL THEARIT. ATAL ITHFASANG PAIM AARANG LAN
DGR T LN UNTUK DIERSMOER

Penatausahaan atas penggunaan Barang Contoh

Diokumien Pabean o
- Hocle 4 Uralan Mata | Harga Bea
e Jenis Hode f Barany mmma H5 Barang Satuan | Jumdah Leng | Satuan CIF Masuk PEN
Dokirms Momer | Teogeal arang
MR | Hantor
| i
Bukli Pencrimaan Barang
Cudang

Momor Tangsal

m— — n e

?m.:dm.: sesual dengan aslinga. DIREKTUR JENDERAL.

-ttd-

HERLU PAMBUDI

d.__m.#..._,ﬂE Arrijanto
..|_.,._4n__ TOTFANA LT 108G T
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LB LHIETLEH JENDERAL LR, DA CRHAL
HOMOE PRA- 4 a’ul.'f.f'.tl!l:'!l

TENTANG

ME1I LR TELAKSAN AN PEHEATLIRAS MR
HELIANCGAR REFLELIK [MLINTSIA WO
LA0S PN 04 F20 1R TENTANG PEMISEINGEAR FEA FAASLIE

ALK PR TAMIEL BAN P{ELAN 1AM I AL PRI L AL WEAS
PARANG MEWAH ATRS TMITHE [RARANG BN 1141 LAN
LATLIE THEALY, DIDAKIT. ATALL TE1AsANIG FAl RLAIAMGE
pons DENCAN TLL AN LIRS LI T
FORMAT SURAT EREUAN FASILITAS KITE PEMBEBASAN

————— b L e 0 R e A S o B i e L

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/EPU

__.___.--___.....,.___...-___..--__. i e 8 e I

Momor it L Tanggal....
Sifal : Sangat Segera
Hal - permbekuan Fasilitas KITE Pembebasan
Yih, PIMpinan ... (nama Perusahaan]
(1 | PR

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal ... Peraturan Menterl
Keuangan Nomor .......... lenlang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Fajak
Periambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Perjualan atas Barang
Mewsh atas lmpor Barang dan Bahan wniuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pacla
Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ind disampaikan hal-hal sebagal
bertlout:

1, Bahwa ..... [Perusahaan), yang mendapal fasilitas KITE Pembebasan berdasarkan

keputusan  penetapan =zehagal Perusahaan KITE MNOw.wen Tanggal....... telah
melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan fasilitas KITE Pembebasan
yailu:

- I LT

| TP

0 Berdasarkan hal terscbutl di atas dan mengingat ... [Perusahaan) telah miemenuhi
kriteria pembekuan sesual ketentuan di stas maka terhilung tanggal ....coomeeenn
fasilitas KITE PembehDasan ....... (Perusahaan) dibekukan.

3 Dengan pembekuan inl, ... (Perusahaan) tidak dapat memperoleh fasilitas KITE
Pembehasan atas impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan serla Barang
Contoh, sampai dengan fasilitas KITE pembebasan diberlakukan kembali.

Dernikian disampaikan uniuk diketatuil,

Kepala Kantor wilayah /KPU

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai:
2. Direktur Jenderal Fajak;
1 Direktur Fasilitas Kepabeanarn
4. Direktur Penindakan dan Penytdikan,
5. Kepala Kanlor Pabean ....... [pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau
penerima subkonirak).

DIREKTUR JENDERAL.
=tid-

HERU PAMBUDI

b

i
:‘Elvl'ijudi Adrijanio
“NIP 19700412 198912 1 NOD

-~ T

\



. 200-

LA MPMGAS N
il TH AL L EETUR JF A LA kA AN (ILTHA
wia iR [URTEE |'1|A'.'-.-'1'|}1':|

‘I'T'TI'-TEWL'-

pETURRI LS 1‘FI_.._l..B::-|'IHM1‘H' Pl LA MENTEIA
L AL REFIRLLE u-'l-u::nﬂ:&'la. [t Ly Ce 1
i I e LB TENTANG 1-Hh'l'|;r'.liu:.:-.:u e, MASLE

T3Am TILAAEL mw:-::l.:r Pl |-:-:1-=5'.!-MM1 A il wTadl
|1Ma£1rr:11'|".l.ﬂ1m.!{ﬁﬂ k] TR (RES ] I"E-Hnl AL KUHE
AL s Al ATES LwiHE [IATRAEH  ERAR yuAl It
LWL LAl A REET. ATARLU | L EaReD AL 1 [AANDE
1AM [N AN “FLLILIRE uu‘s‘Lill'.lﬂF.'ﬁ..'-'ﬂm

NGIMOY o Tanggal-.-
Sifat . ganpat Segera
Hal . pemberlakuan Hemball Fasilitag KITE pPembebasal
Wi, Plnpiman e [narma perusahann!
Ao s mmemmsr
Sehubungan dengan p-:lal:ﬁanaaﬂ keteninan pasal o= peraturan nentert
Kenangan Nomor .0 tentans prmbehasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak

pertambahan Milal atau Pajak pertambanan Milal dan Pajak Penjualan atas Barans
wiewah atas LmpoT Parang dan Bahan umtuk Diolalt, [Hralit, atad Dipasang pada
parang Lai dengan Tujuan untuk Diekspot. dengan ini disarmpaksan tal-hal sebagal
perikulb:

1. Bahwa .- E.Perusahaan'l. yang mendapal fasilitas KITE Pembebasah herdasarkan
Kepuinsar penetaparn selbagal Perusahaatt KITE No... L Tanggal..-« telah
memenuhi Ketentuarl pEnﬂ‘_ﬂ.‘ﬂakUﬂn kemball fasilitas KITE pembebasal yailut

; Berdasarkan 1ol tersebul di atas maka terhitung anggal oo ... fasllitas KITE
Pembebasan «o- I_Fnrus-anaaﬂ‘: diberlakukan kembali.

Demikiart disampaikan untuk diketahii.

o, "
5. Kepala Kantor PahDCar oot lp:‘lnmmﬂn hongkar. 1:-:'labuha.n mual. danfatalk

calinan sestal dengan aslinya.

crotarts irekiorat Jenderal -ttd-

HERL pAMBLIDI

_________._—-—-—'—'—______._.-—-
DIRERTUR JENDERAL.
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LAMITHRAN N1V
PERATURAN DIRERTUE JENDEHAL BEA TN CAIKAl
NOMOR PER- 4 /IC2018

TENTANG
PETUIAILE FRIAMSANAAN PERATLIAM RENTER
HELANCAN HEFURLI% PRIONESLA M OEL

160 TR 04 F 20T TENTARG 1HMILETIASAN [EA [T
TN TILAAK 1HITHGLT TR T FRSIETAMIRAE LA el ATAL
[t A TEIETAMERAHIAS MILAL [3AN A AR P T LIATAR ATAS
PARANG MEWAIL ATAS (BT AMARG (RN HAL L]
LINTLE D0l ERARIT, ATAL pIPRSE MO AL NUABEANCL
LA THEMCUAN TLLILAM LNTUK DIEESPOR

..-__.--__.--_.—,-_.——-_-—---_----.—--r—-

W IHTCH | AL LA
e 1A I LA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESLA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ......- {Diisi nomor
keputusan awal dan perubahan terakhir)

Menimbang  : a. babwa setelah dilaluken penelitian terhadap oo (PErusahaan) yAng
mendapatkan fasilitas HITE Pembebasan hedasarkan keputusan penetapan
sebagial Perusahaan KITE Nomor - diperoleh kesimpulan

160/ PMEL04 /2015 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut
Pajak Pertarnbahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

b, hahwa berdasarkan pertnbarygan schagaimana dimajesud dalam hurad a.
perlu menetapkan Hepulusan Menteri Heuangan Tentang Pencabulan
Heputusan Menterl Keuangan NOmE .- :

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomaot 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagatmana telah diubah dengan

Undang- Undang  Nomor 17 Tahun 2006 (Lernbaran Negara Republik
]ndmesmTﬁhunimﬁiﬂumrﬂﬂ.Tanﬂmhaﬂ Lembaran Negara Indonesia
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2. Peraturan Menteri Heuangan Nomor 160/PMK04/2018 tenlang
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilal atau
Fajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas
Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Diraldt, atan Dipasang pada Barang
Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

Memperhatikan: 1. .........

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI EEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN

MENTER] KEUANGAN NOMOR ........c.cc... (Diisl nomor keputusan awal dan
perubahan terakhir),
: Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... . e lDHSL MOMOr

keputusan awal dan perubahan terakhir].

: [Dalam hal badan usaha dicabut selain karena berubah status menjadi

Pergusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kewasan Berikat)

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung scjak tanggal pencabulan,

Perusahaan wajib:

1. melaporkan Hasil Produksl yang telah  dickspor namun  belum
dizampaikan laporan pertanggung jawabannys;

2. mehmasi scluruh tagihan terutang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan; dan

3. menyelesalkan saldo Barang dan Bahan yang belum dilakukan
peryelesaian, dengan cam:

a. dilunasi Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilal atau Pajuk
Pertambahan Nilal dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang
terutang; dan/atan

b. dilakukan ekspor dan/atau dikembalikan.

- Beputusan Menterl Keuangan inl mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

. Menteri Keuangan;

. Direltur Jenderal Bea dan Cukal;
Direltur Jenderal Pajak:

. Direktur Fasilitas Kepabeanan;

. Direktur Penindakan dan Penyidikan;

. Kepala Kantor Pabean (pelabuhan bonghkar. pelabuhan muat, dan/atau
penerima subkontrak):

. Pimpinan ........ [Perusahaan).

=] oy 0 e Y e R

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI REUANGAN
KEPALA HANTOR WILAYAH /KPU

DIRERKTUR JENDERAL,
~ttd-

HERU PAMBILIDI

Salinan sesual dengan aslinya,




